
Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU) 
 

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 

Nomor: 9 TAHUN 1960 (9/1960) 
 

Tanggal: 15 OKTOBER 1960 (JAKARTA) 
 

Sumber: LN 1960/131; TLN NO. 2068 
 

Tentang: POKOK-POKOK KESEHATAN *) 
 

Indeks: POKOK-POKOK KESEHATAN. 
 
 
 Presiden Republik Indonesia, 
 
Menimbang : 
a. bahwa kesehatan rakyat adalah salah satu modal pokok dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan 

bangsa, dan mempunyai peranan penting dalam penyelesaian revolusi nasional dan penyusunan 
masyarakat sosialis Indonesia; 

b. bahwa kesejahteraan umum termasuk kesehatan, harus diusahakan sebagai pelaksanaan cita-cita 
bangsa Indonesia yang tercantum dalam mukadimah Undang-undang Dasar; Menimbang pula: 

a. bahwa perlu ada dasar-dasar hukum untuk usaha kesejahteraan rakyat khusus dalam bidang 
kesehatan; 

b. bahwa perlu ditetapkan Undang-undang tentang Pokok-pokok Kesehatan agar dapat 
diselenggarakan kesehatan rakyat sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia; 

c. bahwa peraturan perundang-undangan tentang kesehatan yang berlaku sekarang yang dimaksud 
dalam "Het Reglement of de Dienst der Volksgezondheid" (Staatsblad 1882 No. 97) tidak sesuai 
lagi dengan cita-cita revolusi Nasional Indonesia dan karena itu perlu dicabut. 

 
Mengingat : 
a. Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar; 
b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960; 
 
 
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong; 
 
 Memutuskan : 
 
Menetapkan : 
 
Undang-undang tentang Pokok-pokok Kesehatan. 
 
 BAB I 
 KETENTUAN-KETENTUAN UMUM. 
 
 Pasal 1. 
 
Tiap-tiap warganegara berhak memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dan perlu diikut-
sertakan dalam usaha- usaha kesehatan Pemerintah. 
 



 Pasal 2. 
 
Yang dimaksud dengan kesehatan dalam Undang-undang ini ialah yang meliputi kesehatan badan, rohani 
(mental) dan sosial, dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan. 
 
 Pasal 3. 
 
(1)  Pertumbuhan anak yang sempurna dalam lingkungan hidup yang sehat adalah penting untuk 

mencapai generasi yang sehat dan bangsa yang kuat. 
 
(2)  Pengertian dan kesadaran rakyat tentang pemeliharaan dan perlindungan kesehatan adalah sangat 

panting untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 
 
 BAB II 
 
 TUGAS PEMERINTAH. 
 
 Pasal 4. 
 
Pemerintah memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan rakyat dengan menyelenggarakan dan 
menggiatkan usaha-usaha dalam lapangan : 
a) pencegahan dan pemberantasan penyakit, 
b) pemulihan kesehatan, 
c) penerangan dan pendidikan kesehatan pada rakyat, 
d) pendidikan tenaga kesehatan, 
e) perlengkapan obat-obatan dan alat-alat kesehatan, 
f) penyelidikan-penyelidikan, 
g) pengawasan, dan 
h) lain-lain usaha yang diperlukan. 
 
 Pasal 5. 
 
Pemerintah berusaha mencukupi keperluan rakyat yang pokok untuk hidup sehat, yang terdiri dari sandang-
pangan, perumahan dan lain-lain, serta melakukan usaha-usaha untuk mempertinggi kemampuan ekonomi 
rakyat. 
 
 Pasal 6. 
 
Pemerintah melakukan pencegahan penyakit dengan menyelenggarakan: 
 
1. hygiene lingkungan termasuk kebersihan. 
2. pengebalan (immunisasi), 
3. karantina, 
4. hal-hal lain yang perlu. 
 
 Pasal 7. 
 
Pemerintah memberantas penyakit menular dan penyakit endemis (penyakit rakyat). 
 
 Pasal 8. 
 
(1)  Pemerintah mengusahakan pengobatan dan perawatan untuk masyarakat diseluruh wilayah 



Indonesia secara merata, agar tiap-tiap orang sakit dapat memperoleh pengobatan dan perawatan 
dengan biaya yang seringan-ringannya. 

 
(2)  Dalam istilah sakit termasuk cacat, kelemahan dan usia lanjut. 
 
(3)  Untuk memungkinkan hal yang termaktub dalam ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah mengadakan 

balai pengobatan, pusat kesehatan, sanatorium, rumah sakit dan lembaga-lembaga lain yang 
diperlukan. 

 
(4)  Pemerintah melakukan usaha-usaha khusus untuk menjamin kesehatan pegawai, buruh dan 

golongan-golongan karya lain beserta keluarganya sesuai dengan fungsi dan lingkungan hidupnya. 
 
(5)  Pemerintah mengatur dan menggiatkan usaha-usaha dana sakit. 
 
 Pasal 9. 
 
(1)  Pemerintah melakukan usaha-usaha agar rakyat memiliki pengertian dan kesadaran tentang 

pemeliharaan dan  perlindungan kesehatan. 
 
(2)  Pemerintah mengadakan usaha-usaha khusus untuk kesehatan keturunan dan pertumbuhan anak 

yang sempurna, baik dalam lingkungan keluarga, maupun dalam lingkungan sekolah serta 
lingkungan masyarakat remaja dan keolahragaan. 

 
 Pasal 10. 
 
(1)  Pemerintah mengadakan, mengatur, mengawasi dan membantu pendidikan tenaga kesehatan. 
(2)  Pemerintah menetapkan penggunaan dan penyebaran tenaga kesehatan Pemerintah maupun swasta 

sesuai dengan keperluan masyarakat dengan mengingat keseimbangan antara jumlah tenaga yang 
diperlukan dan tenaga yang tersedia. 

 
(3)  Pemerintah mengatur kedudukan hukum, wewenang dan kesanggupan hukum tenaga kesehatan. 
 
(4)  Pemerintah mengawasi dan membimbing tenaga kesehatan dalam menjalankan kewajibannya 

dengan memperhatikan norma-norma keagamaan. 
 
Pasal 11. 
 
(1)  Pemerintah berusaha mencukupi keperluan rakyat akan obat. 
 
(2)  Pemerintah menguasai, mengatur dan mengawasi persediaan, pembuatan, penyimpanan, peredaran 

dan pemakaian obat, obat (termasuk obat bius dan minuman keras), bahan obat, alat dan 
perbekalan kesehatan lainnya. 

 
(3)  Obat, bahan obat, alat dan perbekalan kesehatan yang dimaksud dalam ayat (2 ) harus memenuhi 

syarat-syarat yang ditetapkan dalam Farmakopee Indonesia dan peraturan-peraturan lain. 
 
(4)  Obat-obat asli Indonesia diselidiki dan dipergunakan sebaik-baiknya. 
 
 Pasal 12. 
 
(1)  Pemerintah menyelenggarakan penyelidikan-penyelidikan tentang keadaan kesehatan rakyat. 
 



(2)  Penyelidikan ini meliputi statistik, penyelidikan laboratorium, penyelidikan masyarakat, bedah 
mayat dalam keadaan darurat serta percobaan hewan dengan mengingat perkembangan ilmu 
pengetahuan termasuk ilmu tenaga atom. 

 
 BAB III. 
 
 ALAT-ALAT PERLENGKAPAN PEMERINTAH 
 
 Pasal 13. 
 
(1) Alat-alat perlengkapan Pemerintah dalam lapangan kesehatan adalah: 
a. Departemen Kesehatan 
b. Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah. 
c. Alat-alat dan badan-badan Pemerintah yang lain. 
 
(2) Tugas, susunan dan wewenang serta hubungan satu dengan lainnya ditetapkan dengan peraturan-

peraturan perundangan. 
 
 BAB IV 
 
 USAHA SWASTA 
 
 Pasal 14 
 
(1) Pemerintah mengatur, membimbing, membantu dan mengawasi usaha-usaha kesehatan badan-

badan swasta. 
 
(2) Usaha-usaha swasta dalam lapangan kesehatan harus sesuai dengan fungsi sosialnya. 
 
(3) Rumah sakit, balai pengobatan dan lembaga-lembaga kesehatan swasta lainnya harus memenuhi 

syarat-syarat minimal yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. 
 
(4) Usaha-usaha pengobatan berdasarkan ilmu dan/atau cara lain dari pada ilmu kedokteran, diawasi 

oleh Pemerintah agar tidak membahayakan masyarakat. 
 
(5) Perusahaan farmasi dan alat-alat kesehatan harus bekerja sesuai dengan rencana dan pimpinan 

Pemerintah. 
 
 BAB V 
 
 PERATURAN PERALIHAN 
 
 Pasal 15. 
 
(1) Pelaksanaan Undang-undang ini diatur dengan peraturan- peraturan perundangan yang dalam 

waktu 1 tahun berangsur-angsur membatalkan ketentuan-ketentuan menurut "Het Reglement op de 
Dienst der Voksgezondheid" dan peraturan-peraturan lain berdasarkan "Het Reglement op de 
Dienst der Volksgezondheid" tersebut. 

 
(2) Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan kesehatan lainnya yang sudah ada pada hari tanggal 

diundangkannya Undang- undang ini, tetap berlaku selama peraturan-peraturan dan ketentuan-
ketentuan kesehatan itu tidak bertentangan dicabut, diganti, ditambah dan diubah oleh peraturan-



peraturan dan ketentuan-ketentuan atas kuasa Undang-undang ini. 
 
 BAB VI 
 
 KETENTUAN PENUTUP. 
 
 Pasal 16. 
 
Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Pokok Kesehatan. 
 
 Pasal 17. 
 
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. 
 
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan 
penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.  
 
 
Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 15 Oktober 1960. 
Pejabat Presiden Republik Indonesia, 
 
DJUANDA. 
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 15 Oktober 1960. 
Pejabat Sekretaris Negara, 
 
SANTOSO. 
 
 

PENJELASAN 
ATAS 

UNDANG-UNDANG No. 9 TAHUN 1960 
TENTANG 

POKOK-POKOK KESEHATAN. 
PENJELASAN UMUM. 

 
 
Bagi suatu masyarakat sosialis Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera, soal kesehatan merupakan suatu 
unsur yang sangat penting. Berhubung dengan itu maka perlu ditetapkan suatu Undang-undang tentang 
Pokok-pokok Kesehatan yang sesuai dengan dasar-dasar Negara kita serta sesuai pula dengan kemajuan 
ilmu pengetahuan. Peraturan yang sampai sekarang berlaku, yakni "Het Reglement op de Dienst der 
Volksgezondheid" dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya, yang tidak sesuai lagi dengan alam 
kemerdekaan dan hasrat pembangunan bangsa Indonesia, perlu segera diganti dengan suatu Undang-
undang Pokok sebagai landasan bagi peraturan-peraturan kesehatan selanjutnya. 
 
Dalam Undang-undang ini dimuat ketentuan-ketentuan umum tentang pengertian mengenai kesehatan 
berdasarkan ilmu kedokteran modern, yang dipakai pula oleh Organisasi Kesehatan Sedunia dalam 
Konstitusinya tahun 1946. 
 
 PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. 



 
Pasal 1. 
 
 Dalam ketentuan umum ini ditegaskan juga bahwa derajat kesehatan yang setinggi-tingginya harus 

dicapai oleh seluruh rakyat secara merata. 
   Disamping hak untuk memperoleh pemeliharaan kesehatan yang sebaik-baiknya, tiap-

tiap warga-negara perlu pula aktif ikut-serta dalam semua usaha kesehatan yang dilakukan 
Pemerintah. 

 
Pasal 2. 
 
 Istilah kesehatan mengandung arti keadaan sejahtera (wellbeing). 
 
  Pasal 3. 
 
(1)  Yang dimaksud dengan kesehatan sosial ialah perikehidupan dalam masyarakat: 

perikehidupan ini harus sedemikian rupa sehingga setiap warga-negara mempunyai cukup 
kemampuan untuk memelihara dan memajukan kehidupannya sendiri serta kehidupan keluarganya 
dalam masyarakat yang memungkinkannya bekerja, beristirahat dan menikmati hiburan pada 
waktunya. 

   Generasi yang sehat hanya tercapai kalau pertumbuhannya dipelihara menurut syarat-
syarat kesehatan. Pemeliharaan anak dalam kandungan ibu, pada masa bayi, kanak-kanak, dan 
pada masa remaja perlu diperhatikan sepenuhnya. Dalam pada itu harus dipentingkan pula usaha 
pertumbuhan jasmani guna menyempurnakan fisik bangsa. 

 
(2) Tiap-tiap usaha kesehatan yang dijalankan oleh Peme-rintah tidak akan mencapai maksudnya 

jikalau tidak ada pengertian dan kesadaran difihak rakyat. Sebaliknya jika ada keinsyafan dan 
kesadaran, seluruh masyarakat dapat diikut-sertakan secara effisien dalam usaha-usaha kesehatan. 

 
  Pasal 4. 
 
 Dalam pasal ini diperinci dalam garis-garis besar usaha-usaha preventif, kuratif dan lain-lainnya. 
 Untuk mewujudkan hak setiap warga-negara akan kesehatan Pemerintah mengadakan usaha-usaha 
seperti terperinci garis-garis besarnya dalam pasal ini. Usaha-usaha ini dilaksanakan dengan 
memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnik dalam bidang kesehatan. 
 
 Pasal 5. 
 
Keadaan ekonomi adalah unsur yang sangat berpengaruh 
terhadap keadaan kesehatan. Berhubung dengan itu maka masalah 
sandang-pangan, perumahan dan lain-lain perlu dicantumkan. 
 
 Pasal 6. 
 
 Lingkungan hidup manusia harus sesuai dengan syarat-syarat kesehatan. 
Yang dimaksudkan dengan lingkungan hidup ialah : segala sesuatu yang terdapat disekitar seetiap manusia 
dalam kehidupan- nya sehari-hari, umpamanya: udara, tempat kediaman dan tanah sekitarnya, tempat 
bekerja, tempat berkumpul, tempat ibadah dan sebagainya. Dalam hal ini sangat perlu adanya kebersihan, 
pemberantasan serangga dan lain-lain khewan penyebar penyakit. Mencegah penyakit berarti 
mengusahakan segala sesuatu yang dapat melindungi rakyat dari sebab-musabab penyakit, umpamanya 
usaha karantina, vaksinasi, usaha-usaha dalam lapangan kesehatan jiwa dan tuntunan tehnis dalam soal 
pembuatan bangunan-bangunan, pembuatan dan penjualan makanan dan minuman dan lain-lain. 
 



  Pasal 7. 
 
 Penyakit-penyakit menular seperti cacar, typhus, cholera, pes dan lain-lainnya, jika timbul harus 
segera diberantas. Penyakit endemis (penyakit rakyat) seperti malaria, t.b.c., framboesia, trachoma dan lain-
lainnya harus dilenyapkan selekas-lekasnya. 
 
 Pasal 8. 
 
 Pemerintah berusaha agar kesempatan untuk pengobatan dan perawatan bagi rakyat diberikan 
secara merata diseluruh wilayah Indonesia, dengan biaya bagi rakyat yang seringan-ringannya sampai 
kepada cuma-cuma. 
 Untuk usaha itu diadakan rumah sakit, poliklinik, lembaga- lembaga, rombongan-rombongan 
kesehatan (umpamanya untuk jemaah haji), dan sebagainya. Pemerintah memberi kesempatan pada tenaga-
tenaga kerohanian untuk membantu dan membimbing baik tenaga kesehatan maupun penderita dalam 
menjalankan ibadatnya.   Dalam peraturan perburuhan, peraturan kepegawaian, peraturan pensiunan dan 
sebagainya, perlu soal-soal kesehatan, baik secara preventif maupun kuratif, diatur dengan seksama. Dalam 
pada itu diperhatikan juga, agar buruh dan pegawai tersebut diatas dilindungi terhadap hal-hal yang 
mengganggu atau membahayakan kesehatannya, dan diberi kesempatan untuk hiburan dan istirahat. 
 Dalam golongan-golongan karya lain (ayat 4) termasuk juga angkatan bersenjata beserta 
keluarganya. 
 
 Pasal 9. 
 
(1) Cukup jelas. 
(2) Untuk kesehatan keturunan pemeriksaan badan sebelum kawin perlu diusahakan dan jika dapat 

diatur oleh Pemerintah (misalnya dilingkungan Angkatan Perang). Untuk pertumbuhan anak 
diusahakan Balai-balai Kesehatan lbu dan Anak, pemeliharaan kesehatan anak sekolah, 
perkembangan keolahragaan, bimbingan masyarakat remaja dan sebagainya. 

 
 Pasal 10. 
 
(1)  Cukup jelas. 
(2)  Pemerintah dapat menggunakan tenaga kesehatan disamping ketentuan-ketentuan didalam 

Undang-undang tahun 1951 No. 8 dan 9, tanpa mengurangi effisiensi pekerjaan badan swasta, 
dengan mengingat jaminan-jaminan seperlunya. 

(3)  Cukup jelas. 
(4)  Dalam mengawasi dan membimbing tenaga kesehatan baik yang berwenang maupun yang tidak 

berwenang perlu diadakan peraturan-peraturan yang mempunyai ancaman hukuman yang tegas 
baik dilapangan administratif maupun dibidang pidana. 

 
 Pasal 11. 
 
 Bahan-bahan yang berbahaya, baik dipandang dari sudut keperluan kesehatan maupun keamanan 
umum (obat bius, minuman keras dan bahan-bhan berbahaya lainnya) harus dikuasai oleh Pemerintah. 
 Dalam mempergunakan obat asli sebaik-baiknya termasuk juga menggiatkan perkembangannya. 
 
 Pasal 12. 
 
 Dalam penyelidikan termasuk penyelidikan kedokteran untuk kepentingan pengusutan perkara, 
 
 Pasal 13. 
 
(1) Dengan "alat dan badan pemerintah yang lain" dimaksud instansi-instansi dan badan-badan diluar 



Departemen Kesehatan dan dinas kesehatan Pemerintah daerah, umpamanya : Jawatan Kesehatan 
Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Kepolisian, Departeme-departemen dan 
Jawatan-jawatan yang lain atau Panitia-panitia Negara. 

(2) Cukup jelas. 
 
 Pasal 14. 
 
 Didalam mengikut-sertakan masyarakat pada usaha-usaha kesehatan dan berdasarkan sikap 
Pemerintah terhadap usaha swasta pada umumnya. Pemerintah memberikan kesempatan kepada badan-
badan oknum-oknum swasta untuk menjalankan usaha-usaha pengobatan, perawatan, pendidikan, 
penyelidikan (reserach) dan usaha-usaha dalam bidang farmasi, dengan ketentuan bahwa usaha-usaha ini 
harus mementingkan fungsi sosialnya, tidak semata-mata bertujuan mencari keuntungan. 
 Dalam mengadakan pengawasan yang dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah memperhatikan 
keyakinan-keyakinan hidup dari golongan dan aliran-aliran resmi dalam masyarakat. 
 
 Pasal 15. 
 
 Pemerintah menyusun sistim pengawasan  sedemikian rupa sehingga segala sesuatu yang 
dimaksudkan dalam Undang-undang Pokok Kesehatan ini, mendapatkan pelaksanaannya. 
 
Pasal 16. 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 17. 
 Cukup jelas. 
 
 -------------------------------- 
 
 CATATAN 
 
*) Disetujui D.P.R.G.R. dalam rapat pleno terbuka ke-12 pada hari Jum'at tanggal 30 September 

1960, P.12/1960 
 
Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 

YANG TELAH DICETAK ULANG 
 
 UU 1/1960, PENGUBAHAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM........ 
Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU) 

 
Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 
Nomor: 1 TAHUN 1960 (1/1960) 

 
Tanggal: 5 JANUARI 1960 (JAKARTA) 

 
Sumber: LN 1960/1; TLN NO. 1921 

 
Tentang: PERUBAHAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA *) 

 
Indeks: KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. PENGUBAHAN. 
 
 



 Presiden Republik Indonesia, 
 
Menimbang : 
 
bahwa ancaman-ancaman hukum terhadap tindak pidana "menyebabkan orang mati karena kesalahan", 
"menyebabkan orang luka berat karena kesalahan" dan "menyebabkan karena kesalahannya, kebakaran, 
peletusan atau banjir" dalam pasal-pasal 359, 360 dan 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terlalu 
ringan istimewa untuk keadaan lalu-lintas dan keadaan perumahan dan padatnya penduduk, dikota-kota 
pada waktu sekarang, sehingga perlu diperberat; 
  
Mengingat : 
 
1. pasal-pasal 359, 360 dan 188 "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 
2. pasal 5 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;   
 
 
 Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; 
 
 MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : 
Undang-undang tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 
 
 Pasal 1. 
 
 Ancaman hukuman dalam pasal-pasal 359, 360 dan 188 Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
dinaikkan sehingga pasal-pasal tersebut seluruhnya berbunyi sebagai berikut: 
 
Pasal 359: Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang mati, dihukum dengan hukuman 

penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun. 
Pasal 360: (1) Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum 

penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya 
satu tahun. Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka 
sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat 
menjalankan jabatan atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman 
penjara selama-lamanya sembilan bulan atau hukuman kurungan selama-
lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya tiga ratus rupiah. 

 
Pasal 188: Barang siapa menyebabkan karena kesalahannya kebakaran, peletusan atau banjir, 

dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan 
selama-lamanya satu tahun atau hukuman denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah, 
jika terjadi bahaya umum untuk barang karena hal itu, jika terjadi bahaya kepada maut 
orang lain, atau jika hal itu berakibat matinya seseorang. 

 
 Pasal 2. 
 
 Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. 
 
 Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang 
ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.  
 
 



Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 5 Januari 1960. 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 
SUKARNO. 
 
Diundangkan 
pada tanggal 5 Januari 1960. 
MENTERI MUDA KEHAKIMAN 
 
SAHARDJO 
 
 

MEMORI PENJELASAN 
MENGENAI 

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KITAB UNDANG-UNDANG 
HUKUM PIDANA. 

 
UMUM. 
 
 Sudah lama dirasakan perlu adanya tindakan tegas terhadap keteledoran orang yang menyebabkan 
orang mati atau luka berat, teristimewa terhadap pengemudi-pengemudi kendaraan bermotor, yang karena 
kelalaian atau sifatnya kurang mengindahkan nilai jiwa sesama manusia; menyebabkan terjadi kecelakaan-
kecelakaan lalu-lintas berupa tubrukan-tubrukan, terjerumusnya kendaraan dalam jurang atau kali, atau 
bergulingnya kendaraan karena terlampau banyaknya muatan berupa barang atau orang atau karena putus 
as atau kebakaran karena kurang perawatan atau penelitian sebelum mengemudi kendaraan itu, yang 
semuanya itu meminta korban manusia. 
 Rupanya ancaman hukuman penjara setahun atau hukuman kurungan 9 bulan dalam pasal-pasal 
359 dan 360 Kitab Undang- undang Hukum Pidana itu tidak cukup merupakan kekangan, sedangkan kalau 
hukuman dijatuhkan meskipun yang terberat, sering dirasakan tidak setimpal dengan perbuatan yang 
dilakukannya, sehingga ancaman itu harus diperberat. 
 Selain itu dalam waktu belakangan ini sering terjadi kebakaran-kebakaran yang disebabkan oleh 
kelalaian-kelalaian, misalnya kurang hati-hati menyalakan lampu, memasang kompor, menaruh pelita 
dimana saja dan sebagai akibat kebakaran itu, ialah kerugian besar diderita oleh penduduk sekitarnya. 
 Oleh karena itu perlu diperberat ancaman hukuman terhadap mereka yang karena kelalaian 
menyebabkan kebakaran. 
 
 Bencana yang disebabkan karena letusan atau banjir karena kechilafan seseorang jarang sekali 
terjadi. 
 
 Meskipun demikian ancaman hukuman terhadap orang-orang yang karena kekhilafannya 
menyebabkan bencana-bencana itu perlu juga diperberat karena apabila bencana itu terjadi akibatnya tidak 
kurang dari pada akibat kebakaran. 
 
 Tingkatan-tingkatan mengenai ancaman hukuman yang diadakan dalam pasal 188 tidak dipakai 
lagi karena seringkali tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 
 
 Umpamanya kebakaran hanya menyebabkan bahaya umum untuk barang, atau bahaya maut, tetapi 
kerugiannya yang diderita berjumlah jutaan rupiah, sehingga perlu memberikan kesempatan pada hakim 
untuk memberi hukuman yang sama beratnya, jikalau kebakaran menyebabkan ada orang yang mati. 
 
 PASAL DEMI PASAL. 
 



Cukup jelas. 
 
 -------------------------------- 
 
 CATATAN 
 
*) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-30 pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 1959, 

P.22/1959 
 
Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 

YANG TELAH DICETAK ULANG 
 
 UU 2/1960, PERJANJIAN BAGI HASIL *)........ 
Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU) 

 
Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 
Nomor: 2 TAHUN 1960 (2/1960) 

 
Tanggal: 7 JANUARI 1960 (JAKARTA) 

 
Sumber: LN 1960/2; TLN NO. 1924 

 
Tentang: PERJANJIAN BAGI HASIL *) 

 
Indeks: HASIL. PERJANJIAN BAGI. 
 
 
 Presiden Republik Indonesia, 
 
Menimbang : 
 
bahwa perlu diadakan Undang-undang yang mengatur perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi-hasil, 
agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar 
terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap itu, dengan menegaskan hak-hak dan 
kewajiban-kewajiban baik dari penggarapan maupun pemilik; 
 
Mengingat : 
 
a. pasal 27 ayat 2 dan pasal 33 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Dasar; 
b. pasal 5 ayat 1 jo 20 pasal 1 Undang-undang Dasar; 
 
 
  Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, 
 
 Memutuskan : 
 
Menetapkan : 
Undang-undang tentang "Perjanjian Bagi Hasil". 
 
 BAB I 



 
 ARTI BEBERAPA ISTILAH. 
 
 Pasal 1. 
 Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan : 
 
*)Disetujui D 
 
a. tanah, ialah tanah yang biasanya dipergunakan untuk penanaman bahan makanan; 
b. pemilik, ialah orang atau badan hukum yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah; 
c. perjanjian bagi-hasil, ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara  pemilik 

pada satu fihak dan seseorang atau badan hukum pada lain fihak - yang dalam undang-undang ini 
disebut "penggarap" - berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik 
tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian 
hasilnya antara kedua belah fihak; 

d. hasil tanah, ialah hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap termaksud dalam 
huruf e pasal ini, setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk menanam 
dan panen; 

e. petani, ialah orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian 
pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian. 

 
 BAB II. 
 
 PENGGARAP 
 
 Pasal 2. 
 
(1)  Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam ayat 2 dan 3 pasal ini, maka yang 

diperbolehkan menjadi penggarap dalam perjanjian bagi-hasil hanyalah orang-orang tani, yang 
tanah garapannya, baik kepunyaannya sendiri maupun yang diperolehnya secara, menyewa, 
dengan perjanjian bagi-hasil ataupun secara lainnya, tidak akan lebih dari sekitar 3 (tiga) hektar. 

 
(2)  Orang-orang tani yang dengan mengadakan perjanjian bagi-hasil tanah garapannya akan melebihi 

3 (tiga) hektar, diperkenankan menjadi penggarap, jika mendapat izin dari Menteri Muda Agraria 
atau penjabat yang ditunjuk olehnya. 

 
(3)  Badan-badan hukum dilarang menjadi penggarap dalam perjanjian bagi-hasil, kecuali dengan izin 

dari Menteri Muda Agraria atau penjabat yang ditunjuk olehnya. 
 
 BAB III. 
 
 BENTUK PERJANJIAN. 
 
 Pasal 3. 
 
(1) Semua perjanjian bagi-hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis 

dihadapkan Kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang 
bersangkutan - selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "Kepala Desa" dengan dipersaksikan 
oleh dua orang, masing-masing dari fihak pemilik dan penggarap. 

 
(2) Perjanjian bagi-hasil termaksud dalam ayat 1 diatas memerlukan pengesahan dari Camat/Kepala 

Kecamatan yang bersangkutan atau penjabat lain yang setingkat dengan itu - selanjutnya dalam 
undang-undang ini disebut "Camat". 



  
(3) Pada tiap kerapatan desa Kepala Desa mengumumkan semua 
 perjanjian bagi-hasil yang diadakan sesudah kerapatan yang terakhir. 
 
(4) Menteri Muda Agraria menetapkan peraturan-peraturan 
 yang diperlukan untuk menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 2 diatas. 
 
 BAB IV. 
 
 JANGKA WAKTU PERJANJIAN 
 
 Pasal 4. 
(1) Perjanjian bagi-hasil diadakan untuk waktu yang 
 dinyatakan didalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi sawah 

waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah-kering sekurang-kurangnya 5 
(lima) tahun. 

 
(2) Dalam hal-hal yang khusus, yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Muda Agraria, oleh Camat 

dapat diizinkan diadakannya perjanjian bagi-hasil dengan jangka waktu yang kurang dari apa yang 
ditetapkan dalam ayat 1 diatas, bagi tanah yang biasanya diusahakan sendiri oleh yang 
mempunyainya. 

 
(3) Jika pada waktu berakhirnya perjanjian bagi-hasil 
 diatas tanah yang bersangkutan masih terdapat tanaman yang belum dapat dipanen, maka 

perjanjian tersebut berlaku terus sampai waktu tanaman itu selesai dipanen, tetapi perpanjangan 
waktu itu tidak boleh lebih dari satu tahun. 

 
(4) Jika ada keragu-raguan apakah tanah yang bersangkutan itu sawah atau tanah-kering, maka Kepala 
Desalah yang memutuskan. 
 
 Pasal 5. 
 
(1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam 
 pasal 6, maka perjanjian bagi-hasil tidak terputus karena pemindahan hak milik atas tanah yang 

bersangkutan kepada orang lain. 
 
(2) Didalam hal termaksud dalam ayat 1 diatas semua hak dan kewajiban pemilik berdasarkan 
perjanjian bagi-hasil itu beralih kepada pemilik baru. 
 
(3) Jika penggarap meninggal dunia maka perjanjian bagi hasil itu dilanjutkan oleh ahli warisnya, 

dengan hak dan kewajiban yang sama. 
 
 Pasal 6. 
 
(1) Pemutusan perjanjian bagi-hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian termaksud dalam 

pasal 4 ayat 1 hanya mungkin dalam hal-hal dan menurut ketentuan-ketentuan dibawah  ini : 
 a. atas persetujuan kedua belah fihak yang bersangkutan dan setelah mereka laporkan 

kepada Kepala Desa; 
 b. dengan izin Kepala Desa atas tuntutan pemilik, didalam hal penggarap tidak 

mengusahakan tanah yang bersangkutan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi 
kewajibannya untuk menyerahkan sebagian dari hasil tanah yang telah ditentukan kepada 
pemilik atau tidak memenuhi bahan-bahan yang menjadi tanggungannya yang ditegaskan 
didalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3 atau tanpa izin dari pemilik menyerahkan 



penguasaan tanah yang bersangkutan kepada orang lain. 
(2)  Kepala Desa memberi izin pemutusan perjanjian bagi-hasil yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini 

dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan kedua belah pihak, setelah usahanya untuk 
lebih dahulu mendamaikan mereka itu tidak berhasil. 

 
(3)  Didalam hal tersebut pada ayat 2 pasal ini Kepala Desa menentukan pula akibat daripada 

pemutusan itu. 
  
(4)  Jika pemilik dan/atau penggarap tidak menyetujui keputusan Kepala Desa untuk mengijinkan 

diputuskannya, perjanjian sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dan/atau mengenai apa 
yang dimaksud dalam ayat 3 diatas, maka soalnya dapat diajukan kepada Camat untuk mendapat 
keputusan yang mengikat kedua belah fihak. 

 
(5)  Camat melaporkan secara berkala kepada Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II semua 

keputusan yang diambilnya menurut ayat 4 pasal ini. 
 
 BAB V. 
 
 PEMBAGIAN HASIL TANAH. 
 
 Pasal 7. 
 
(1)  Besarnya bagian hasil-tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik untuk tiap-tiap Daerah 

Swatantara tingkat II ditetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II yang 
bersangkutan, dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat 
yang disisihkan sebelum dibagi dan faktor-faktor ekonomis serta ketentuan-ketentuan adat 
setempat. 

 
(2)  Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II memberitahukan keputusannya mengenai penetapan 

pembagian hasil-tanah yang diambil menurut ayat 1 pasal ini kepada Badan Pemerintah Harian 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan. 

 
 BAB VI. 
 
 KEWAJIBAN PEMILIK DAN PENGGARAP. 
 
 Pasal 8. 
 
 
(1)  Pembayaran uang atau pemberian benda apapun juga kepada pemilik yang dimaksudkan untuk 

memperoleh hak mengusahakan tanah pemilik dengan perjanjian bagi-hasil, dilarang. 
 
(2)  Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat 1 pasal ini berakibat, bahwa uang yang 

dibayarkan atau harga benda yang diberikan itu dikurangkan pada bagian pemilik dari hasil tanah 
termaksud dalam pasal 7. 

 
(3)  Pembayaran oleh siapapun, termasuk pemilik dan penggarap, kepada penggarap ataupun pemilik 

dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur-unsur ijon, dilarang. 
  
(4)  Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dalam pasal 15, maka apa yang dibayarkan tersebut 

pada ayat 3 diatas itu tidak dapat dituntut kembali dalam bentuk apapun juga. 
 



 Pasal 9. 
 
 Kewajiban membayar pajak mengenai tanah yang bersangkutan dilarang untuk dibebankan kepada 
penggarap, kecuali kalau penggarap itu adalah pemilik tanah yang sebenarnya. 
 
 Pasal 10. 
 
 Pada berakhirnya perjanjian bagi hasil, baik karena berakhirnya jangka waktu perjanjian maupun 
karena salah satu sebab tersebut pada pasal 6, penggarap wajib menyerahkan kembali tanah yang 
bersangkutan kepada pemilik dalam keadaan baik. 
 
 BAB VII. 
 
 LAIN - LAIN 
 
 Pasal 11. 
 
 Perjanjian-perjanjian bagi hasil yang sudah ada pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini, 
untuk panen yang berikutnya harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan tersebut dalam 
pasal-pasal diatas. 
 
 Pasal 12. 
 
 Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini tidak berlaku terhadap perjanjian-perjanjian bagi 
hasil mengenai tanaman keras. 
 
 Pasal 13. 
 
(1)  Jika pemilik dan/atau penggarap tidak memenuhi atau melanggar ketentuan dalam surat perjanjian 

tersebut pada pasal 3 maka baik Camat maupun Kepala Desa atas pengaduan salah satu fihak 
ataupun karena jabatannya, berwenang memerintahkan dipenuhi atau ditaatinya ketentuan yang 
dimaksudkan itu. 

(2)  Jika pemilik dan/atau penggarap tidak menyetujui perintah Kepala Desa tersebut pada ayat 1 
diatas, maka soalnya diajukan kepada Camat untuk mendapat keputusan yang mengikat kedua 
belah fihak. 

 
 Pasal 14. 
 
 Jika pemilik tidak bersedia mengadakan perjanjian bagi hasil menurut ketentuan-ketentuan dalam 
undang-undang ini, sedang tanahnya tidak pula diusahakan secara lain, maka Camat, atas usul Kepala Desa 
berwenang untuk, atas nama pemilik, mengadakan perjanjian bagi hasil mengenai tanah yang bersangkutan. 
 
 Pasal 15. 
 
(1)  Dapat dipidana dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-; 
 a. pemilik yang tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 3 atau 
  pasal 11; 
 b. penggarap yang melanggar larangan tersebut pada pasal 2; 
 c. barang siapa melanggar larangan tersebut pada pasal 8 ayat 3. 
 
(2)  Perbuatan pidana tersebut pada ayat 1 diatas adalah pelanggaran 
 



 Pasal 16. 
 
 Hal-hal yang perlu untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan undang-undang ini diatur oleh 
Menteri Muda Agraria sendiri atau bersama dengan Menteri Muda Pertanian. 
 
 Pasal 17. 
 
 Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. 
 
 Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini 
dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
 
 
Disahkan di Jakarta, 
pada tanggal 7 Januari 1960. 
Presiden Republik Indonesia, 
   
SOEKARNO. 
 
Diundangkan 
pada tanggal 7 Januari 1960, 
Menteri Muda Kehakiman, 
 
SAHARDJO. 
 
 
 

MEMORI PENJELASAN 
MENGENAI 

RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERJANJIAN BAGI HASIL. 
 

PENJELASAN UMUM. 
 

 
(1) Biarpun tidak disebut dengan nama yang sama, tetapi  perjanjian penguasahaan tanah 

dengan bagi hasil umum dijumpai di Indonesia. Dalam perjanjian itu, yang hukumnya berlaku 
sebagai ketentuan-ketentuan hukum adat yang tidak tertulis, seseorang yang berhak atas suatu 
tanah, yang karena sesuatu sebab tidak dapat mengerjakannya sendiri, tetapi ingin tetap mendapat 
hasilnya, memperkenankan orang lain untuk menyelenggarakan usaha pertanian atas tanah 
tersebut, yang hasilnya dibagi antara mereka berdua menurut imbangan yang ditentukan 
sebelumnya. Orang yang berhak mengadakan perjanjian tersebut menurut hukumnya yang berlaku 
sekarang ini tidak saja terbatas pada pemilik tanah itu sendiri, tetapi juga orang-orang lain yang 
mempunyai hubungan hukum tertentu dengan tanah yang bersangkutan, misalnya pemegang 
gadai, penyewa, bahkan seorang penggarappun - yaitu fihak kedua yang mengadakan perjanjian 
bagi hasil - dalam batas-batas tertentu berhak pula berbuat demikian. 

 
(2) Mengenai besarnya bagian yang menjadi hak masing-masing  fihak tidak ada keseragaman, 

karena hal itu tergantung pada  jumlahnya tanah yang tersedia, banyaknya penggarap yang 
 menginginkannya, keadaan kesuburan tanah, kekuatan kedudukan  pemilik dalam 
masyarakat setempat/sedaerah dan lain-lainnya. 

 Berhubung dengan kenyataan, bahwa umumnya tanah yang  tersedia tidak banyak, sedang 
jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya sangat besar, maka seringkali terpaksalah 
penggarap menerima syarat-syarat perjanjian yang memberi hak kepadanya atas bagian yang 



sangat tidak sesuai dengan tenaga dan biaya yang telah dipergunakannya untuk mengusahakan 
tanah yang bersangkutan. Lain dari pada itu perjanjian tersebut menuntut hukumnya umumnya 
hanya berlaku selama jangka waktu satu tahun yang kemudian atas persetujuan kedua belah fihak 
dapat dilanjutkan lagi atau diperbaharui. Tetapi berlangsungnya perjanjian itu umumnya hanyalah 
tergantung semata-mata pada kesediaan yang berhak atas tanah, hingga bagi penggarap tidak ada 
jaminan akan memperoleh tanah garapan selama waktu yang layak. Hal inipun, kecuali 
berpengaruh pada pemeliharaan kesuburan tanahnya, menjadi sebab pula mengapa penggarap 
seringkali bersedia menerima syarat-syarat yang berat dan tidak adil. Akhirnya oleh karena jarang 
sekali perjanjian bagi hasil itu dilakukan secara tertulis dan menurut hukumnya juga tidak ada 
keharusan untuk dibuatnya dimuka pejabat-pejabat adat setempat, maka seringkali terdapat 
keragu-raguan, yang menimbulkan perselisihan-perselisihan antara pemilik dan penggarap. 

 
(3) Dalam rangka usaha akan melindungi golongan yang ekonominya, lemah terhadap praktek-

praktek yang sangat merugikan mereka, dari golongan yang kuat sebagaimana halnya dengan 
hubungan perjanjian bagi hasil yang diuraikan diatas, maka dalam bidang agraria diadakanlah 
Undang-undang ini, yang bertujuan mengatur perjanjian bagi hasil tersebut dengan maksud : 

 a. agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang 
adil dan 

 b. dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap, agar 
terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, yang biasanya dalam 
perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukan yang tidak kuat, yaitu karena umumnya 
tanah yang tersedia tidak banyak, sedang jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya 
adalah sangat besar. 

 c.  dengan terselenggaranya apa yang tersebut pada a dan b diatas, maka akan bertambahlah 
kegembiraan bekerja pada para petani - penggarap, hal mana akan berpengaruh baik pada 
caranya memelihara kesuburan dan mengusahakan tanahnya. Hal itu tentu akan 
berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti suatu 
langkah maju dalam melaksanakan program akan melengkapi "sandang-pangan" rakyat. 

 
 Dengan diadakannya peraturan ini maka lembaga bagi hasil yang didalam susunan masyarakat 
pertanian kita sebagai sekarang ini pada kenyataannya masih hidup dan mempunyai segi-segi sosial 
maupun ekonomis yang tidak dapat dengan sekaligus diganti dan dilenyapkan - akan dapat dipergunakan 
dan dilangsungkan sesuai dengan fungsinya dalam masyarakat karena akan dapat diakhiri dan dicegah 
penyalah-gunaan dalam penyelenggaraannya. 
 
(4) Dalam pada itu perlu diinsyafi, bahwa selama imbangan antara luasnya tanah pertanian dan jumlah 

kaum tani yang memerlukan tanah disementara daerah - Jawa, Madura, Bali dan lain- lainnya - 
belum dapat ditingkatkan pada tingkatan yang layak, dengan hanya memberi ketentuan-ketentuan 
mengenai perjanjian bagi hasil itu saja, tujuan tersebut diatas belumlah akan tercapai. Lebih-lebih 
karena lembaga bagi hasil itu baru merupakah salah satu saja dari bentuk-bentuk perjanjian 
pengusahaan tanah dimana golongan petani yang lemah terpaksa berhadapan dengan yang kuat. 
Berhubung dengan itu maka dalam rangka dan sejalan dengan usaha untuk menyelenggarakan 
perlindungan sebagai yang dimaksudkan itu sedang dan akan melanjutkan tindakan-tindakan 
untuk memperbaiki keadaan para petani yang lemah itu. Misalnya usaha-usaha perkreditan yang 
disalurkan melalui Bank Tani dan Nelayan, memberikan tanah kepada para petani yang belum 
mempunyai tanah sendiri atau yang tanah usahanya tidak mencukupi, misalnya dengan 
pembukaan tanah secara besar-besaran diluar Jawa, yang diikuti dengan transmigrasi, baik secara 
teratur yang diselenggarakan oleh Jawatan Transmigrasi maupun yang spontan. Usaha-usaha 
dalam bidang industrialisasi akan membawa perbaikan pula pada imbangan antara tanah dan orang 
yang kami maksudkan diatas. Penetapan batas maksimum luas tanah yang kini sedang difikirkan, 
dibeberapa tempat/daerah akan berarti pula bertambahnya tanah yang tersedia bagi para petani 
yang dimaksudkan itu. 

 Lain dari pada itu sering dengan keluarnya peraturan  mengenai perjanjian bagi hasil ini 
dikalangan rakyat sendiri diperlukan pula adanya Undang-undang tentang persewaan tanah, yang 
akan memberi perlindungan pula pada para petani kecil penyewa tanah terhadap praktek-praktek 



yang tidak baik dari sementara golongan pemilik tanah. Hal tersebut dipandang perlu oleh karena 
sewa-menyewa itu merupakan pula bentuk perjanjian tanah, dimana ada kemungkinan 
dijalankannya praktek-praktek yang sangat merugikan golongan petani yang lemah. 

  
(5) Akhirnya perlu ditegaskan, bahwa didalam menyusun peraturan mengenai bagi hasil ini 

diusahakan didapatnya imbangan yang sebaik-baiknya antara kepentingan pemilik dan penggarap, 
karena yang menjadi tujuan bukanlah mendahulukan kepentingan golongan yang satu dari pada 
yang lain, tetapi akan memberi dasar untuk mengadakan pembagian hasil tanah yang adil dan 
menjamin kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap. Adalah bukan maksudnya akan 
memberi perlindungan itu sedemikian rupa hingga keadaannya menjadi terbalik, yaitu kedudukan 
penggarap menjadi sangat kuat, tetapi sebaliknya bagi yang berhak atas tanah lalu tidak ada 
jaminan sama sekali. Kiranya telah dimaklumi pula, bahwa tidaklah selalu penggarap itu ada pada 
fihak yang lemah. Tidak jarang justeru pemiliknya yang merupakan tani-tani kecil yang 
memerlukan perlindungan sedang penggarapnya termasuk golongan yang kuat ekonominya. 

  
(6) Undang-undang ini akan berlaku serentak untuk seluruh  Indonesia. Biarpun tidak disemua 

daerah ada ketegangan didalam hubungan pemilik dan penggarap, tetapi dengan 
mendiskriminasikan berlakunya Undang-undang ini untuk daerah satu dengan daerah lain, artinya 
diperlakukan disesuatu daerah dan didaerah lain tidak atau menangguhkan berlakunya 
dikhawatirkan timbulnya kesukaran-kesukaran yang terus-menerus meluas dari satu daerah kelain 
daerah karena berbeda-bedanya peraturan. Dalam pada itu perumusan pasal yang terpenting dari 
Undang-undang ini, yaitu pasal 7 memberikan flexibilitet yang cukup luas untuk menyesuaikan 
pelaksanaannya dengan keadaan-keadaan yang khusus didaerah yang bersangkutan. 

 
 PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. 
  
Pasal 1. 
 
 Huruf a. 
  Yang terkena oleh ketentuan-ketentuan Undang-undang ini adalah tanah-tanah yang 

biasanya dipergunakan untuk penanaman bahan makanan, dengan tidak dipersoalkan 
macam haknya. Jadi mungkin tanah milik, tanah eigendom agraris, tanah gogolan, grant 
dan lain-lainnya. Tetapi yang ditanam diatas tanah itu tidak perlu mesti tiap-tiap tahun 
bahan makanan, melainkan dapat pula suatu ketika ditanami kapas, rosella dan lain 
sebagainya, asal tanaman yang berumur pendek (hubungkan dengan pasal 12). Tebu 
termasuk tanaman yang berumur pendek pula. 

 
 Huruf b. 
  Sesuai dengan hukumnya yang berlaku sekarang, yang berwenang untuk mengadakan 

perjanjian bagi hasil itu tidak saja berbatas pada para pemilik dalam arti yang mempunyai tanah, 
tetapi juga para pemegang gadai penyewa dan lain-lain orang yang berdasarkan sesuatu hak 
menguasai tanah yang bersangkutan. Untuk mempersingkat pemakaian kata-kata maka mereka itu 
semua dalam Undang-undang ini disebut pemilik. 

  Pemilik itu bisa juga merupakan badan hukum, seperti lebih jauh dijelaskan dalam 
penjelasan pasal 2. 

 
 Huruf c. 
  Perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil namanya tidak sama disemua daerah. Di 

Minangkabau misalnya disebut: memperduai, di Minahasa: tojo, di Jawa Tengah dan Timur: maro 
atau mertelu, di Priangan: nengah atau jejuron, di Lombok: nyakap. 

  Dalam ayat ini diberikan pula perumusan dari pada pengertian "penggarap" yang akan 
dipakai dalam Undang-undang ini. Penggarap itu, sebagaimana halnya dengan pemilik, 
bisa juga merupakan badan hukum. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 2. 

 



 Huruf d. 
  Dengan perumusan demikian maka yang dimaksud dengan hasil tanah ialah hasil bersih, 

yaitu hasil kotor setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak dan biaya untuk menanam 
(tandur) dan panen. Adapun ongkos-ongkos untuk pengurangan hingga didapatkan hasil bersih itu 
disebutkan secara tegas satu demi satu untuk menghindarkan salah tafsiran, yang dapat 
mengakibatkan sengketa yang tidak akan ada putus-putusnya. Biaya-biaya yang disebutkan secara 
limitatip itu akan diambil dari hasil kotor dan diberikan kepada fihak yang memberikan persekot 
untuk itu, tanpa bunga, yaitu fihak penggarap maupun pemilik. Ini berarti bahwa sebenarnya 
ongkos-ongkos tersebut menjadi beban kedua belah fihak. 

  Lain-lain biaya yang berupa tenaga, baik dari penggarap sendiri maupun tenga buruh 
tidak termasuk dalam golongan biaya yang dikurangkan pada hasil kotor, karena itu adalah 
"aandeel" dari pada penggarap dalam perjanjian bagi hasil ini. Dalam pada itu dibeberapa daerah 
dipergunakan tenaga manusia untuk membajak dan menggaru yang disebut "bo-wong", misalnya 
didaerah Kedu. 

  Biaya untuk tenaga tersebut dapat dikurangkan dari hasil kotor. 
  Adapun pajak tanah seluruhnya dibebankan pada pemilik tanah yang sebenarnya (pasal 

9). Secara formil maupun materiil kewajiban membayar pajak adalah terletak pada pemilik, hal 
mana sesuai dengan ketentuan yang umum berlaku sekarang ini. 

 
 Huruf e. 
  Perumusan mengenai pengertian "petani" itu diperlukan  berhubung dengan adanya 
ketentuan dalam pasal 2. Dalam  pengertian ini termasuk pula buruh tani. 
 
Pasal 2. 
  
 Ayat 1. 
  Maksud diadakannya pembatasan ini ialah agar tanah- tanah garapan hanya digarap oleh 

orang-orang tani saja (termasuk buruh tani), yang akan mengusahakannya sendiri, juga 
agar sebanyak mungkin calon penggarap dapat memperoleh tanah garapan. Dengan 
adanya pembatasan ini maka dapatlah dicegah, bahwa seseorang atau badan hukum yang 
ekonominya kuat akan bertindak pula sebagai penggarap dan mengumpulkan tanah 
garapan yang luas dan dengan demikian akan mempersempit kemungkinan bagi para 
petani kecil calon penggarap untuk Memperoleh tanah garapan. Tanah garapan seluas 3 
hektar dipandang sudah cukup untuk memberi bekal akan hidup yang layak. 

 
 Ayat 2. 
  Pada azasnya seorang petani yang sudah mempunyai tanah  garapan 3 hektar tidak 

diperkenankan untuk mendapat tanah  garapan lagi. Ketentuan dalam pasal 4 ayat (2) ini 
dimaksud  untuk menampung hal-hal yang khusus, dengan tidak  meninggalkan 
garis kebijaksanaan yang telah diletakkan dalam  ayat (1). Misalnya didalam hal luas tanah 
yang melebihi 3  hektar itu tidak seberapa. 

 
 Ayat 3. 
  Pada azasnya badan-badan hukum apapun dilarang untuk  menjadi penggarap, 

karena dalam perjanjian bagi hasil ini  penggarap haruslah seorang petani. Tetapi 
adakalanya, bahwa  justru untuk kepentingan umum atau kepentingan desa, sesuatu 
 badan hukum perlu diberi izin untuk menjadi penggarap.  Misalnya  suatu 
koperasi tani yang ingin menjadi penggarap  atas tanah- tanah yang terlantar didesa-desa. Dalam 
hal ini  hanyalah koperasi-koperasi tani atau desa yang akan  diizinkan dan bukan badan-badan 
hukum lain, sebagaimanya  Perseroan Terbatas, C.V. dan lain sebagainya. 

  Disamping itu adakalanya juga sesuatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas 
atau Yayasan perlu pula dipertimbangkan untuk diberi izin menjadi penggarap. Misalnya dalam 
hubungannya dengan usaha pembukaan tanah secara besar-besaran didaerah-daerah Sumatera, 
Kalimantan dan lain-lainnya. 

  Didaerah-daerah itu masalah pembukaan tanah yang  pertama, jadi dalam tahun-tahun 



yang pertama, ialah  pekerjaan yang berat, yang pada umumnya perlu ditolong  dengan 
tenaga-tenaga mesin, seperti traktor-traktor dan  sebagainya. Dalam hal ini suatu perusahaan 
pembukaan tanah  yang berbentuk bukan koperasi, akan tetapi Yayasan atau 
 Perseroan Terbatas kiranya dapat dipertimbangkan juga untuk  dapat diterima sebagai 
penggarap dalam batas waktu yang  ditentukan. Pengusahaan pembukaan tanah yang dimaksudkan 
itu  akan sangat bermanfaat, bagi pemilik tanah maupun bagi  pembangunan dan 
pembukaan daerah-daerah yang masih merupakan  padang alang-alang ataupun hutan belukar. 

  Dalam menentukan diizinkannya atau tidak suatu badan  hukum untuk menjadi 
penggarap harus diadakan pernilaian dari  sudut kepentingan desa atau kepentingan umum. 

  Adapun yang memberikan izin itu ialah Menteri Muda  Agraria atau pejabat yang 
ditunjuknya. Untuk urusan koperasi  sebaiknya diberikan oleh Kepala Daerah Swatantra 
tingkat II  yang bersangkutan. 

 
Pasal 3. 
 
 Ayat 1.  
  Perjanjian yang tertulis terutama bermaksud untuk menghindarkan keragu-raguan, yang 

mungkin menimbulkan perselisihan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua 
belah fihak, lamanya jangka waktu perjanjian dan lain-lainnya. Hal-hal yang 
bersangkutan dengan pembuatan perjanjian itu akan diatur oleh Menteri Muda Agraria 
(ayat 3). 

 Ayat 2.  
  Agar supaya pengawasan preventip dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, maka 

perjanjian-perjanjian bagi hasil yang dibuat secara tertulis dimuka Kepala Desa itu perlu mendapat 
pengesahan dari Camat dan diumumkan dalam kerapatan desa yang bersangkutan. 

 
Pasal 4. 
  
 Ayat 1.  
  Dengan adanya ketentuan mengenai jangka waktu perjanjian sebagai yang ditetapkan 

dalam pasal ini maka terjaminlah bagi penggarap akan memperoleh tanah garapan selama waktu 
yang layak. Yang dimaksud dengan "tahun" ialah "tahun tanaman", jadi bukan "tahun kelender". 

  Dengan diberikannya jaminan mengenai jangka waktu  tersebut maka penggarap 
mempunyai cukup waktu untuk  menjalankan daya-upaya untuk mendapat hasil sebanyak 
 mungkin. Hal yang demikian akan membawa keuntungan pula pada  pemilik, karena 
bagian yang diterimanya juga akan bertambah. 

  Dengan mempergunakan pupuk, terutama pupuk hijau yang  ditanam pada tahun 
pertama, daya pupuk ini dirasakan pada  tanaman tahun kedua, dengan ada kemungkinan 
masih ada  pengaruhnya pada tahun ketiga. Jangka waktu untuk tanah  kering lebih lama 
dari pada untuk sawah oleh karena pada  umumnya keadaan tanahnha tidak sebaik tanah 
sawah. Oleh  karena itu tahun-tahun pertama dipergunakan untuk  memperbaiki tanahnya 
dan tahun-tahun berikutnya memperbaiki  tanamannya. Bahkan ada tanah-tanah kering yang 
perlu  dikosongkan ("diberikan")lebih dulu sebelum dapat ditanami  dengan hasil baik. Adapun 
lamanya waktu itu haruslah pula  sedemikian rupa, agar jika pada tahun-tahun pertama, karena 
 bencana alam, hama, bibit tidak baik dan lain sebagainya,  penggarap masih 
mempunyai cukup kesempatan untuk berusaha  memperoleh hasil yang layak. Waktu 3 
tahun untuk sawah dan 5  tahun untuk tanah kering dipandang cukup layak sebagai batas 
 minimum itu. 

 
 Ayat 2.  
  Ketentuan ini dimaksud untuk menampung hal-hal yang khusus, dimana terpaksa harus 

diadakan perjanjian yang jangka waktunya kurang dari 3 tahun untuk sawah dan 5 tahun 
untuk tanah kering. Misalnya pemilik perlu naik haji, sakit keras atau lain sebagainya dan 
hanya menghendaki mengadakan perjanjian untuk satu tahun saja, karena tanahnya yang 
biasanya diusahakannya sendiri - pada tahun berikutnya akan diusahakan sendiri lagi. 



 
 Ayat 3.  
  Didalam hal yang disebut pada ayat ini tidak perlu diadakan perjanjian baru, tetapi 

cukuplah diberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan. 
 
 Ayat 4.  
  Yang dimaksud dengan sawah ialah tanah yang pengusahaannya memerlukan pengairan, 

oleh karenanya mempunyai pematang (galengan). Dalam hal-hal yang khusus mungkin 
timbul keragu-raguan apakah sesuatu bidang tanah itu harus dimasukkan dalam golongan 
sawah atau tanah kering. Untuk itu maka diadakan ketentuan dalam ayat ini. 

 
Pasal 5. 
 Ketentuan dalam pasal ini memberi jaminan bagi penggarap, bahwa perjanjian bagi hasil itu akan 
berlangsung selama waktu yang telah ditentukan, sungguhpun tanahnya oleh pemilik telah dipindahkan 
ketangan orang lain. Dalam pada itu bagi pemilik baru ada kemungkinan untuk meminta diputuskannya 
perjanjian tersebut, tetapi terbatas pada hal-hal dan menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 6. 
 Didalam hal pemilik meninggal dunia diperlukan pembaharuan perjanjian dengan pemiliknya 
yang baru, hal mana akan tergantung pada kesediaan pemilik yang baru itu. 
 Ahli waris penggarap yang akan melanjutkan perjanjian bagi hasil sebagai yang dimaksud dalam 
ayat (3) harus memenuhi pula syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 2. 
 
Pasal 6. 
 Oleh karena dalam pasal 4 diadakan pembatasan minimum jangka waktu lamanya perjanjian dan 

pula berhubungan dengan ketentuan dalam pasal 5, maka sudah selayaknyalah kiranya diadakan 
kemungkinan bagi pemilik, bilamana kepentingannya dirugikan oleh penggarap karena 
kelalaiannya atau perbuatannya yang bertentangan dengan apa yang telah mereka setujui bersama 
pada waktu perjanjian diadakan, untuk meminta diputuskannya perjanjian tersebut sebelum jangka 
waktunya berakhir. 

 Tetapi hal itu hanya berbatas pada hal-hal yang disebutkan dalam ayat (1) huruf b saja, yaitu hal-
hal yang memang bertentangan dengan kewajiban seorang penggarap yang baik dan jujur. 
 Didalam ayat (1) huruf b tersirat larangan bagi penggarap untuk menyerahkan penguasaan tanah 
yang bersangkutan kepada orang lain tanpa izin pemilik. Larangan demikian sudah selayaknya pula, karena 
bagi pemilik hubungannya dengan penggarap. merupakan hubungan yang didasarkan atas kepercayaan, 
yang tidak dapat diganti dengan orang-orang lain tanpa persetujuannya. Lain halnya dengan ketentuan 
dalam pasal 5, karena hal itu dimaksudkan sebagai jaminan khusus bagi penggarap. Kemungkinan untuk 
memutuskan perjanjian antar/waktu terbuka bagi kedua belah fihak didalam hal-hal tersebut dalam ayat (1) 
huruf a. 
 Terhadap keputusan Kepala Desa diadakan kemungkinan banding pada instansi yang lebih tinggi, 

yaitu Camat. Dalam hal ini Camat akan dibantu oleh suatu badan pertimbangan dalam mana akan 
duduk sebagai anggota-anggotanya wakil-wakil golongan fungsionil tani, pejabat pertanian dan 
pengairan. 

 Panitia ini akan bertugas memberi pertimbangan-pertimbangan kepada Camat dalam soal-soal 
pengawasan dan penyelesaian perselisihan (pasal 13, 14 dan 16), dengan tidak usah mengikat 
keputusan dari Camat. Panitia itu memberikannya kepada Camat, baik atas permintaan Camat 
maupun atas inisiatip sendiri. 

 Pemberian keputusan oleh dua instansi setempat itu kiranya sudah cukup menjamin diperolehnya 
putusan yang sebaik-baiknya bagi kepentingan kedua belah fihak. Oleh karena itu maka kiranya tidaklah 
akan diperlukan lagi campur tangan badan-badan pengadilan. 
 Agar supaya dapat diselenggarakan pengawasan yang sebaik-baiknya oleh instansi atasan maka 
Camat diwajibkan untuk menyampaikan laporan berkala kepada Bupati mengenai semua keputusan yang 
diambilnya menurut ayat (4). 
 
Pasal 7. 
  
 1. Keadaan tanah (khususnya kesuburan tanah), kepadatan  penduduk dan faktor-



faktor ekonomis lainnya, yang  dalam konkretonya menentukan besar-kecilnya 
bagian  pemilik dan penggarap tidaklah sama disemua daerah.  Berhubung 
dengan itu maka tidak akan mungkin didapatkan  dan ditetapkan secara umum angka 
pembagian yang cocok  bagi seluruh Indonesia dan yang akan dirasa adil oleh 
 fihak-fihak yang bersangkutan, sebagai yang pada  hakekatnya menjadi tujuan 
utama dari pada penyusunan  Undang- undang ini. 

  Atas dasar pertimbangan itu maka dipandang lebih baik jika penetapan bagian pemilik 
dan penggarap itu dilakukan daerah demi daerah oleh instansi daerah itu sendiri - yaitu 
Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II - yang akan mendasarkannya pada keadaan 
dan faktor-faktor ekonomis setempat. Didalam menetapkan angka pembagian itu Bupati 
akan meminta pertimbangan instansi-instansi lainnya yang ahli dan wakil-wakil golongan 
fungsionil tani. 

  Selain alasan-alasan tersebut diatas, maka dalam Undang-undang ini tidak ditetapkan 
angka imbangan yang tegas antara bagian pemilik dan penggarap, karena proses 
perkembangan dalam masyarakat desa masih berjalan terus, juga dalam hubungan-
hubungan sosial. 

  Hingga akan sangat tidak bijaksana untuk membendung proses tersebut dengan 
mencantumkan suatu perumusan yang kaku. Dengan perumusan yang flexible, yang akan 
dapat menampung keadaan-keadaan yang khusus daerah demi daerah, sebagaimana 
halnya pasal 7 ini, maka Undang-undang ini sekaligus dapat berlaku untuk seluruh 
Indonesia. 

  Namun demikian Undang-undang ini memberikan sebagai pedoman imbangan antara 
pemilik dan penggarap 1 : 1 (satu lawan satu), yaitu untuk padi yang ditanam disawah. 

  Untuk tanaman palawija dan untuk tanaman ditanah kering bagian penggarap adalah 
pemilik _. Untuk daerah-daerah dimana imbangan tersebut telah lebih menguntungkan 
fihak penggarap akan tetap. 

 2. Zakat disisihkan dari hasil bruto yang mencapai nisab (yang bagi padi besarnya 
14 kwintal), untuk orang-orang yang memeluk agama Islam. ini berarti bahwa hasil padi 
yang kurang dari 14 kwintal tidak dikenakan zakat. 

 3. Kepala Daerah mengubah imbangan tersebut dalam jangka waktu 3 tahun. 
 4. Keputusan mengenai penetapan pemberian hasil tanah itu diberitahukan oleh Bupati 

kepada Badan Pemerintah Harian dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
 
Pasal 8. 
 
 Di beberapa daerah berlaku kebiasaan, bahwa untuk memperoleh hak akan mengusahakan tanah 
dengan perjanjian bagi hasil calon penggarap diharuskan membayar uang atau memberikan barang sesuatu 
kepada pamilik yang di Jawa Tengah disebut "sromo". Jumlah uang atau harga barang itu seringkali sangat 
tinggi. Oleh karena hal itu merupakan beban tambahan bagi penggarap, maka pemberian "sromo" itu 
dilarang. 
 Dalam pasal ini diadakan pula ketentuan-ketentuan yang melarang "ijon" untuk melindungi 
penggarap maupun pemilik yang lemah. Adapun yang dimaksud dengan unsur-unsur ijon, bahwa 
a. pembayarannya dilakukan lama sebelum panen, dan 
b. bunganya sangat tinggi ("woekerrente"). 
 Dalam pada itu perlu kiranya ditegaskan, bahwa ketentuan dalam pasal 8 ayat (3) dan (4) ini tidak 
mengurangi kemungkinan diadakannya hutang-piutang dikalangan penggarap dan pemilik yang layak dan 
wajar. 
 
Pasal 9. 
 
 Sudah diuraikan dalam penjelasan pasal 1 huruf d. 
 
Pasal 10. 
 
 1. Kiranya sukar untuk merumuskan dengan tegas, apa yang dimaksud dengan 



pengertian "keadaan baik" itu. Tetapi pada umumnya dapatlah dikatakan, bahwa tanah 
garapan itu harus diserahkan kembali kepada pemilik dalam keadaan yang tidak 
merugikan pemilik, hal mana dalam konkretonya tergantung pada keadaan dan ukuran 
setempat 

 2. Jika selama perjanjian bagi hasil berlangsung terjadi bencana alam dan/atau 
gangguan hama yang mengakibatkan kerusakan pada tanah dan/atau tanaman, maka 
sesuai dengan sifat dari pada perjanjian bagi hasil, kerugian atau risiko menjadi beban 
kedua belah fihak bersama. 

 
Pasal 11. 
 
 Ketentuan ini terutama mengenai soal pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarap, yang 
selanjutnya harus dilakukan menurut apa yang ditetapkan oleh Bupati sebagai yang dimaksud dalam pasal 
7. Demikian pula mengenai kewajiban untuk membuat perjanjian secara tertulis. 
 
Pasal 12. 
 
 Sudah diuraikan dalam penjelasan mengenai pasal 1 huruf a. 
 
Pasal 13. 
 
 Ketentuan ini diperlukan untuk mengusahakan supaya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang 
ini dijalankan oleh semua fihak sebagaimana mestinya, tanpa mengadakan tuntutan pidana. 
Pasal 14. 
 Adalah hal yang sungguh tidak dapat dibenarkan, bahwa sangat bertentangan dengan program 
akan melengkapi "sandang-pangan" rakyat, jika pemilik - hanya karena ia tidak menyetujui ketentuan-
ketentuan Undang-undang ini dan tidak bersedia mengadakan perjanjian bagi hasil - membiarkan tanahnya 
dalam keadaan tidak diusahakan. Dengan adanya ketentuan ini maka Camat diberi wewenang untuk 
mengambil tindakan hingga tanah-tanah yang dibiarkan kosong itu dapat memberi hasil sebagaimana 
mestinya. Adapun kepentingan dari pemilik tetap mendapat perhatian, karena pengusahaan tanah-tanah itu 
dilakukan menurut ketentuan- ketentuan dalam Undang-undang ini, dimana hak-hak dan kewajiban-
kewajiban pemilik telah ada jaminan-jaminannya. Dengan tidak mengurangi dari pada ketentuan dalam 
pasal ini, jika dipandangnya perlu Camat dapat pula mengadakan perjanjian lain atas nama pemilik. 
 Dalam pada itu perlu mendapat perhatian, bahwa dalam sistim pertanian modern guna memelihara 
kesuburan tanah diadakan usaha "soilconservation" atau pengawetan tanah, antara lain dengan mengadakan 
rotasi penanaman pupuk hijau atau jenis tanaman lain sebagai selingan dari penanaman bahan makan atau 
bahan perdagangan. Tanah-tanah yang sedang dalam pengawetan dan rotasi tersebut oleh instansi yang 
bersangkutan maupun oleh rakyat sendiri, tidak tergolong tanah kosong atau terlantar dan dengan 
sendirinya tidak terkena oleh ketentuan pasal ini. Pasal 14 tertuju pada pemilik, yang dengan sengaja tanpa 
alasan membiarkan tanahnya dalam keadaan tidak diusahakan. 
 
Pasal 15. 
 
 Agar supaya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini dijalankan sebagaimana mestinya, 
maka Pemerintah mengganggap perlu untuk mencantumkan sanksi-sanksi pidana mengenai pelanggaran 
dari pasal-pasal yang tertentu. 
 
 Biarpun kewajiban yang ditentukan dalam pasal 3 dan 11 itu merupakan kewajiban dari pemilik 
dan penggarap kedua-duanya, tetapi karena titik beratnya terletak pada pemilik, maka ancaman hukuman 
ditujukan kepadanya. Mengenai pasal 2 keadaannya adalah sebaliknya. Ancaman hukuman denda kiranya 
sudah cukup untuk mencapai apa yang dimaksudkan. 
 
Pasal 16. 
 Materi yang diatur dalam Undang-undang ini selain mempunyai segi-segi yang terletak dalam 



bidang hukum yang menyangkut tanah - yang termasuk bidang Departemen Agraria - mempunyai pula 
segi-segi yang termasuk bidang Departemen Pertanian. Oleh karena itu maka peraturan-peraturan yang 
perlu untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini ada yang akan ditetapkan oleh Menteri 
Muda Agraria sendiri ataupun bersama dengan Menteri Muda Pertanian. 
 
Pasal 17. 
 Tidak memerlukan penjelasan. 
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Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 

YANG TELAH DICETAK ULANG 
 
Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU) 

 
Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 
Nomor: 3 TAHUN 1960 (3/1960) 

 
Tanggal: 7 JANUARI 1960 (JAKARTA) 

 
Sumber: LN 1960/3; TLN NO. 1925 

 
Tentang: PENGESAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 3 TAHUN 1955 (LEMBARAN 

NEGARA TAHUN 1955 NO. 15) TENTANG PENUNJUKAN PELABUHAN 
PALEMBANG MENJADI PERUSAHAAN NEGARA DALAM ARTI "INDISCHE 
BEDRIJVENWET" (STAATSBLAD 1927 NO. 419) MENJADI UNDANG-UNDANG 
*) 
 

Indeks: PELABUHAN PALEMBANG. PERUSAHAAN NEGARA. PENETAPAN MENJADI 
UNDANG-UNDANG. 

 
 

Presiden Republik Indonesia, 
 
Menimbang : 
 
a. bahwa berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah 

ditetapkan Undang-undang Darurat tentang penunjukan Pelabuhan Palembang menjadi perusahaan 
Negara dalam arti "Indische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419) Undang-Undang Darurat 
No. 3 tahun 1955, Lembaran Negara tahun 1955 No. 15); 

b. bahwa menurut Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia peraturan-peraturan yang 
termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang; 

c. bahwa dalam rangka berlakunya kembali Undang-undang dasar 1945, Undang-undang Darurat 
tersebut, yang kedudukannya sederajat dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, 
perlu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat c.q. disahkan menjadi Undang-undang; 

 



Mengingat : 
 
 pasal-pasal 5 ayat 1, 20 ayat 1 dan 22 ayat 2 Undang- undang Dasar 1945; 
 
 
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : 
 
Undang-undang tentang Pengesahan Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 
1955 No. 15) tentang penunjukan Pelabuhan Palembang menjadi Perusahaan Negara dalam arti Indische 
Bedrijvenwet (Staatsblad 1927 No. 419) menjadi Undang-undang. 
 

Pasal I. 
 
Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1955 (Lembaran-Negara 
tahun 1955 No. 15) tentang penunjukan Pelabuhan Palembang menjadi perusahaan Negara dalam arti 
Indische Bedrijvenwet (Staatsblad 1927 No. 419) disahkan menjadi Undang-undang yang berbunyi sebagai 
berikut : 
 

Pasal 1. 
 
Pelabuhan Palembang ditunjuk menjadi perusahaan Negara dalam arti pasal 2 dari "Indische 
Bedrijvenwet". 
 

Pasal 2. 
 
Neraca pembukaan pada 1 Januari 1955 dari Pelabuhan Palembang ditetapkan sesuai dengan daftar yang 
diletakkan pada undang-undang ini. 
 

Pasal 3. 
 
Bunga yang harus dibayar untuk modal seperti termaksud dalam pasal 4 bawah 1e a dari "Indische 
Bedrijvenwet " dan yang disebut dalam Neraca pembukaan tersebut dalam pasal sebelumnya dan neraca-
neraca yang pada tahun-tahun berikutnya akan ditetapkan berdasar atas Neraca pembukaan itu, ditetapkan 
untuk jangka-jangka waktu sebagai berikut: 
1908 - 1954...................................3,5 persen setahun. 
 

Pasal 4. 
 
(1)  Perhitungan dari jumlah penyusutan atas milik perusahaan Negara "Pelabuhan Palembang" 

dilakukan, kecuali dalam hal perubahan-perubahan besar yang tidak diduga mengenai aktiva, 
berdasarkan atas persentage-penyusutan rata-rata untuk tiap-tiap golongan, dalam mana aktiva-
aktiva tersebut menurut wataknya masing-masing dimasukkan. 

 
(2)  Untuk tiap-tiap golongan persentage-penyusutan rata-rata itu ditetapkan menurut harga perusahaan 

dan jangka-waktu pemakaian yang ditaksir dari tiap-tiap obyek. 
 

Pasal 5. 
 



Untuk tahun 1955 sampai dengan 1959 aktiva-aktiva terdiri atas golongan-golongan seperti tersebut 
dibawah ini Lapangan-lapangan dan jalan-jalan 1 
Riolering dan saluran untuk pembuangan air ---------------------------------------------------------------------------- 2½ 
Pelabuhan-pelabuhan, bendungan-bendungan dan penahan- 
penahan tepi laut-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1¼ 
Pangkalan-pangkalan berikut lapangan-lapangan----------------------------------------------------------------------- 1¾ 
Bangunan-bangunan, bangsal-bangsal, rumah-rumah tinggal dan pembatasan: 
 I. permanen ------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 
 II. semi permanen------------------------------------------------------------------------------------------ 4½ 
Kapal-kapal-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 
Derek-derek dan ril----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3¾ 
Dok-dok, galangan-galangan dan pelampung-pelampung kopil : 
 I. galangan ------------------------------------------------------------------------------------------------- 3½ 
 II. pelampung-pelampung kopil ------------------------------------------------------------------------- 3. 
Kendaraan-kendaraan-------------------------------------------------------------------------------------------------------10 
Saluran air --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3½ 
Listrik dan penerangan jalan-jalan ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1/3 
Mesin-mesin, pesawat-pesawat dan perkakas --------------------------------------------------------------------------- 5 
 

Pasal 6. 
 
Apabila pengeluaran-pengeluaran mengenai perabot-perabot kantor, mesin-mesin kantor dan perkakas 
merupakan pengeluaran dari persediaan, maka dalam tahun pembelian dilakukan penyusutan sebesar 50 
persen. 
 

Pasal II. 
 
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. 
 
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan 
penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
 
 
Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 7 Januari 1960. 
Presiden Republik Indonesia, 
 
SOEKARNO. 
 
Diundangkan 
pada tanggal 7 Januari 1960. 
Menteri Muda Kehakiman, 
 
SAHARDJO 
 
 

MEMORI PENJELASAN 
MENGENAI 

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT 
No. 3 TAHJN 1955 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 No. 15) TENTANG PENUNJUKAN 

PELABUHAN PALEMBANG MENJADI PERUSAHAAN NEGARA DALAM ARTI "INDISCHE 
BEDRIJVENWET" (STAATSBLAD 1927 No. 419) MENJADI UNDANG-UNDANG. 

 



Pelabuhan Palembang perlu dijadikan perusahaan Negara dalam arti-kata "Indische Bedrijvenwet" 
(Staatsblad 1927 No. 419), agar supaya dapat berkembang sebaik-baiknya. 
 
Lebih-lebih jikalau pelabuhan Palembang dibandingkan dengan pelabuhan Teluk Bayur, yaitu pelabuhan 
yang terkecil yang telah menjadi perusahaan Negara dalam arti-kata I.B.W., maka adalah lebih perlu 
(urgent) untuk segera menunjuk pelabuhan Palembang sebagai perusahaan Negara seperti termaksud dalam 
I.B.W. 
 
Untuk mendapat gambaran dari kepentingan dari sesuatu pelabuhan, maka harus diselidiki : 
a. jumlah kapal-kapal yang singgah/bertolak dari pelabuhan tersebut. 
 
 [Catatan Penyunting: Di bawah ini terdapat format gambar. ] 
 
 

-------------------------------- 
 

CATATAN 
 
Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. 
 
  
 
 
*) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-26 pada hari Senin tanggal 20 Nopember 1959, 

P.18/1959 
 
Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 

YANG TELAH DICETAK ULANG 
 
 
 UU 4/1960, PERSETUJUAN PERJANJIAN........ 
Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU) 

 
Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 
Nomor: 4 TAHUN 1960  (4/1960) 

 
Tanggal: 8 FEBRUARI 1960 (JAKARTA) 

 
Sumber: LN 1936/15; TLN NO. 1936 

 
Tentang: PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA REPUBLIK 

INDONESIA DAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU *) 
 

Indeks: REPUBLIK INDONESIA. PERSEKUTUAN TANAH MELAY U. PERJANJIAN 
PERSAHABATAN. 

 
 

Presiden Republik Indonesia, 
 
Menimbang: 
 
 bahwa dianggap perlu perjanjian Persahabatan antara  Republik 



Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu disetujui de ngan Undang-
undang; 

 
Mengingat : 
 
 pasal 11 , pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) U ndang-undang 

Dasar Republik Indonesia; 
 
 
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan: 
 
 Undang-undang tentang Persetujuan Perjanjian Persah abatan Antara 

Republik Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu. 
 

Pasal 1. 
 
Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia d an Persekutuan Tanah 
Melayu tertanggal 17 April 1959, yang salinannya di lampirkan pada 
Undang-undang ini, dengan ini disetujui. 
 

Pasal 2. 
 
Perjanjian tersebut diatas mulai berlaku pada tangg al pertukaran surat-
surat pengesahan di Jakarta. 
 
*) Disetujui D.P.R. dalam rapat terbuka ke 8 pada t anggal 16 Oktober 
1959 pada hari Jum'at P.2/1959. 
 

Pasal 3. 
 
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangk an. 
 
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memer intahkan pengundangan 
Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran- Negara Republik 
Indonesia. 
 
 
Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 8 Pebruari 1960. 
Presiden Republik Indonesia, 
 
SOEKARNO. 
 
Diundangkan 
pada tanggal 8 Pebruari 1960. 
Menteri Muda Kehakiman, 
 
SAHARDJO. 
 
 

MEMORI PENJELASAN 
MENGENAI 



RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN 
PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA REPUBLIK INDO- 

NESIA DAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU. 
 
Sesuai dengan politik luar negeri Republik Indonesi a yang bebas dan 
aktip serta politik tetangga baik yang kita anuti, dan sesuai pula 
dengan azas-azas Konperensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955, 
Pemerintah senantiasa berusaha untuk mengadakan dan  memelihara 
perhubungan persahabatan dengan negara-negara selur uh dunia umumnya dan 
dengan negara-negara tetangga serta negara-negara A sia-Afrika khususnya. 
 
Sebagai perwujudan dari usaha ini telah diadakan pe rjanjian- perjanjian 
persahabatan dengan Mesir, Syria, India, Pakistan, Burma, Philipina, 
Thailand, Afganistan, Irak dan Iran. 
 
Sebagai diketahui umum, diantara negara-negara Asia -Afrika Persekutuan 
Tanah Melayu adalah negara tetangga yang berbatasan  paling dekat dengan 
Republik Indonesia, sehingga bermacam-macam lalu-li ntas terus-menerus 
berlangsung antara kedua negara itu. 
 
Selain dari itu Republik Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu terletak 
disatu bagian dimuka bumi ini, mempunyai riwayat/ s ejarah yang 
mengandung banyak persamaan-persamaan, dan setelah kedua-duanya mencapai 
kemerdekaan sekarang sama-sama berusaha membangun s erta sama-sama 
menyusun rumah tangganya masing-masing. 
 
Pun sebagian besar dari rakyat Persekutuan Tanah Me layu berasal dari 
keturunan yang sama, mempunyai bahasa dan kebudayaa n yang bersamaan, 
memiliki sifat-sifat dan kebiasaan-kebiasaan serta kepercayaan-
kepercayaan yang bersamaan juga dengan rakyat Repub lik Indonesia. 
 
Republik Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu jug a mempunyai persamaan 
kepentingan dalam dunia perdagangan karena kedua ne gara sama-sama 
merupakan penghasilan karet dan timah yang terutama  didunia. 
 
Dengan demikian maka Republik Indonesia dan Perseku tuan Tanah Melayu 
mempunyai kepentingan-kepentingan, persoalan- perso alan, keinginan-
keinginan yang bersamaan dalam berbagai lapangan ke hidupan, baik yang 
berhubungan dengan dunia internasional, maupun yang  berhubungan dengan 
soal-soal nasional dalam negeri masing-masing. 
 
Mengingat akan hal-hal tersebut diatas, maka Pemeri ntah Republik 
Indonesia berpendapat perlu sekali adanya suatu das ar yang kuat untuk 
lebih mempererat hubungan persaudaraan dan kerjasam a yang mesra dalam 
berbagai lapangan antara Republik Indonesia dan Per sekutuan Tanah 
Melayu. Sesuai dengan politik Pemerintah Republik I ndonesia tersebut 
diatas dan sesuai pula dengan Piagam Perserikatan B angsa-bangsa, maka 
Pemerintah Republik Indonesia, untuk tujuan itu, te lah menandatangani 
Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia d an Persekutuan Tanah 
Melayu di Kuala Lumpur pada tanggal 17 April 1959. 
 
Berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang khu sus tentang asal dan 
keturunan yang sama dari penduduk kedua negara seba gai telah diuraikan 
diatas ini, yang menyebabkan kedua negara mempunyai  bahasa dan 
kebudayaan yang bersamaan maka Perjanjian Persahaba tan dengan 
Persekutuan Tanah Melayu ini berisi juga beberapa p asal mengenai soal-
soal bahasa dan kebudayaan. 
 
Selanjutnya Perjanjian Persahabatan ini memberi kem ungkinan untuk 
dikemudian hari mengadakan lain-lain Persetujuan da n/atau Perjanjian 
yang diperlukan guna menjamin kepentingan kedua neg ara. 



 
Akhirnya baiklah dicatat, bahwa meskipun Persekutua n Tanah Melayu tidak 
ikut serta dalam Konperensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955 namun 
azas-azas Bandung dicantumkan dalam Perjanjian untu k menunjukkan kepada 
dunia luar, bahwa kedua negara yang menandatangani Perjanjian ini 
menjunjung tinggi azas-azas Konperensi itu. 
 
 -------------------------------- 
 

CATATAN 
 
  Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam form at gambar.   
 
  
  
 
*)   Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke- 8 pada hari Jum'at 

tanggal 16 Oktober 1959, P.2/1959 
 
Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 YANG 

TELAH DICETAK ULANG 
 
 UU 5/1960, PERATURAN DASAR POKOK POKOK AGRARIA *)........ 
Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU) 

 
Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 
Nomor: 5 TAHUN 1960 (5/1960) 

 
Tanggal: 24 SEPETEMBER 1960 (JAKARTA) 

 
Sumber: LN 1960/104; TLN NO. 2043 

 
Tentang: PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA *) 

 
Indeks: PERATURAN DASAR POKOK. AGRARIA. 
 
 
 Presiden Republik Indonesia, 
 
 Menimbang : 
a. bahwa didalam Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk 

perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia 
Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang 
adil dan makmur; 

b. bahwa hukum agraria yang masih berlaku sekarang ini sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan 
sendi-sendi dari pemerintahan jajahan dan sebagian dipengaruhi olehnya, hingga bertentangan 
dengan kepentingan rakyat dan Negara didalam menyelesaikan revolusi nasional sekarang ini serta 
pembangunan semesta; 

c. bahwa hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, dengan berlakunya hukum adat 
disamping hukum agraria yang didasarkan atas hukum barat; 

d. bahwa bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan itu tidak menjamin kepastian hukum; 
 



 Berpendapat : 
a. bahwa berhubung dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan diatas perlu 

adanya hukum agraria nasional, yang berdasar atas hukum adat tentang tanah, yang 
 sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak 

mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama; 
b. bahwa hukum agraria nasional harus memberi kemungkinan akan tercapainya,fungsi bumi, air dan 

ruang angkasa, sebagai yang dimaksud diatas dan harus sesuai dengan kepentingan rakyat 
Indonesia serta memenuhi pula keperluannya menurut permintaan zaman dalam segala soal 
agraria; 

c. bahwa hukum agraria nasional itu harus mewujudkan penjelmaan dari pada Ketuhanan Yang 
Maha Esa, Perikemanusiaan. Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial, sebagai azas 
kerokhanian Negara dan cita-cita bangsa, seperti yang tercantum didalam Pembukaan Undang-
undang Dasar. 

d. bahwa hukum agraria tersebut harus pula merupakan pelaksanaan dari pada Dekrit Presiden 
tanggal 5 Juli 1959, ketentuan dalam pasal 33 Undang-undang Dasar dan Manifesto Politik 
Republik Indonesia, sebagai yang ditegaskan dalam pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960, 
yang mewajibkan Negara untuk mengatur pemilikan tanah dan memimpin penggunaannya, hingga 
semua tanah diseluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran 
rakyat, baik secara perseorangan maupun secara gotong-royong; 

e. bahwa berhubung dengan segala sesuatu itu perlu diletakkan sendi-sendi dan disusun ketentuan-
ketentuan pokok baru dalam bentuk Undang-undang yang akan merupakan dasar bagi penyusunan 
hukum agraria nasional tersebut diatas; 

 
 Memperhatikan : 
 Usul Dewan Pertimbangan Agung Sementara Republik Indonesia No. I/Kpts/Sd/II/60 tentang 

Perombakan Hak Tanah dan Penggunaan Tanah; 
 
Mengingat : 
a. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959; 
b. Pasal 33 Undang-undang Dasar; 
c. Penetapan Presiden No. I  tahun 1960 (Lembaran-Negara 1960 No. 10) tentang Penetapan 

Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 sebagai Garis-garis besar dari pada 
haluan Negara dan Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960; 

d. Pasal 5 jo. 20 Undang-undang Dasar;  
 
 
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong. 
 
 Memutuskan: 
 
 Dengan mencabut: 
1. "Agrarische Wet" (Staatsblad 1870 No. 55), sebagai yang termuat dalam pasal 51 "Wet op de 

Staatsinrichting van Nederlands Indie" (Staatsblad 1925 No. 447) dan ketentuan dalam ayat-ayat 
lainnya dari pasal itu; 

2. a. "Domienverklaring" tersebut dalam pasal 1 "Agrarisch Besluit " (Staatsblad 1870 No. 
118); 

 b. "Algemene Domienverklaring" tersebut dalam Staatsblad 1875 No. 119A; 
 c. "Domienverklaring untuk Sumatera" tersebut dalam pasal 1 dari Staatsblad 1874 No. 94f; 
 d. "Domeinverklaring untuk keresidenan Menado" tersebut dalam pasal 1 dari Staatsblad 

1877 No. 55; 
 e. "Domienverklaring untuk residentie Zuider en Oosterafdeling van Borneo" tersebut 

dalam pasal 1 dari Staatsblad 1888 No.58; 
3. Koninklijk Besluit tanggal 16 April 1872 No. 29 (Staatsblad 1872 No. 117) dan peraturan 

pelaksanaannya; 
4. Buku ke-II Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yang mengenai bumi, air 



serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai 
hypotheek yang masih berlaku pada mulai berlakunya Undang-undang ini; 

 
Menetapkan : 
 
Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. 
 
 PERTAMA 
 
 BAB I 
 
DASAR-DASAR DAN KETENTUAN-KETENTUAN POKOK. 
 
 Pasal 1. 
 
(1)  Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu 

sebagai bangsa Indonesia.   
(2)  Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam 

wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang 
angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional 

(3)  Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ayat (2) 
pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi. 

(4)  Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi dibawahnya serta 
yang berada dibawah air. 

(5)  Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia. 
(6)  Yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang diatas bumi dan air tersebut pada ayat (4) dan 

(5) pasal ini. 
 
 Pasal 2. 
 
(1)  Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang 

dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung 
didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan 
seluruh rakyat. 

(2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk : 
a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air 

dan ruang angkasa tersebut; 
b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan 

ruang angkasa, 
c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-

perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. 
(3)  Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini 

digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, 
kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka 
berdaulat, adil dan makmur. 

(4)  Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-
daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak 
bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah. 

 
 Pasal 3. 
 
 Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak 
yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya. masih ada, 
harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas 



persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang 
lebih tinggi. 
 
 Pasal 4. 
 
(1)  Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya 

macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan 
dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta 
badan-badan hukum. 

(2)  Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk 
mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada 
diatasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan 
tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang 
lebih tinggi. 

(3)  Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan pula hak-hak 
atas air dan ruang angkasa. 

  
 Pasal 5. 
 
 Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak 
bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan 
sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan 
dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar 
pada hukum agama. 
 
 Pasal 6. 
 
 Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. 
 
 Pasal 7. 
 
 Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang 
melampaui batas tidak diperkenankan. 
 
 Pasal 8. 
 
 Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 diatur pengambilan 
kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air dan ruang angkasa. 
  
 Pasal 9. 
 
(1)  Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air 

dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan 2. 
(2)  Tiap-tiap warga-negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang 

sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik 
bagi diri sendiri maupun keluarganya. 

 
 Pasal 10. 
 
 (1) Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya 

diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara 
pemerasan. 

(2)  Pelaksanaan dari pada ketentuan dalam ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan 



perundangan. 
(3)  Pengecualian terhadap azas tersebut pada ayat ( 1 ) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan. 
 
 Pasal 11. 
 
(1)  Hubungan hukum antara orang, termasuk badan hukum, dengan bumi, air dan ruang angkasa serta 

wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan hukum itu akan diatur, agar tercapai tujuan 
yang disebut dalam pasal 2 ayat (3) dan dicegah penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang 
lain yang melampaui batas. 

(2)  Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat dimana perlu dan 
tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan, dengan menjamin perlindungan 
terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah. 

 
 Pasal 12. 
 
(1)  Segala usaha bersama.dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka 

kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotong-royong lainnya. 
(2)  Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha bersama dalam lapangan 

agraria. 
 
 Pasal 13. 
 
(1)  Pemerintah berusaha agar  supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa, 

sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 
ayat (3) serta menjamin bagi setiap warga-negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan 
martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. 

(2)  Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan 
perseorangan yang bersifat monopoli swasta. 

(3)  Usaha-usaha Pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat 
diselenggarakan dengan Undang-undang. 

(4)  Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial, termasuk bidang 
perburuhan, dalam usaha-usaha dilapangan agraria. 

 Pasal 14. 
 
(1)  Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) dan (3) , pasal 9 ayat (2) serta pasal 

10 ayat (1) dan (2) Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum 
mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan 
alam yang terkandung didalamnya: 

 a. untuk keperluan Negara, 
b. untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang 

Maha Esa; 
 c. untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain 

kesejahteraan; 
 d. untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta 

sejalan dengan itu; 
 e. untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan. 
 
(2)  Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat (1) pasal ini dan mengingat peraturan-peraturan 

yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, 
air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing. 

 
(3)  Peraturan Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini berlaku setelah mendapat 

pengesahan, mengenai Daerah Tingkat I dari Presiden, Daerah Tingkat II dari, Gubernur/Kepala 
Daerah yang bersangkutan dan Daerah Tingkat III dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah yang 



bersangkutan. 
 
 Pasal 15. 
 
 Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah 
kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, 
dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah. 
 
 BAB II 
 
HAK-HAK ATAS TANAH, AIR DAN RUANG ANGKASA SERTA PENDAFTARAN TANAH. 
 
  Bagian 1. 
 
 Ketentuan-ketentuan umum. 
 
 Pasal 16. 
(1)  Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4    ayat (1) ialah:. 
 a. hak milik, 
 b. hak guna-usaha, 
 c. hak guna-bangunan, 
 d. hak pakai, 
 e. hak sewa, 
 f. hak membuka tanah, 
 g. hak memungut-hasil hutan, 
 h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan 

dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan 
dalam pasal 53. 

 
(2)  Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) ialah: 
 a. hak guna air, 
 b. hak pemeliharaan dan penangkapan ikan, 
 c. hak guna ruang angkasa. 
 
 Pasal 17. 
 
(1)  Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam 

pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan 
sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum. 

(2)  Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan peraturan 
perundangan didalam waktu yang singkat. 

(3)  Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat (2) pasal ini 
diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang 
membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah. 

(4)  Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat (1) 
 pasal ini, yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakan secara berangsur-

angsur. 
 
 Pasal 18. 
 
 Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama 
dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara 
yang diatur dengan Undang-undang. 



 
 Bagian II 
  
 Pendaftaran tanah. 
 
 Pasal 19. 
 
(1)  Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah 

Republik Indonesia menurut  ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi: 
 a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; 
 b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; 
 c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. 
(3)  Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan  Negara dan masyarakat, keperluan 

lalu-lintas sosial ekonomi serta  kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan 
Menteri Agraria. 

(4)  Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud 
dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari 
pembayaran biaya-biaya tersebut. 

 
 Bagian III 
 
 Hak milik, 
 
 Pasal 20. 
 
 
(1)  Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, 

dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. 
(2)  Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. 
 
 Pasal 21. 
 
(1)  Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. 
(2)  Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-

syaratnya. 
(3)  Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena 

pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga-negara 
Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan 
kewarga-negaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak 
diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarga-negaraan itu. Jika sesudah jangka waktu 
tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya 
jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap 
berlangsung. 

(4)  Selama seseorang disamping kewarga-negaraan Indonesianya mempunyai kewarga-negaraan 
asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan 
dalam ayat (3) pasal ini. 

 
 Pasal 22. 
 
(1)  Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
(2)  Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) 
 pasal ini hak milik terjadi karena : 



 a. penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan 
Pemerintah; 

 b. ketentuan Undang-undang. 
 
 Pasal 23. 
 
(1)  Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain 

harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19. 
(2)  Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya 

hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut. 
 
 Pasal 24. 
 
 Penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan peraturan perundangan. 
 
 Pasal 25. 
 
 Hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. 
 Pasal 26. 
 
(1)  Jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan 

perbuatan-perbuatan lain yang. dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya 
diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

(2)  Setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain 
yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang 
asing, kepada seorang warga-negara yang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai 
kewarga-negaraan asing atau kepada suatu badan hukum kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah 
termaksud dalam pasal 21 ayat (2), adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, 
dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua 
pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali. 

 
 Pasal 27. 
 
Hak milik hapus bila: 
a. tanahnya jatuh kepada negara, 
 1. karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18; 
 2. karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya; 
 3. karena diterlantarkan; 
 4. karena ketentuan -pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2). 
b. tanahnya musnah. 
 
 Bagian IV. 
 
 Hak guna-usaha. 
 
 Pasal 28. 
 
(1)  Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, 

dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan 
atau peternakan. 

(2)  Hak guna-usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan 
bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan tehnik 
perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman. 



(3) Hak guna-usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. 
 
 Pasal 29. 
 
(1) Hak guna-usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun. 
(2)  Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna-usaha untuk 

waktu paling lama 35 tahun. 
(3)  Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu yang 

dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu yang paling lama 25 
tahun. 

 Pasal 30. 
 
(1) Yang dapat mempunyai hak guna-usaha ialah. 
 a. warga-negara Indonesia; 
 b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, 
(2)  Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna-usaha dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat 

sebagai yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan 
atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga 
terhadap pihak yang memperoleh hak guna-usaha, jika ia tidak memenuhi syarat tersebut. Jika hak 
guna-usaha, yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut maka 
hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan, 
menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

 
 Pasal 31 
 
 Hak guna-usaha terjadi karena penetapan Pemerintah. 
 
 Pasal 32. 
 
(1) Hak guna-usaha, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan 

penghapusan hak tersebut, harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam 
 pasal 19. 
(2)  Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai peralihan 

serta hapusnya hak guna usaha, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir. 
 Pasal 33. 
 
 Hak guna-usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. 
 Pasal 34. 
 
 Hak guna-usaha hapus karena: 
a. jangka waktunya berakhir; 
b. dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi; 
c. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir; 
d. dicabut untuk kepentingan umum; 
e. diterlantarkan; 
f. tanahnya musnah; 
g. ketentuan dalam pasal 30 ayat (2). 
 
 Bagian V. 
  
 Hak guna-bangunan. 
 
 Pasal 35. 



 
(1)  Hak guna-bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah 

yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. 
(2)  Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-

bangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 
20 tahun. 

(3)  Hak guna-bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. 
 
 Pasal 36. 
 
(1) Yang dapat mempunyai hak guna-bangunan ialah 
 a. warga-negara Indonesia; 
 b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. 
(2)  Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna-bangunan dan tidak lagi memenuhi syarat-

syarat yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau 
mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap 
pihak yang memperoleh hak guna-bangunan, jika ia tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Jika 
hak guna-bangunan yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu 
tersebut, maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain akan 
diindahkan, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

 
 Pasal 37. 
 
 Hak guna-bangunan terjadi: 
a. mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara; karena penetapan Pemerintah; 
b. mengenai tanah milik; karena perjanjian yang berbentuk otentik antara pemilik tanah yang 

bersangkutan dengan pihak yang akan memperoleh hak guna bangunan itu, yang bermaksud 
menimbulkan hak tersebut. 

 
 Pasal 38. 
 
(1)  Hak guna-bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan 

hapusnya hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam 
 pasal 19. 
(2)  Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya 

hak guna-bangunan serta sahnya peralihan hak tersebut, kecuali dalam hal hak itu hapus karena 
jangka waktunya berakhir. 

 
 Pasal 39. 
 
 Hak guna-bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. 
 
 Pasal 40. 
 
 Hak guna-bangunan hapus karena: 
a. jangka waktunya berakhir; 
b. dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi; 
c. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir; 
d. dicabut untuk kepentingan umum; 
e. diterlantarkan; 
f. tanahnya musnah; 
g. ketentuan dalam pasal 36 ayat (2). 
 



 Bagian VI. 
 
 Hak pakai, 
 
 Pasal 41. 
 
(1)  Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai 

langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang 
ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau 
dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian 
pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan 
Undang-undang ini. 

(2)  Hak pakai dapat diberikan: 
 a. selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan 

yang tertentu; 
 b. dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun. 
(3)  Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan. 
 
 Pasal 42. 
 
 Yang dapat mempunyai hak pakai ialah 
a. warga-negara Indonesia; 
b. orang asing yang berkedudukan di Indonesia; 
c. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; 
d. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. 
 
 Pasal 43. 
 
(1)  Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara maka hak pakai hanya dapat 

dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang. 
(2)  Hak pakai atas tanah-milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain, jika hal itu dimungkinkan 

dalam perjanjian yang bersangkutan. 
 
 Bagian VII. 
 
 Hak sewa untuk bangunan. 
 
 Pasal 44. 
 
(1)  Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak 

mempergunakan tanah-milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada 
pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. 

(2)  Pembayaran uang sewa dapat dilakukan 
 a. satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu; 
 b. sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan. 
  (3) Perjanjian sewa tanah yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak boleh disertai syarat-

syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan. 
 
 Pasal 45. 
 
 Yang dapat menjadi pemegang hak sewa ialah: 
a. warga-negara Indonesia; 
b. orang asing yang berkedudukan di Indonesia; 



c. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; 
d. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. 
 
 Bagian VIII. 
 
 Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan. 
 
 Pasal 46. 
 
(1)  Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat ipunyai oleh warga-negara Indonesia 

dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
(2)  Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh 

hak milik atas tanah itu. 
 
 Bagian IX. 
 
 Hak guna air, pemeliharaan dan penangkapan ikan. 
 
 Pasal 47. 
 
(1)  Hak guna air ialah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan/atau mengalirkan air itu 

diatas tanah orang lain. 
 (2) Hak guna-air serta pemeliharaan dan penangkapan ikan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
 Bagian X. 
 
 Hak guna ruang angkasa. 
 
 Pasal 48. 
 
(1)  Hak guna ruang angkasa memberi wewenang untuk mempergunakan tenaga dan unsur-unsur 

dalam ruang angkasa guna usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air 
serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan itu. 

(2)  Hak guna ruang angkasa diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
 Bagian XI 
 
 Hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial. 
 
 Pasal 49. 
 
(1)  Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam 

bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan 
memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. 

(2)  Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat 
diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai. 

(3)  Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
 Bagian XII 
 
 Ketentuan-ketentuan lain. 
 



 Pasal 50. 
 
(1)  Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak milik diatur dengan Undang-undang. 
(2)  Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai dan 

hak sewa untuk bangunan diatur dengan peraturan perundangan. 
 
 Pasal 51 . 
 
 Hak tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna-usaha dan hak guna-bangunan 
tersebut dalam pasal 25, 33 dan 39 diatur dengan Undang-undang. 
 
 BAB III 
 
 KETENTUAN PIDANA. 
 
 Pasal 52. 
 
(1) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 15 dipidana dengan hukuman 

kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,- 
 
(2) Peraturan Pemerintah dan peraturan perundangan yang dimaksud dalam pasal 19, 22, 24, 26, ayat 

(1), 46, 47, 48, 49, ayat (3) dan 50 ayat (2) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran 
peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya  3 bulan dan/atau denda setinggi-
tingginya Rp. 10.000,-. 

 
 
(3) Tindak pidana dalam ayat (1) dan (2) pasal ini adalah pelanggaran. 
 BAB IV 
 
 KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN. 
 
 Pasal 53. 
 
(1)  Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah 

hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk 
membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak-hak tersebut 
diusahakan hapusnya didalam waktu yang singkat. 

(2)  Ketentuan dalam pasal 52 ayat (2) dan (3) berlaku terhadap peraturan-peraturan yang dimaksud 
dalam ayat (1) pasal ini. 

 
 Pasal 54. 
 
 Berhubung dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 21 dan 26, maka jika seseorang yang 
disamping kewarganegaraan Indonenesianya mempunyai kewarga-negaraan Republik Rakyat Tiongkok, 
telah menyatakan menolak kewarga-negaraan Republik Rakyat Tiongkok itu yang disahkan menurut 
peraturan perundangan yang bersangkutan, ia dianggap hanya berkewarga-negaraan Indonesia saja menurut 
pasal 21 ayat (1). 
 
 Pasal 55. 
 
(1)  Hak-hak asing yang menurut ketentuan konversi pasal I, II, III, IV dan V dijadikan hak usaha-

usaha dan hak guna-bangunan hanya berlaku untuk sementara selama sisa waktu hak-hak tersebut, 



dengan jangka waktu paling lama 20 tahun. 
(2)  Hak guna-usaha dan hak guna-bangunan hanya terbuka kemungkinannya untuk diberikan kepada 

badan-badan hukum yang untuk sebagian atau seluruhnya bermodal asing, jika hal itu diperlukan 
oleh Undang-undang yang mengatur pembangunan nasional semesta berencana. 

 
 Pasal 56. 
 
 Selama Undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam pasal 50 ayat (1) belum 
terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan 
lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang 
dimaksud dalam pasal 20, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-
undang ini. 
 
 Pasal 57. 
 
 Selama Undang-undang mengenai hak tanggungan tersebut dalam pasal 51 belum terbentuk, maka 
yang berlaku ialah ketentuan-ketentuan mengenai hypotheek tersebut dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata Indonesia dan Credietverband tersebut dalam Staatsblad .1908 No. 542 sebagai yang telah diubah 
dengan Staatsblad 1937 No. 190. 
 
 Pasal 58. 
 
 Selama peraturan-peraturan pelaksanaan Undang-undang ini belum terbentuk, maka peraturan-
peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis mengenai bumi dan air serta kekayaan alam yang 
terkandung didalamnya dan hak-hak atas tanah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, tetap 
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini serta 
diberi tafsiran yang sesuai dengan itu. 
  
 KEDUA. 
 
 KETENTUAN-KETENTUAN KONVERSI. 
 
 Pasal I. 
 
(1)  Hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini sejak saat tersebut 

menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut 
dalam pasal 21. 

(2)  Hak eigendom kepunyaan Pemerintah Negara Asing, yang dipergunakan untuk keperluan rumah 
kediaman Kepala Perwakilan dan gedung kedutaan, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini 
menjadi hak pakai tersebut dalam pasal 41 ayat (1), yang akan berlangsung selama tanahnya 
dipergunakan untuk keperluan tersebut diatas. 

(3)  Hak eigendom kepunyaan orang asing, seorang warga-negara yang disamping kewarga-negaraan 
Indonesianya mempunyai kewarga-negaraan asing dan badan-badan hukum, yang tidak ditunjuk 
oleh Pemerintah sebagai dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) sejak mulai berlakunya Undang-
undang ini menjadi hak guna-bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat (1), dengan jangka waktu 20 
tahun. 

(4)  Jika hak eigendom tersebut dalam ayat (1) pasal ini dengan hak opstal atau hak erfpacht, maka hak 
opstal dan hak erfpacht itu sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak guna 
bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat 1, yang membebani hak milik yang bersangkutan selama 
sisa waktu hak opstal atau hak erfpacht tersebut diatas, tetapi selama-lamanya 20 tahun. 

(5)  Jika hak eigendom tersebut dalam ayat (3) pasal ini dibebani dengan hak opstal atau hak erfpahct, 
maka hubungan antara yang mempunyai hak eigendom tersebut dan pemegang hak-hak opstal atau 
hak erfpacht selanjutnya diselesaikan menurut pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Agraria. 

(6)  Hak-hak hypotheek, servituu, vruchtengebruik dan hak-hak lain yang membebani hak eigendom 



tetap membebani hak milik dan hak guna-bangunan tersebut dalam ayat (1) dan (3) 
 pasal ini, sedang hak-hak tersebut menjadi suatu hak menurut Undang-undang ini. 
 
 Pasal II. 
 
(1)  Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud 

dalam pasal 20 ayat (1) seperti yang disebut dengan nama sebagai dibawah, yang ada pada mulai 
berlakunya. Undang-undang ini, yaitu : hak agrarisch eigendom, milik, yasan, andarbeni, hak atas 
druwe, hak atas druwe desa, pesini, grand Sultan, landerinjbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak 
usaha atas bekas tanah partikelir dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan 
lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik 
tersebut dalam pasal 20 ayat (1), kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai 
yang tersebut dalam pasal 21. 

(2)  Hak-hak tersebut dalam ayat (1) kepunyaan orang asing, warga-negara yang disamping kewarga-
negaraan Indonesianya mempunyai kewarga-negaraan asing dan badan hukum yang tidak ditunjuk 
oleh Pemerintah sebagai yang dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) menjadi hak guna-usaha atau hak 
guna-bangunan sesuai dengan peruntukan tanahnya, sebagai yang akan ditegaskan lebih lanjut 
oleh Menteri Agraria. 

 
 Pasal III. 
 
(1)  Hak erfpacht untuk perusahaan kebun besar, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, 

sejak saat tersebut menjadi hak guna-usaha tersebut dalam pasal 28 ayat (1) yang akan 
berlangsung selama sisa waktu hak erfpacht tersebut, tetapi selama-lamanya 20 tahun. 

(2)  Hak erfpacht untuk pertanian kecil yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, sejak saat 
tersebut hapus, dan selanjutnya diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan yang diadakan oleh 
Menteri Agraria. 

 
 Pasal IV. 
 
(1)  Pemegang concessie dan sewa untuk perusahaan kebun besar dalam jangka waktu satu tahun sejak 

mulai berlakunya Undang-undang ini harus mengajukan permintaan kepada Menteri Agraria agar 
haknya diubah menjadi hak guna-usaha. 

(2)  Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau permintaan itu tidak diajukan, maka concessie dan 
sewa yang bersangkutan berlangsung terus selama sisa waktunya. tetapi paling lama lima tahun 
dan sesudah itu berakhir dengan sendirinya. 

(3)  Jika pemegang concessie atau sewa mengajukan permintaan termaksud dalam ayat (1) pasal ini 
tetapi tidak bersedia menerima syarat-syarat yang ditentukan oleh Menteri Agraria, ataupun 
permintaannya itu ditolak oleh Menteri Agraria, maka concessie atau sewa itu berlangsung terus 
selama sisa waktunya, tetapi paling lama lima tahun dan sesudah itu berakhir dengan sendirinya. 

 
 Pasal V 
 
 Hak opstal dan hak erfpacht untuk perumahan, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang 
ini, sejak saat tersebut menjadi hak guna-bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat (1) yang berlangsung 
selama sisa waktu hak opstal dan hak erfpacht tersebut, tetapi selama-lamanya 20 tahun. 
 
 Pasal VI. 
 
 Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud 
dalam pasal 41 ayat (1) seperti yang disebut dengan nama sebagai dibawah, yang ada pada mulai 
berlakunya Undang-undang ini, yaitu : hak vruchtgebruik, gebruik, grant controleur, bruikleen, ganggam 
bauntuik, anggaduh, bengkok, lungguh, pituwas, dan hak-hak lain dengan nama apapun juga, yang akan 
ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak pakai 



tersebut dalam pasal 41 ayat (1) yang memberi wewenang dan kewajiban sebagaimana yang dipunyai oleh 
pemegang haknya pada mulai berlakunya Undang-undang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa 
dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini. 
 
 Pasal VII. 
 
(1)  Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang bersifat tetap yang ada pada mulai berlakunya Undang-

undang ini menjadi hak milik tersebut pada pasal 20 ayat (1). 
(2)  Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang tidak bersifat tetap menjadi hak pakai tersebut pada pasal 

41 ayat (1) yang memberi wewenang dan kewajiban sebagai yang dipunyai oleh pemegang haknya 
pada mulai berlakunya Undang-undang ini. 

(3)  Jika ada keragu-raguan apakah sesuatu hak gogolan, pekulen atau sanggan bersifat tetap atau tidak 
tetap, maka Menteri Agrarialah yang memutuskan. 

 
 Pasal VIII. 
 
(1)  Terhadap hak guna-bangunan tersebut pada pasal I ayat (3)dan (4), pasal II ayat (2) dan V berlaku 

ketentuan dalam pasal 36 ayat (2). 
(2)  Terhadap hak guna-usaha tersebut pada pasal II ayat (2), pasal III ayat (1) dan (2) pasal IV ayat (1) 

berlaku ketentuan dalam pasal 30 ayat (2). 
 
 Pasal IX. 
 
 Hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal diatas diatur 
lebih lanjut oleh Menteri Agraria. 
 
 KETIGA. 
 
 Perubahan susunan pemerintahan desa untuk menyelenggarakan perombakan hukum agraria 
menurut Undang-undang ini akan diatur tersendiri. 
 
 KEEMPAT. 
 
A. Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau bekas Swapraja yang 

masih ada pada. waktu mulai berlakunya Undang-undang ini hapus dan beralih kepada Negara. 
B. Hal-hal yang bersangkutan dengan ketentuan dalam huruf A diatas diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Pemerintah. 
 
 KELIMA. 
 
 Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Pokok Agraria dan mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
 Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang 
ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.  
 
 
Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 24 September 1960. 
Presiden Republik Indonesia, 
 
SUKARNO. 



 
Diundangkan 
pada tanggal 24 September 1960. 
Sekretaris Negara, 
 
TAMZIL. 

MEMORI PENJELASAN 
ATAS 

RANCANGAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA. 
 

A. PENJELASAN UMUM. 
 
 
I. Tujuan Undang-undang Pokok Agraria. 
 
 Didalam Negara Republik Indonesia, yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk 
perekonomiannya, terutama masih bercorak agraria, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan 
Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan 
makmur sebagai yang kita cita-citakan. Dalam pada itu hukum Agraria yang berlaku sekarang ini, yang 
seharusnya merupakan salah satu alat yang penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur 
tersebut, ternyata bahkan sebaliknya, dalam banyak hal justru merupakan penghambat dari pada 
tercapainya cita-cita diatas. Hal itu disebabkan terutama : 
a. karena hukum agraria yang berlaku sekarang ini sebagian ter- susun berdasarkan tujuan dan 

sendir-sendi dari pemerintah jajahan, dan sebagian lainnya lagi dipengaruhi olehnya, hingga 
bertentangan dengan kepentingan rakyat dan Negara didalam melaksanakan pembangunan 
semesta dalam rangka menyelesaikan revolusi nasional sekarang ini; 

b. karena sebagai akibat dari politik-hukum pemerintah jajahan itu hukum agraria tersebut 
mempunyai sifat dualisme, yaitu dengan berlakunya peraturan-peraturan dari hukum-adat di- 
samping peraturan-peraturan dari dan yang didasarkan atas hukum barat, hal mana selain 
menimbulkan pelbagai masa'alah antar golongan yang serba sulit, juga tidak sesuai dengan cita-
cita persatuan Bangsa; 

c. karena bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan itu tidak menjamin kepastian hukum. 
 
 Berhubung dengan itu maka perlu adanya hukum agraria baru yang nasional, yang akan mengganti 
hukum yang berlaku sekarang ini, yang tidak lagi bersifat dualisme, yang sederhana dan yang menjamin 
kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. 
 Hukum agraria yang baru itu harus memberi kemungkinan akan tercapainya fungsi bumi, air dan 
ruang angkasa sebagai yang di- maksudkan diatas dan harus sesuai pula dengan kepentingan rakyat dan 
Negara serta memenuhi keperluannya menurut permintaan zaman dalam segala soal agraria. Lain dari itu 
hukum agraria nasional harus mewujudkan penjelmaan dari pada azas kerokhanian, Negara dan cita-cita 
Bangsa, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial 
serta khususnya harus merupakan pelaksanaan dari pada ketentuan dalam pasal 33 Undang-undang Dasar 
dan Garis-garis besar dari pada haluan Negara yang tercantum didalam Manifesto Politik Republik 
Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 dan ditegaskan didalam Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960. 
 Berhubung dengan segala sesuatu itu maka hukum yang baru tersebut sendi-sendi dan ketentuan-
ketentuan pokoknya perlu disusun didalam bentuk undang-undang, yang akan merupakan dasar bagi 
penyusunan peraturan-peraturan lainnya. 
 Sungguhpun undang-undang itu formil tiada bedanya dengan undang-undang lainnya - yaitu suatu 
peraturan yang dibuat oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat - tetapi mengingat 
akan sifatnya sebagai peraturan dasar bagi hukum agraria yang baru, maka yang dimuat didalamnya 
hanyalah azas- azas serta soal-soal dalam garis besarnya saja dan oleh karenanya disebut Undang-Undang 
Pokok Agraria. Adapun pelaksanaannya akan diatur didalam berbagai undang-undang, peraturan-peraturan 
Pemerintah dan peraturan-perundangan lainnya. Demikianlah maka pada pokoknya tujuan Undang-undang 
Pokok Agraria ialah : 



a. meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk 
membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat 
tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur. 

b. meletakan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan ke- sederhanaan dalam hukum pertanahan. 
c. meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi 

rakyat seluruhnya. 
 
 II. Dasar-dasar dari hukum agraria nasional. 
 
 (1) Pertama-tama dasar kenasionalan itu diletakkan dalam pasal 1 ayat 1 , yang menyatakan, 
bahwa : "Seluruh wilayah In- donesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu 
sebagai bangsa Indonesia" dan pasal 1 ayat 2 yang berbunyi bahwa : "Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, 
termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia 
Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan 
nasional". 
 Ini berarti bahwa bumi, air dan ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia yang 
kemerdekaannya diperjuangkan oleh bangsa- sebagai keseluruhan, menjadi hak pula dari bangsa Indonesia, 
jadi tidak semata-mata menjadi hak dari para pemiliknya saja. Demikian pula tanah-tanah didaerah-daerah 
dan pulau-pulau tidaklah samata-mata menjadi hak rakyat asli dari daerah atau pulau yang bersangkutan 
saja. Dengan pengertian demikian maka hubungan bangsa Indonesia dengan bumi, air dan ruang angkasa 
Indonesia merupakan semacam hubungan hak ulayat yang diangkat pada tingkatan yang paling atas, yaitu 
pada tingkatan yang mengenai seluruh wilayah Negara. 
 Adapun hubungan antara bangsa dan bumi, air serta ruang ang- kasa Indonesia itu adalah 
hubungan yang bersifat abadi (pasal 1 ayat 3). Ini berarti bahwa selama rakyat Indonesia yang bersatu 
sebagai bangsa Indonesia masih ada dan selama bumi, air serta ruang angkasa Indonesia itu masih ada pula, 
dalam keadaan yang bagaimanapun tidak ada sesuatu kekuasaan yang akan dapat me- mutuskan atau 
meniadakan hubungan tersebut. Dengan demikian maka biarpun sekarang ini daerah Irian Barat, yang 
merupakan bagian dari bumi, air dan ruang angkasa Indonesia berada di bawah kekuasaan penjajah, atas 
dasar ketentuan pasal ini bagian tersebut menurut hukum tetap merupakan bumi, air dan ruang angkasa 
bangsa Indonesia juga. 
 
 Adapun hubungan antara bangsa dan bumi, air serta ruang angkasa tersebut tidak berarti, bahwa 
hak milik perseorangan atas (sebagian dari) bumi tidak dimungkinkan lagi. Diatas telah dikemukakan, 
bahwa hubungan itu adalah semacam hubungan hak ulayat, jadi bukan berarti hubungan milik. Dalam 
rangka hak ulayat dikenal adanya hak milik perseorangan. Kiranya dapat ditegaskan bahwa dalam hukum 
agraria yang baru dikenal pula hak milik yang dapat dipunyai seseorang, baik sendiri maupun bersama-
sama dengan orang-orang lain atas bagian dari bumi Indonesia (pasal 4 yo pasal 20). Dalam pada itu hanya 
permukaan bumi saja, yaitu yang disebut tanah, yang dapat dihaki oleh seseorang. 
 Selain hak milik sebagai hak turun-temurun, terkuat dan ter- penuh yang dapat dipunyai orang atas 
tanah, diadakan pula hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak-pakai, hak sewa, dan hak-hak lainnya yang 
akan ditetapkan dengan Undang-undang lain (pasal 4 yo 16). 
 Bagaimana kedudukan hak-hak tersebut dalam hubungannya dengan hak bangsa (dan Negara) itu 
akan diuraikan dalam nomor 2 dibawah. 
 (2) "Azas domein.. yang dipergunakan sebagai dasar dari- pada perundang-undangan agraria 
yang berasal dari Pemerintah jajahan tidak dikenal dalam hukum agraria yang baru. 
 Azas domein adalah bertentangan dengan kesadaran hukum rakyat Indonesia dan azas dari pada 
Negara yang merdeka dan modern. 
 Berhubung dengan ini maka azas tersebut, yang dipertegas dalam berbagai "pernyataan domein", 
yaitu misalnya dalam pasal 1 Agrarisch Besluit (S.1870-118), S.1875-119a, S.1874- 94f, S.1888-58 
ditinggalkan dan pernyataan-pernyataan domein itu dicabut kembali. 
 Undang-Undang Pokok Agraria berpangkal pada pendirian, bahwa-untuk mencapai apa yang 
ditentukan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar tidak perlu dan tidaklah pula pada tempatnya, 
bahwa bangsa Indonesia ataupun Negara bertindak sebagai pemilik tanah. Adalah lebih tepat jika Negara, 
sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat (bangsa) bertindak selaku Badan Penguasa. Dari sudut 
inilah harus dilihat arti ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 yang menyatakan, bahwa "Bumi, air dan ruang 



angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya, pada tingkatan yang tertinggi dikuasai 
oleh Negara". Sesuai dengan pangkal pendirian tersebut diatas perkataan "dikuasai" dalam pasal ini 
bukanlah berarti "dimiliki", akan tetapi adalah pengertian, yang memberi wewenang kepada Negara, 
sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia itu, untuk pada ting- katan yang tertinggi : 
a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya. 
b. menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang 

angkasa itu. 
c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukkum antara orang-orang dan perbuatan-

perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. 
 Segala sesuatunya dengan tujuan : untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam 
rangka masyarakat yang adil dan makmur (pasal 2 ayat 2 dan 3). 
 Adapun, kekuasaan Negara yang dimaksudkan itu mengenai semua bumi, air dan ruang angkasa, 
jadi baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang tidak. Kekuasaan Negara mengenai tanah yang 
sudah dipunyai orang dengan sesuatu hak dibatasi oleh isi dari hak itu, artinya sampai seberapa Negara 
memberi kekuasaan kepada yang mempunyai untuk menggunakan haknya sampai disitulah batas 
kekuasaan" Negara tersebut. Adapun isi hak-hak itu serta pembatasan-pembatasannya dinyatakan dalam 
pasal 4 dan pasal-pasal berikutnya serta pasal-pasal dalam BAB II. 
 Kekuasaan Negara atas tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh seseorang atau pihak 
lainnya adalah lebih luas dan penuh. Dengan berpedoman pada tujuan yang disebutkan diatas Negara dapat 
memberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang atau badan-hukum dengan sesuatu hak menurut 
peruntukan dan keperluannya, misalnya hak milik, hak-guna-usaha, hak guna-bangunan atau hak pakai atau 
memberikannya dalam pengelolaan kepada sesuatu Badan Penguasa (Departemen, Jawatan atau Daerah 
Swatantra) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing (pasal 2 ayat 4). Dalam pada itu 
kekuasaan Negara atas tanah-tanah inipun sedikit atau banyak dibatasi pula oleh hak ulayat dari kesatuan-
kesatuan masyarakat hukum, sepanjang menurut kenyataannya hak ulayat itu masih ada, hal mana akan 
diuraikan lebih lanjut dalam nomor 3 di- bawah ini. 
 (3) Bertalian dengan hubungan antara bangsa dan bumi serta air dan kekuasaan Negara 
sebagai yang disebut dalam pasal 1 dan 2 maka didalam pasal 3 diadakan ketentuan mengenai hak ulayat 
dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, yang dimaksud akan mendudukkan hak itu pada tempat yang 
sewajarnya didalam alam bernegara dewasa ini. Pasal 3 itu menentukan, bahwa : "Pelaksanaan hak ulayat 
dan hak-hak yang serupa itu dari masya-rakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya 
masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang 
berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-
peraturan lain yang lebih tinggi". 
 Ketentuan ini pertama-tama berpangkal pada pengakuan adanya hak ulayat itu dalam hukum-
agraria yang baru. Sebagaimana dike- tahui biarpun menurut kenyataannya hak ulayat itu ada dan berlaku 
serta diperhatikan pula didalam keputusan-keputusan hakim, belum pernah hak tersebut diakui secara resmi 
didalam Undang- Undang, dengan akibat bahwa didalam melaksanakan peraturan-peraturan agraria hak 
ulayat itu pada zaman penjajahan dulu sering kali diabaikan. Berhubung dengan disebutnya hak ulayat 
didalam Undang-undang Pokok Agraria, yang pada hakekatnya berarti pula pengakuan hak itu, maka pada 
dasarnya hak ulayat itu akan diperhatikan, sepanjang hak tersebut menurut kenyataannya memang masih 
ada pada masyarakat hukum yang bersangkutan. Misalnya didalam pemberian sesuatu hak atas tanah 
(umpamanya hak guna-usaha) masyarakat hukum yang bersangkuatan. sebelumnya akan didengar 
pendapatanya dan akan diberi "recognitie", yang memang ia berhak menerimanya selaku pegang hak ulayat 
itu. 
 Tetapi sebaliknya tidaklah dapat dibenarkan, jika berdasarkan hak ulayat itu masyarakat hukum 
tersebut menghalang-halangi pemberian hak guna-usaha itu, sedangkan pemberian hak tersebut didaerah itu 
sungguh perlu untuk kepentingan yang lebih luas. Demikian pula tidaklah dapat dibenarkan jika sesuatu 
masyarakat hukum berdasarkan hak ulayatnya, misalnya menolak begitu saja dibukanya hutan secara besar-
besaran dan teratur untuk melaksanakan proyek-proyek yang besar dalam rangka pelaksanaan rencana 
menambah hasil bahan makanan dan pemindahan penduduk. Pengalaman menunjukkan pula, bahwa 
pembangunan daerah-daerah itu sendiri seringkali terhambat karena mendapat kesukaran mengenai hak 
ulayat. Inilah yang merupakan pangkal pikiran kedua dari pada ketentuan dari padal 3 tersebut diatas. 
Kepentingan sesuatu masyarakat hukum harus tunduk pada kepentingan nasional dan Negara yang lebih 
luas dan hak ulayatnya pun pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan yang lebih luas itu. Tidaklah 
dapat dibenarkan, jika didalam alam bernegara dewasa ini sesuatu masyarakat hukum masih memperta-



hankan isi dan pelaksanaan hak ulayatnya secara mutlak, seakan- akan ia terlepas dari pada hubungannya 
dengan masyarakat- masyarakat hukum dan daerah-daerah lainnya didalam lingkungan Negara sebagai 
kesatuan. Sikap yang demikian terang bertentangan dengan azas pokok yang tercantum dalam pasal 2 dan 
dalam prakteknya pun akan membawa akibat terhambatnya usaha-usaha besar untuk mencapai 
kemakmuran Rakyat seluruhnya. 
 Tetapi sebagaimana telah jelas dari uraian diatas, ini tidak berarti, bahwa kepentingan masyarakat 
hukum yang bersangkutan tidak akan diperhatikan sama sekali. 
 
 (4) Dasar yang keempat diletakkan dalam pasal 6, yaitu bahwa "Semua hak atas tanah 
mempunyai fungsi sosial". 
 Ini berarti, bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, 
bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan 
pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus 
disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan 
kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan Negara. 
 Tetapi dalam pada itu ketentuan tersebut tidak berarti, bahwa kepentingan perseorangan akan 
terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat). Undang-Undang Pokok Agraria 
memperhatikan pula kepentingan-kepentingan perseorangan. 
 Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga 
pada akhirnya akan tercapailah tujuan pokok : kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat 
seluruhnya (pasal 2 ayat 3). 
 Berhubung dengan fungsi sosialnya, maka adalah suatu hal yang sewajarnya bahwa tanah itu harus 
dipelihara baik-baik, agar bertambah kesuburannya serta dicegah kerusakannya. Kewajiban memelihara 
tanah ini tidak saja dibebankan kepada pemiliknya atau pemegang haknya yang bersangkutan, melainkan 
menjadi beban pula dari setiap orang, badan-hukum atau instansi yang mempunyai suatu hubungan hukum 
dengan tanah itu (pasal 15). Dalam melaksanakan ketentuan ini akan diperhatikan kepentingan fihak yang 
ekonomis lemah. 
 
 (5) Sesuai dengan azas kebangsaan tersebut dalam pasal 1 maka menurut pasal 9 yo pasal 21 
ayat 1 hanya warganegara Indo-nesia saja yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, Hak milik tidak 
dapat dipunyai oleh orang asing dan pemindahan hak milik kepada orang asing dilarang (pasal 26 ayat 2). 
Orang-orang asing dapat mempunyai tanah dengan hak pakai yang luasnya terbatas. Demikian juga pada 
dasarnya badan-badan hukum tidak dapat mempunyai hak milik (pasal 21 ayat 2). Adapun pertimbangan 
untuk (pada dasarnya) melarang badan-badan hukum mempunyai hak milik atas tanah, ialah karena badan-
badan hukum tidak perlu mempunyai hak milik tetapi cukup hak-hak lainnya, asal saja ada jaminan-
jaminan yang cukup bagi keperluan-keperluannya yang khusus (hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak 
pakai menurut pasal 28, 35 dan 41). Dengan demikian maka dapat dicegah usaha-usaha yang bermaksud 
menghindari ketentuan-ketentuan mengenai batas maksimum luas tanah yang dipunyai dengan hak milik 
(pasal 17). 
 Meskipun pada dasarnya badan-badan hukum tidak dapat mem- punyai hak milik atas tanah, tetapi 
mengingat akan keperluan ma- syarakat yang sangat erat hubungannya dengan faham keagamaan, sosial 
dan hubungan perekonomian, maka diadakanlah suatu "escape-clause" yang memungkinkan badan-badan 
hukum tertentu mempunyai hak milik. Dengan adanya "escape-clause" ini maka cukuplah nanti bila ada 
keperluan akan hak milik bagi sesuatu atau macam badan hukum diberikan dispensasi oleh Pemerintah, 
dengan jalan menunjuk badan hukum tersebut sebagai badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak 
milik atas tanah (pasal 21 ayat 2). Badan-badan hukum yang bergerak dalam lapangan sosial dan 
keagamaan ditunjuk dalam pasal 49 sebagai badan-badan yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, 
tetapi sepanjang tanahnya diperlukan untuk usahanya dalam bidang sosial dan keagamaan itu. Dalam hal-
hal yang tidak langsung berhubungan dengan bidang itu mereka dianggap sebagai badan hukum biasa. 
 (6) Kemudian dalam hubungannya pula dengan azas kebangsaan tersebut diatas ditentukan 
dalam pasal 9 ayat 2, bahwa : "Tiap-tiap warganegara Indonesia baik laki-laki maupun wanita mempunyai 
kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan 
hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya". 
 Dalam pada itu perlu diadakan perlindungan bagi golongan warganegara yang lemah terhadap 
sesama warga-negara yang kuat kedudukan ekonominya. Maka didalam pasal 26 ayat 1 ditentukan, bahwa : 



"Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang 
dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah". 
Ketentuan inilah yang akan merupakan alat untuk melindungi golongan-golongan yang lemah yang 
dimaksudkan itu. 
 Dalam hubungan itu dapat ditunjuk pula pada ketentuan- ketentuan yang dimuat dalam pasal 11 
ayat 1, yang bermaksud mencegah terjadinya penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang 
melampaui batas dalam bidang-bidang usaha agrarian hal mana bertentangan dengan azas keadilan sosial 
yang berperikemanusiaan. Segala usaha bersama dalam lapangan agraria harus didasarkan atas kepentingan 
bersama dalam rangka kepen-tingan nasional (pasal 12 ayat 1) dan Pemerintah berkewajiban untuk 
mencegah adanya organisasi dan usaha-usaha perseorangan dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli 
swasta (pasal 13 ayat 2). 
 Bukan saja usaha swasta, tetapi juga usaha-usaha Pemerintah yang bersifat monopoli harus 
dicegah jangan sampai merugikan rakyat banyak. Oleh karena itu usaha-usaha Pemerintah yang bersifat 
monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan undang- undang (pasal 13 ayat 3). 
 (7) Dalam pasal 10 ayat 1 dan 2 dirumuskan suatu azas yang pada dewasa ini sedang menjadi 
dasar daripada perubahan- perubahan dalam struktur pertanahan hampir diseluruh dunia, yaitu dinegara-
negara yang telah/sedang menyelenggarakan apa yang disebut "landreform" atau "agrarian reform" yaitu, 
bahwa "Tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktip oleh pemiliknya sendiri". 
 Agar supaya semboyan ini dapat diwujudkan perlu diadakan ketentuan-ketentuan lainnya. 
Misalnya perlu ada ketentuan tentang batas minimum luas tanah yang harus dimiliki oleh orang tani, 
supaya ia mendapat penghasilan yang cukup untuk hidup layak bagi diri sendiri dan keluarganya (pasal 13 
yo pasal 17). Pula perlu ada ketentuan mengenai batas maksimum luas tanah yang boleh dipunyai dengan 
hak milik (pasal 17), agar dicegah tertumpuknya tanah ditangan golongan-golongan yang tertentu saja. 
Dalam hubungan ini pasal 7 memuat suatu azas yang penting, yaitu bahwa pemilikan dan penguasaan tanah 
yang melampaui batas tidak dipekenankan, karena hal yang demikian itu adalah merugikan kepentingan 
umum. Akhirnya ketentuan itu perlu dibarengi pula dengan pemberian kredit, bibit dan bantuan-bantuan 
lainnya dengan syarat-syarat yang ringan, sehingga pemiliknya tidak akan terpaksa bekerja dalam lapangan 
lain, dengan menyerahkan penguasaan tanahnya kepada orang lain. 
 Dalam pada itu mengingat akan susunan masyarakat pertanian kita sebagai sekarang ini kiranya 
sementara waktu yang akan da- tang masih perlu dibuka kemungkinan adanya penggunaan tanah pertanian 
oleh orang-orang yang bukan pemiliknya, misalnya secara sewa, berbagi-hasil, gadai dan lain sebagainya. 
Tetapi segala sesuatu peraturan-peraturan lainnya, yaitu untuk mencegah hubungan-hubungan hukum yang 
bersifat penindasan silemah oleh si-kuat (pasal 24, 41 dan 53). Begitulah misalnya pemakaian tanah atas 
dasar sewa, perjanjian bagi-hasil, gadai dan sebagainya itu tidak boleh diserahkan pada persetujuan pihak-
pihak yang berkepentingan sendiri atas dasar "freefight", akan tetapi pe- nguasa akan memberi ketentuan-
ketentuan tentang cara dan syarat-syaratnya, agar dapat memenuhi pertimbangan keadilan dan dicegah 
cara-cara pemerasan ("exploitation de l-'homme par l'homme"). Sebagai mitsal dapat dikemukakan 
ketentuan-ketentuan didalam Undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang "Perjanjian Bagi Hasil" (L.N. 1960 
- 2). 
 
 Ketentuan pasal 10 ayat 1 tersebut adalah suatu azas, yang pelaksanaannya masih memerlukan 
pengaturan lebih lanjut (ayat 2). Dalam keadaan susunan msyarakat kita sebagai sekarang ini maka 
peraturan pelaksanaan itu nanti kiranya masih perlu membuka kemungkinan diadakannya dispensasi. 
Misalnya seorang pegawai-negeri yang untuk persediaan hari-tuanya mempunyai tanah satu dua hektar dan 
berhubung dengan pekerjaannya tidak mungkin dapat mengusahakannya sendiri kiranya harus 
dimungkinkan untuk terus memiliki tanah tersebut. Selama itu tanahnya boleh diserahkan kepada orang 
lain untuk diusahakan dengan perjanjian sewa, bagi-hasil dan lain sebagainya. Tetapi setelah ia tidak 
bekerja lagi, misalnya setelah pensiun, tanah itu harus diusahakannya sendiri secara aktip. (ayat 3). 
 (8) Akhirnya untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita bangsa dan Negara tersebut diatas 
dalam bidang agraria, perlu adanya suatu rencana ("planning") mengenai peruntukan, penggunaan dan 
persediaan bumi, air dan ruang angkasa untuk pelbagai kepentingan hidup rakyat dan Negara: Rencana 
Umum ("National planning") yang meliputi seluruh wilayah Indonesia, yang kemudian diperinci menjadi 
rencana-rencana khusus ("regional planning") dari tiap-tiap daerah (pasal 14). Dengan adanya planning itu 
maka penggunaan tanah dapat dilakukan secara terpimpin dan teratur hingga dapat membawa manfaat yang 
sebesar-besarnya bagi Negara dan rakyat. 
 III. Dasar-Dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan hukum. 



 
 Dasar-dasar untuk mencapai tujuan tersebut nampak jelas di-dalam ketentuan yang dimuat dalam 
Bab II. 
 (1) Sebagaimana telah diterangkan diatas hukum agraria sekarang ini mempunyai sifat 
"dualisme" dan mengadakan perbedaan antara hak-hak tanah menurut hukum-adat dan hak-hak tanah 
menurut hukum-barat, yang berpokok pada ketentuan-ketentuan dalam Buku II Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata Indonesia. Undang-undang Pokok Agraria bermaksud menghilangkan dualisme itu dan 
secara sadar hendak mengadakan kesatuan hukum, sesuai dengan keinginan rakyat sebagai bangsa yang 
satu dan sesuai pula dengan kepentingan perekonomian. 
 Dengan sendirinya hukum agraria baru itu harus sesuai dengan kesadaran hukum daripada rakyat 
banyak. Oleh karena rakyat Indonesia sebagian terbesar tunduk pada hukum adat, maka hukum agraria 
yang baru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan-ketentuan hukum adat itu, sebagai hukum yang 
asli, yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam Negara yang modern dan 
dalam hubungannya dengan dunia internasional, serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia. 
Sebagaimana dimaklumi maka hukum adat dalam pertumbuhannya tidak terlepas pula dari pengaruh politik 
dan masyarakat kolonial yang kapitalistis dan masyarakat swapraja yang feodal. 
 (2) Didalam menyelenggarakan kesatuan hukum itu Undang- undang Pokok Agraria tidak 
menutup mata terhadap masih adanya perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum dari 
golongan-golongan rakyat. Berhubung dengan itu ditentukan dalam pasal 11 ayat 2, bahwa : "Perbedaan 
dalam keadaan masyarakat dan keprluan hukum golongan rakyat dimana perlu dan tidak bertentangan 
dengan kepentingan nasional diperhatikan". Yang dimaksud dengan perbedaan yang didasarkan atas 
golongan rakyat misalnya perbedaan dalam keperluan hukum rakyat kota dan rakyat perdesaan, pula rakyat 
yang ekonominya kuat dan rakyat yang lemah ekonominya. Maka ditentukan dalam ayat 2 tersebut 
selanjutnya, bahwa dijamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah. 
 (3) Dengan hapusnya perbedaan antara hukum-adat dan hukum-barat dalam bidang hukum 
agraria, maka maksud untuk mencapai, kesederhanaan hukum pada hakekatnya akan terselenggarakan pula. 
 Sebagai yang telah diterangkan diatas, selain hak milik sebagai hak turun-temurun, terkuat dan 
terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, hukum agraria yang baru pada pokoknya mengenal hak-hak 
atas tanah, menurut hukum adat sebagai yang disebut dalam pasal 16 ayat 1 huruf d sampai dengan g. 
Adapun untuk memenuhi keperluan yang telah terasa dalam masyarakat kita sekarang diadakan 2 hak baru, 
yaitu hak guna-usaha (guna perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan) dan hak guna-bangunan (guna 
mendirikan/mempunyai bangunan diatas tanah orang lain) pasal 16 ayat 1 huruf b dan c). 
 Adapun hak-hak yang ada pada mulai berlakunya Undang-Undang ini semuanya akan dikonvensi 
menjadi salah satu hak yang baru menurut Undang-undang Pokok Agraria. 
 
 IV. Dasar-dasar untuk mengadakan kepastian hukum. 
 
 Usaha yang menuju kearah kepastian hak atas tanah ternyata dari ketentuan dari pasal-pasal yang 
mengatur pendaftaran tanah. Pasal 23, 32 dan 38, ditujukan kepada para pemegang hak yang bersangkutan, 
dengan maksud agar mereka memperoleh kepastian tentang haknya itu. Sedangkan pasal 19 ditujukan 
kepada Pemerintah sebagai suatu instruksi, agar diseluruh wilayah Indonesia diadakan pendaftaran tanah 
yang bersifat "rechts-kadaster", artinya yang bertujuan menjamin kepastian hukum. 
 Adapun pendaftaran itu akan diselenggarakan dengan mengingat pada kepentingan serta keadaan 
Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi dan kemungkinan-kemungkinannya dalam 
bidang personil dan peralatannya. Oleh karena itu maka akan didahulukan penyelenggaraannya dikota-kota 
untuk lambat laun meningkat pada kadaster yang meliputi seluruh wilayah Negara. 
 Sesuai dengan tujuannya yaitu akan memberikan kepastian hukum maka pendaftaran itu 
diwajibkan bagi para pemegang hak yang bersangkutan, dengan maksud agar mereka memperoleh 
kepastian tentang haknya itu. Sedangkan pasal 19 ditujukan kepada Pemerintah sebagai suatu instruksi; 
agar diseluruh wilayah Indonesia diadakan pendaftaran tanah yang bersifat "rechts- kadaster", artinya yang 
bertujuan menjamin kepastian hukum. 
 Adapun pendaftaran itu akan diselenggarakan dengan mengingat pada kepentingan serta keadaan 
Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi dan kemungkinan-kemungkinannya dalam 
bidang personil dan peralatannya. Oleh karena itu lambat laun meningkat pada kadaster yang meliputi 
seluruh wilahah Negara. 



 Sesuai dengan tujuannya yaitu akan memberikan kepastian hukum maka pendaftaran itu 
diwajibkan bagi para pemegang hak yang bersangkutan. Jika tidak diwajibkan maka diadakannya 
pendaftaran tanah, yang terang akan memerlukan banyak tenaga, alat dan biaya itu, tidak akan ada artinya 
sama sekali. 
 
 B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. 
 
Pasal 1. 
 
 Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (II angka 1). Dalam Undang-Undang Pokok Agraria 
diadakan perbedaan antara pengertian ..bumi" dan "tanah", sebagai yang dirumuskan dalam pasal 1 ayat 3 
dan pasal 4 ayat 1. Yang dimaksud dengan "tanah" ialah permukaan bumi. 
 Perluasan pengertian "bumi" dan "air" dengan ruang angkasa adalah bersangkutan dengan 
kemajuan tehnik dewasa ini dan ke- mungkinan-kemungkinannya dalam waktu-waktu yang akan datang. 
 
Pasal 2. 
 
 Sudah diuraikan dalam Penjelasan Umum (II angka 2). 
 Ketentuan dalam ayat 4 adalah bersangkutan dengan azas ekonomi dan medebewind dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Soal agraria menurut sifatnya dan pada azasnya merupakan tugas 
Pemerintah Pusat (pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar). Dengan demikian maka pelimpahan wewenang 
untuk melaksanakan hak penguasaan dari Negara atas tanah itu adalah merupakan medebewind. Segala 
sesuatunya akan diselenggarakan menurut keperluannya dan sudah barang tentu tidak boleh bertentangan 
dengan kepentingan nasional. Wewenang dalam bidang agraria dapat merupakan sumber keuangan bagi 
daerah itu. 
 
Pasal 3. 
 
 Yang dimaksud dengan "hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu" ialah apa yang didalam 
perpustakaan hukum adat disebut "beschikkingsrecht". Selanjutnya lihat Penjelasan Umum (II angka 3). 
 
Pasal 4. 
 Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (II angka 1). 
 
Pasal 5. 
 Penegasan, bahwa hukum adat dijadikan dasar dari hukum agraria yang baru. Selanjutnya lihat 
Penjelasan Umum (III angka 1). 
 
Pasal 6. 
 Tidak hanya hak milik tetapi semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Hal ini telah 
diuraikan dalam Penjelasan Umum (II angka 4). 
 
Pasal 7. 
 Azas yang menegaskan dilarangnya "groot-grondbezit" sebagai yang telah diuraikan dalam 
Penjelasan Umum (II angka 7). Soal pembatasan itu diatur lebih lanjut dalam pasal 17. Terhadap azas ini 
tidak ada pengecualiannya. 
 
Pasal 8. 
 Karena menurut ketentuan dalam pasal 4 ayat 2 hak-hak atas tanah itu hanya memberi hak atas 
permukaan bumi saja, maka wewenang-wewenang yang bersumber daripadanya tidaklah mengenai 
kekayaan-kekayaan alam yang terkandung didalam tubuh bumi, air dan ruang angkasa. Oleh karena itu 
maka pengambilan kekayaan yang dimaksudkan itu memerlukan pengaturan tersendiri. Ketentuan ini 
merupakan pangkal bagi perundang-undangan pertambangan dan lain-lainnya. 



 
Pasal 9. 
 Ayat 1 telah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (II angka 5). 
 Ketentuan dalam ayat 2 adalah akibat daripada ketentuan dalam pasal 1 ayat 1 dan 2. 
 
Pasal 10. 
 Sudah dijelaskan didalam Penjelasan Umum (II angka 7). Kata- kata "pada azasnya" menunjuk 

pada kemungkinan diadakannya pengecualian-pengecualian sebagai yang disebutkan sebagai 
misal didalam Penjelasan Umum itu. Tetapi pengecualian-pengecualian itu perlu diatur didalam 
peraturan perundangan (Bandingkan penjelasan pasal Penggunaan tanah milik oleh bukan 
pemiliknya masih dimungkinkan oleh pasal 24, tetapi dibatasi dan akan diatur. 

 
Pasal 11. 
 Pasal ini memuat prinsip perlindungan kepada golongan yang ekonomis lemah terhadap yang 
kuat. Golongan yang ekonomis lemah itu bisa warganegara asli keturunan asing. Demikian pula sebaliknya. 
Lihat Penjelasan Umum (III angka 2). 
 
Pasal 12. 
 Ketentuan dalam ayat 1 bersangkutan dengan ketentuan-  ketentuan dalam pasal 11 ayat 1. 

Bentuk usaha bersama yang sesuai dengan ketentuan ini adalah bentuk koperasi dan bentuk- 
bentuk gotong-royong lainnya. Ketentuan dalam ayat 2 memberi kemungkinan diadakannya suatu 
"usaha bersama" antara Negara dan Swasta dalam bidang agraria. Yang dimaksud dengan "fihak 
lain" itu ialah pemerintah daerah, pengusaha swasta yang bermodal nasional atau swasta dengan 
"domestic capital" yang progresip. 

 
Pasal 13. 
 Ayat 1, 2 dan 3. 
  
 Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (II angka 6). 
 Ketentuan dalam ayat 4 adalah pelaksanaan daripada azas keadilan sosial yang 
berperikemanusiaan dalam bidang agraria. 
 
Pasal 14. 
 Pasal ini mengatur soal perencanaan persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang 
angkasa sebagai yang telah dikemukakan dalam penjelasan umum (II angka 8). Mengingat akan corak 
perekonomian Negara dikemudian hari dimana industri dan pertambangan akan mempunyai peranan yang 
penting, maka disamping perencanaan untuk pertanian perlu diperhatikan, pula keperluan untuk industri 
dan pertambangan (ayat 1 huruf d dan e). Perencanaan itu tidak saja bermaksud menyediakan tanah untuk 
pertanian, peternakan, perikanan, industri dan pertambangan, tetapi juga ditujukan untuk memajukannya. 
Pengesahan peraturan Pemerintah Daerah harus dilakukan dalam rangka rencana umum yang dibuat oleh 
Pemerintah Pusat dan sesuai dengan kebijaksanaan Pusat. 
 
Pasal 15. 
 Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum ((II angka 4). Tanah wajib dipelihara dengan baik, 
yaitu dipelihara menurut cara-cara yang lazim dikerjakan didaerah yang bersangkutan, sesuai dengan 
petunjuk-petunjuk dari Jawatan-Jawatan yang bersangkutan. 
 
Pasal 16. 
 Pasal ini adalah pelaksanaan dari pada ketentuan dalam pasal 4. Sesuai dengan azas yang 
diletakkan dalam pasal 5, bahwa hukum pertanahan yang Nasional didasarkan atas hukum adat, maka 
penentuan hak-hak atas tanah dan air dalam pasal ini didasarkan pula atas sistematik dari hukum adat. 
Dalam pada itu hak guna- usaha dan hak-guna-bangunan diadakan untuk memenuhi keperluan masyarakat 
modern dewasa ini. Perlu kiranya ditegaskan, bahwa hak-guna usaha bukan hak erfpacht dari Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata. Hak guna-bangunan bukan hak opstal. Lembaga erfpacht dan opstal 



ditiadakan dengan dicabutnya ketentuan-ketentuan dalam Buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata. 
 Dalam pada itu hak-hak adat yang sifatnya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Undang-
Undang ini (pasal 7 dan 10), tetapi berhubung dengan keadaan masyarakat sekarang ini belum dapat 
dihapuskan diberi sifat sementara dan akan diatur (ayat 1 huruf h yo pasal 53). 
 
Pasal 17. 
 Ketentuan pasal ini merupakan pelaksanaan dari apa yang di- tentukan dalam pasal 7. 
Penetapan,batas luas maksimum akan dilakukan didalam waktu yang singkat dengan peraturan 
perundangan. Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum itu tidak akan disita, tetapi 
akan diambil oleh Pemerintah dengan ganti-kerugian. Tanah-tanah tersebut selanjutnya akan dibagi-
bagikan kepada rakyat yang membutuhkannya. Ganti kerugian kepada bekas pemilik tersebut diatas pada 
azasnya harus dibayar oleh mereka yang memperoleh bagian tanah itu. Tetapi oleh karena mereka itu 
umumnya tidak mampu untuk membayar harga tanahnya didalam waktu yang singkat, maka oleh 
Pemerintah akan disediakan kredit dan usaha-usaha lain supaya pra bekas pemilik tidak terlalu lama 
menunggu uang ganti-kerugian yang dimaksudkan itu. 
 Ditetapkannya batas minimum tidaklah berarti bahwa orang- orang yang mempunyai, tanah 
kurang dari itu akan dipaksa untuk melepaskan tanahnya. Penetapan batas minimum itu pertama-tama 
dimaksudkan untuk mencegah pemecah-belahan ("versplintering") tanah lebih lanjut. Disamping itu akan 
diadakan usaha-usaha misalnya: transmigrasi, pembukaan tanah besar-besaran diluar Jawa dan 
industrialisasi, supaya batas minimum tersebut dapat dicapai secara berangsur-angsur. Yang dimaksud 
dengan "keluarga" ialah suami, isteri serta anak-anaknya yang belum kawin dan menjadi tanggungannya 
dan yang jumlahnya berkisar sekitar 7 orang. Baik laki-laki maupun wanita dapat menjadi kepala keluarga. 
 
Pasal 18. 
 Pasal ini merupakan jaminan bagi rakyat mengenai hak-haknya atas tanah. Pencabutan hak 
dimungkinkan, tetapi diikat dengan syarat-syarat, misalnya harus disertai pemberian ganti-kerugian yang 
layak. 
 
Pasal 19. 
 Pendaftaran tanah ini akan diselenggarakan dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti 
serta dijalankan oleh rakyat yang bersangkutan (Lihat Penjelasan Umum IV). 
 
Pasal 20. 
 Dalam pasal ini disebutkan sifat-sifat daripada hak milik yang membedakannya dengan hak-hak 
lainnya. Hak milik adalah hk yang "terkuat dan terpenuh" yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian 
sifat ini tidak berarti, bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu-
gugat" sebagai hak eigendom menurut pengertiannya yang asli dulu. Sifat yang demikian akan terang 
bertentangan dengan sifat hukum-adat dan fungsi sosial dari tiap-tiap hak. Kata-kata "terkuat dan terpenuh" 
itu bermaksud untuk membedakannya dengan hak guna-usha, hak guna-bangunan, hak pakai dan lain-
lainnya, yaitu untuk menunjukkan, bahwa diantara hak- hak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak 
miliklah yang "ter" (artinya : paling)-kuat dan terpenuh. 
 
Pasal 21. 
 Ayat 1 dan 2 sudah diuraikan dalam Penjelasan Umum (II angka 5). 
 Dalam ayat 3 hanya disebut 2 cara memperoleh hak milik karena lain-lain cara dilarang oleh pasal 
26 ayat 2. Adapun cara- cara yang diserbut dalam ayat ini adalah cara-cara memperoleh hak tanpa 
melakukan suatu tindakan positip yang sengaja ditujukan pada terjadinya peralihan hak itu. 
 Sudah selayaknyalah kiranya bahwa selama orang-orang  warganegara membiarkan diri 

disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan Negara lain, dalam hal 
pemilikan tanah ia dibedakan dri warganegara Indonesia lainnya. 

 
Pasal 22. 
 Sebagai misal dari cara terjadinya hak milik menurut hukum adat ialah pembukaan tanah. Cara-
cara itu akan diatur supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan kepentingan umum dan Negara. 



 
Pasal 23. 
 Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (angka IV). 
 
Pasal 24. 
 Sebagai pengecualian dari azas yang dimuat dalam pasal 10. Bentuk-bentuk hubungan antara 
pemilik dan penggarap/pemakai itu ialah misalnya : sewa, bagi-hasil, pakai atau hak guna-bangunan. 
 
Pasal 25. 
 Tanah milik yang dibebani hak tanggungan ini tetap ditangan pemiliknya. Pemilik tanah yang 

memerlukan uang dapat pula (untuk sementara) menggadaikan tanahnya menurut ketentuan-
ketentuan dalam pasal 53. Didalam hal ini maka tanahnya beralih pada pemegang gadai. 

 
Pasal 26. 
 Ketentuan dalam ayat 1 sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (II angka 6) dengan tujuan 
untuk melindungi fihak yang ekonomis lemah. Dalam Undang-Undang Pokok ini perbedaannya tidak lagi 
diadakan antara warganegara asli dan tidak asli, tetapi antara yang ekonomis kuat dan lemah. Fihak yang 
kuat itu bisa warganegara yang asli maupun tidak asli. Sedang apa yang disebut dalam ayat 2 adalah akibat 
daripada ketentuan dalam pasal 21 mengenai siapa yang tidak dapat memiliki tanah. 
 
Pasal 27. 
 Tanah diterlantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan 
 sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya. 
 
 
Pasal 28. 
 Hak ini adalah hak yang khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri guna 

perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan. Bedanya dengan hak pakai ialah bahwa hak guna 
usaha ini hanya dapat diberikan untuk keperluan diatas itu dan atas tanah yang luasnya paling 
sedikit 5 hektar. Berlainan dengan hak pakai maka hak guna-usaha dapat beralih dan dialihkan 
kepada fihak lain dan dapat dibebani dengan hak tanggunan. Hak guna-usaha pun tidak dapat 
diberikan kepada orang-orang asing, sedang kepada badan-badan hukum yang bermodal asing 
hanya mungkin dengan pembatasan yang disebutkan dalam pasal 55. 

 Untuk mendorong supaya pemakaian dan pengusahaan tanahnya dilakukan secara yang tidak baik, 
karena didalam hal yang demikian hak guna-usahanya dapat dicabut (pasal 34). 
 
 
Pasal 29. 
 Menurut sifat dan tujuannya hak guna-usaha adalah hak yang waktu berlakunya terbatas. Jangka 
waktu 25 atau 35 tahun dengan kemungkinan memperpanjang dengan 25 tahun dipandang sudah cukup 
lama untuk keperluan pengusahaan tanaman-tanaman yang berumur panjang. Penetapan jangka-waktu 35 
tahun misalnya mengingat pada tanaman kelapasawit. 
 
 Pasal 30. 
 Hak guna-usaha tidak dapat dipunyai oleh orang asing. Badan hukum yang dapat mempunyai hak 

itu, hanyalah badan-badan hukum yang bermodal nasional yang progressip, baik asli maupun tidak 
asli. Bagi badan-badan hukum yang bermodal asing hak guna-usaha hanya dibuka 
kemungkinannya untuk diberikan jika hal itu diperlukan oleh Undang-undang yang mengatur 
pembangunan nasional semesta berencana (pasal 55). 

 
Pasal 31 s/d 34. 
 Tidak memerlukan penjelasan. 
 Mengenai ketentuan dalam pasal 32 sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (angka IV). 



 
 Pasal 35. 
 Berlainan dengan hak guna-usaha maka hak guna-bangunan tidak mengenai tanah pertanian. Oleh 

karena itu selain atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dapat pula diberikan atas tanah 
milik seseorang. 

 
 Pasal 36. 
 Penjelasannya sama dengan pasal 30. 
 
Pasal 37 s/d 40. 
 Tidak memerlukan penjelasan. Mengenai apa yang ditentukan dalam pasal 38 sudah dijelaskan 
didalam Penjelasan Umum (angka IV). 
 
 Pasal 41 dan 42. 
 Hak pakai adalah suatu "kumpulan pengertian" dari pada hak-hak yang dikenal dalam hukum 
pertanahan dengan berbagai nama, yang semuanya dengan sedikit perbedaan berhubung dengan keadaan 
daerah sedaerah, pada pokoknya memberi wewenang kepada yang mempunyai sebagai yang disebutkan 
dalam pasal ini. Dalam rangka usaha penyederhanaan sebagai yang dikemukakan dalam Penjelasan Umum, 
maka hak-hak tersebut dalam hukum agraria yang baru disebut dengan satu nama saja. 
 Untuk gedung-gedung kedutaan Negara-negara Asing dapat diberikan pula hak pakai, oleh karena 
hak ini dapat berlaku selama tanahnya dipergunakan untuk itu. Orang-orang dan badan- badan hukum asing 
dapat diberi hak-pakai, karena hak ini hanya memberi wewenang yang terbatas. 
 
Pasal 43. 
 Tidak memerlukan penjelasan. 
 
Pasal 44 dan 45. 
 Oleh karena hak sewa merupakan hak pakai yang mempunyai sifat-sifat khusus maka disebut 
tersendiri. Hak sewa hanya disediakan untuk bangunan-bangunan berhubung dengan ketentuan pasal 10 
ayat 1. Hak sewa tanah pertanian hanya mempunyai sifat sementara (pasal 16 yo 53). Negara tidak dapat 
menyewakan tanah, karena Negara bukan pemilik tanah. 
 
Pasal 46. 
 Hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan adalah  hak-hak dalam hukum adat yang 

menyangkut tanah. Hak-hak ini perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah demi kepentingan 
umum yang lebih luas daripada kepentingan orang atau masyarakat hukum yang bersangkutan. 

 
Pasal 47. 
 Hak guna-air dan hak pemeliharaan dan penangkapan ikan adalah mengenai air yang tidak berada 
diatas tanah miliknya sendiri. Jika mengenai air yang berada diatas tanah miliknya sendiri maka hal-hal itu 
sudah termasuk dalam isi daripada hak milik atas tanah. 
 Hak guna-air ialah hak akan memperoleh air dari sungai, saluran atau mata air yang berada diluar 
tanah miliknya sendiri maka hal-hal itu sudah termasuk dalam isi daripada hak milik atas tanah. 
 Hak guna-air ialah hak akan memperoleh air dari sungai, saluran atau mata air yang berada diluar 
tanah miliknya, misalnya untuk keperluan mengairi tanahnya, rumah tangga dan lain sebagainya. Untuk itu 
maka sering kali air yang diperlukan itu perlu dialirkan (didatangkan) melalui tanah orang lain dan air yang 
tidak diperlukan seringkali perlu dialirkan pula (dibuang) melalui tanah orang yang lain lagi. Orang-orang 
tersebut tidak boleh menghalang-halangi pemilik tanah itu untuk mendatangkan dan membuang air tadi 
melalui tanahnya masing-masing. 
 
Pasal 48. 
 Hak guna-ruang-angkasa diadakan mengingat kemajuan tehnik dewasa ini dan kemungkinan-
kemungkinannya dikemudian hari. 
 



Pasal 49. 
 Untuk menghilangkan keragu-raguan dan kesangsian maka pasal ini memberi ketegasan, bahwa 

soal-soal yang bersangkutan dengan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya dalam 
hukum agraria yang baru akan mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Hubungan pula dengan 
ketentuan dalam pasal 5 dan pasal 14 ayat 1 hurub b. 

 
 Pasal 50 dan 51. 
 Sebagai konsekwensi, bahwa dalam undang-undang ini hanya dimuat pokok-pokoknya saja dari 
hukum agraria yang baru. 
 
Pasal 52. 
 Untuk menjamin pelaksanaan yang sebaik-baiknya daripada peraturan-peraturan serta tindakan-
tindakan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Pokok Agraria maka diperlukan adanya sangsi 
pidana sebagai yang ditentukan dalam pasal ini. 
 
 Pasal 53. 
 Sudah dijelaskan dalam penjelasan pasal 16. 
 
 Pasal 54. 
 Pasal ini diadakan berhubung dengan ketentuan dalam pasal 21 dan 26. Seseorang yang telah 

menyatakan menolak kewarganegaraan R.R.C. tetapi pada tanggal mulai berlakunya undang-
undang ini belum mendapat pengesahan akan terkena oleh ketentuan konversi pasal I ayat 3, pasal 
II ayat 2 dan pasal VIII. Tetapi setelah pengesahan penolakan itu diperolehnya maka baginya 
terbuka kemungkinan untuk memperoleh hak atas tanah sebagai seorang yang 
berkewarganegaraan Indonesia tunggal. Hal itu berlaku juga bagi orang-orang yang disebutkan 
didalam pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1959, yaitu sebelumnya diperoleh 
pengesahan dari instansi yang berwenang. 

 
Pasal 55. 
 Sudah dijelaskan dalam penjelasan pasal 30. 
 
 Ayat 1 mengenai modal asing yang sekarang sudah ada, sedang ayat 2 menunjuk pada modal asing 

baru. Sebagaimana telah di- tegaskan dalam penjelasan pasal 30 pemberian hak baru menurut ayat 
2 ini hanya dimungkinkan kalau hal itu diperlukan oleh undang-undang pembangunan Nasional 
semesta berencana. 

 
 Kedua  : Hak-hak yang ada sekarang ini menurut ketentuan konversi ini 
semuanya menjadi hak-hak baru menurut Undang-undang Pokok Agraria. 
 Hak guna-usaha dan hak guna-bangunan yang disebut dalam pasal I, II, III, IV dan V berlangsung 
dengan syarat-syarat umum yang ditetapkan dalam Peraturan yang dimaksud dalam pasal 50 ayat 2 dan 
syarat-syarat khusus yang bersangkutan dengan keadaan tanahnya dan sebagai yang disebutkan dalam akta 
haknya yang di- konversi itu, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturannya yang baru. 
 Ketiga : Perubahan susunan pemerintahan desa perlu diadakan untuk menjamin 
pelaksanaan yang sebaik-baiknya dari- pada perombakan hukum agraria menurut Undang-undang ini. 
Pemerintah desa akan merupakan pelaksana yang mempunyai peranan yang sangat penting. 
 Keempat : Ketentuan ini bermaksud menghapuskan hak- hak yang masih bersifat 

feodal dan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. 
  
Termasuk Lembaran-Negara No. 104 tahun 1960. 
 
 -------------------------------- 
 
 CATATAN 
 



*) Disetujui D.P.R.G.R. dalam rapat pleno terbuka ke-8 pada hari Rabu tanggal 14 September 1960, 
P.6/1960 

 
Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 

YANG TELAH DICETAK ULANG 
 
 UU 6/1960, SENSUS *)........ 
Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU) 

 
Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 
Nomor: 6 TAHUN 1960 (6/1960) 

 
Tanggal: 24 SEPETEMBER 1960 (JAKARTA) 

 
Sumber: LN 1960/105; TLN NO. 2044 

 
Tentang: SENSUS *) 

 
Indeks: SENSUS. 
 
 
 Presiden Republik Indonesia, 
 
 Menimbang : 
a. bahwa guna menyusun rencana-rencana pembangunan nasional disegala bidang diperlukan bahan-

bahan yang lengkap dan sempurna mengenai pelbagai hal : 
b. bahwa salah satu jalan yang sempurna guna pelaksanaan pengumpulan bahan-bahan tersebut, ialah 

mengadakan sensus secara berkala; 
c. bahwa Volkstelling Ordonnantie 1930 (Staatsblad 1930 No. 128), yang hanya mengatur sensus 

penduduk tidak lagi sesuai dengan keadaan dan kemajuan-kemajuan yang cepat yang dicapai oleh 
negara kita; 

d. bahwa untuk penyelenggaraan sensus-sensus perlu diadakan peraturan-peraturan; 
 
 Mengingat : 
a. surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 26 P.M./1958, tanggal 16 Januari 1958 

yang berisi pemberian tugas kepada Biro Pusat Statistik untuk menyelenggarakan pekerjaan 
persiapan sensus penduduk dalam tahun 1960 atau tahun 1961; 

b. Keputusan Kabinet dalam sidangnya ke-III, pada tanggal 14 Juni 1958, yang menyetujui untuk 
mengadakan sensus pertanian di Indonesia pada tahun 1962; 

c. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945; 
 
 
 Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong 
 
Memutuskan : 
 
 Mencabut Volkstelling Ordonnantie 1930 (Staatsblad 1930 No. 128) dan 
  
Menetapkan: 
 Undang-undang tentang Sensus. 
 



     Pasal 1. 
 
Sensus, ialah usaha-usaha : 
a. mengumpulkan bahan-bahan guna mengetahui jumlah serta sifat-sifat sesuatu hal diseluruh atau 

dibagian tertentu dari wilayah Negara pada waktu yang tertentu seperti : penduduk (sensus 
penduduk), perumahan (sensus perumahan) pertanian (sensus pertanian), industri (sensus 
perindustrian), keagamaan/ kepercayaan/aliran masyarakat (sensus keagamaan/aliran 
masyarakat)atau lain-lain hal yang dipandang perlu oleh Pemerintah; 

b. mengolah, menyusun dan menyiarkan bahan-bahan yang diperolehnya, demikian pula 
memberikan keterangan-keterangan seperlunya kepada Pemerintah khususnya dan masyarakat 
umumnya. 

     Pasal 2. 
 
 Penyelenggaraan sensus ditugaskan kepada Biro Pusat Statistik 
 
     Pasal 3. 
 
(1)  Sensus penduduk diadakan pada tahun 1961 dan untuk selanjutnya diadakan pada tahun-tahun 

yang dapat dibagi dengan angka 10. 
(2)  Waktu mengadakan sensus yang lain-lainnya ditentukan dengan Peraturan Pemerintah, dengan 

ketentuan sekurang-kurangnya dalam 10 tahun diadakan sekali. 
(3)  Peraturan pelaksanaan untuk tiap-tiap jenis sensus diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
                     Pasal 4. 
 
(1)  Kepala Biro Pusat Statistik mempersiapkan, menyelenggarakan dan memimpin sensus yang 

diadakan untuk seluruh Indonesia dan membentuk Kantor-kantor Cabang ditempat- tempat yang 
dipandang perlu, dengan menentukan batas-batas wilayah kerjanya. 

(2)  Kepala Kantor Cabang memimpin pelaksanaan sensus masing-masing dalam batas-batas daerah 
kerja yang ditentukan. 

(3) Pelaksanaan sensus dilakukan oleh petugas-petugas sensus. 
 
                     Pasal 5. 
 
(1)  Petugas-petugas sensus diangkat oleh Kepala Kantor Cabang atau pejabat lain yang ditunjuk 

olehnya selama waktu yang diperlukan untuk sensus. 
(2)  Kepada tiap-tiap petugas sensus diberikan surat penetapan pengangkatan. 
(3)  Kepala Biro Pusat Statistik menetapkan honorarium untuk petugas sensus. 
 
                     Pasal 6. 
  
 (1)  Dengan menunjukkan surat penetapan pengangkatan di maksud dalam pasal 5 ayat (2) 

diatas, khusus untuk keperluan pelaksanaan sensus, petugas sensus mendapat kebebasan 
memasuki halaman, pelataran, tanah-tanah tempat peribadatan, tanah-tanah pertanian, 
perkebunan dan tanah-tanah perusahaan lainnya, demikian pula masuk kedalam alat-alat 
pengangkutan yang terletak didalam daerah kerja yang telah ditetapkan baginya. 

 
 (2)  Kebebasan tersebut diatas diatur lebih lanjut didalam Peraturan Pemerintah, sehingga 

sesuai dengan tujuannya, dan selanjutnya kepada petugas sensus dapat diberikan 
wewenang-wewenang lain yang perlu guna melaksanakan tugasnya, dengan mengingat 
ketertiban umum dan tata-susila. 

 
     Pasal 7. 



 
 Setiap orang dan badan yang ada di Indonesia sewaktu diadakan sensus, diwajibkan memberi 
bantuan seperlunya guna melancarkan pelaksanaan sensus. 
 Kewajiban memberi bantuan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, dengan 
memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan keamanan nasional. 
 
                         Pasal 8. 
 
(1)  Kepala Biro Pusat Statistik, Kepala Kantor Cabang serta petugas-petugas sensus diwajibkan 

merahasiakan segala keterangan mengenai diri seseorang dan/atau badan yang diperolehnya dari 
sensus. 

(2)  Pengumuman hasil-hasil sementara atau yang bersifat lokal dari sensus hanya dapat diberikan oleh 
Kepala Biro Pusat Statistik atau dengan persetujuannya oleh Kepala Kantor Cabang atau pejabat-
pejabat lain yang ditunjuknya. 

 
                         Pasal 9. 
 
(1)  Barangsiapa dengan sengaja mengacaukan, menghalang- halangi atau mengganggu jalannya 

sensus yang diselenggarakan menurut Undang-undang ini, dapat dihukum dengan hukuman 
penjara setinggi-tingginya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 20.000,- 

(2)  Barangsiapa dengan sengaja menolak memberi bantuan yang diwajibkan sesuai dengan pasal 7 
diatas, dapat dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya tiga bulan atau denda 
sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,-. 

(3)  Barangsiapa yang wajib memberikan keterangan guna keperluan sensus, dengan sengaja 
memberikan keterangan yang tidak benar, dapat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-
tingginya   enam  bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- 

(4)  Kepala biro Pusat Statistik, Kepala Kantor Cabang serta petugas-petugas sensus yang dengan 
sengaja membuka rahasia sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) atau menyalahgunakan 
kewenangan yang diberikan kepada mereka, dapat dikenakan hukuman penjara setinggi-tingginya 
enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-. 

(5)  Petugas Sensus yang melalaikan kewajiban dapat dikenakan hukuman kurungan setinggi-
tingginya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,-. 

 
                         Pasal 10. 
(1)  Tindak-pidana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), (3), dan (4) dianggap sebagai kejahatan. 
(2)  Tindak-pidana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dan (5) dianggap sebagai pelanggaran. 
 
     Pasal 11. 
 
(1) Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Sensus 1960. 
(2) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. 
 
 Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan 
penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.  
 
 
Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 24 September 1960 
Presiden Republik Indonesia. 
 
SUKARNO. 
 
Diundangkan 



pada tanggal 24 September 1960. 
Sekretaris Negara                                               
TAMZIL. 

PENJELASAN 
UNDANG-UNDANG No. 6 TAHUN 1960 

TENTANG 
SENSUS. 

 
 
 PENJELASAN UMUM. 
 
 Untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur seperti dicita-citakan oleh Rakyat 
Indonesia, diperlukan pembangunan disegala lapangan. Tidak ada suatu pembangunan dapat terlaksana 
dengan baik, jika tidak direncanakan lebih dulu dengan seksama. Untuk itu diperlukan pengumpulan 
bahan-bahan dan keterangan- keterangan yang luas dan lengkap dengan penyelidikan yang teliti. 
 Tidak ada suatu proyek dapat terlaksana dengan baik, kalau sebelumnya tidak diketahui dengan 
seksama jumlah penduduk yang akan mengambil manfaat dari proyek tersebut, apa lapangan hidup serta 
mata pencarian dan lain-lain keadaan dari penduduk yang bersangkutan. 
 Pencacahan (sensus) jiwa untuk Indonesia dilakukan yang terakhir pada tahun 1930 dan hingga 
kini untuk seluruh Indonesia belum pernah diadakan lagi. 
 Adalah sudah sewajarnya dan benar-benar dirasakan perlunya, bahwa sesudah sekian lamanya, 
segera diadakan usaha kearah itu. 
 Peraturan yang lama (Volkstelling Ordonantie tahun 1930) tidaklah sesuai lagi dengan keadaan 
dankemajuan-kemajuan yang cepat yang dicapai oleh negara dan masyarakat dan karenanya perlu diganti. 
 Selain dari pada itu dizaman modern ini tidaklah cukup bila hanya diadakan sensus mengenai 
penduduk saja, akan tetapi disamping itu dirasa sangat perlu untuk juga mengadakan sensus mengenai 
bidang lainnya seperti : perumahan, pertanian, perindustrian, keagamaan aliran masyarakat dan hal-hal 
lainnya lagi yang dipandang perlu, dengan catatan bahwa selalu akan diperhatikan kemungkinan 
menempuh tehnik dan cara yang ringkas tidak terlampau memberatkan anggaran belanja negara dan terlalu 
banyak memerlukan pengerahan tenaga manusia dan material. 
 Sedapat mungkin mengenai bidang lainnya yang termasuk penting juga untuk dipelajari seluk-
beluknya, karena dari sensus-sensus lainnya telah dapat tersususun rangka (benchmark) berupa keterangan-
keterangan pokok, akan dilakukan penyelidikan secara sampling, yakni penyelidikan yang terbatas kepada 
sebagian dar pada keseluruhan etapi tidak mengurangi pendapatan-pendapatan/ sifat-sifat keseluruhannya 
sehingga dengan demikian hasil itu cukup mewakili keseluruhan tersebut. 
 Dengan demikian usaha berbagai macam sensus tidak usah mendesak lain-lain usaha Pemerintah. 
 
 PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. 
 
Pasal 1. 
 
 Pasal ini memberi keterangan singkat mengenai pekerjaan dan obyek sensus. 
 Dalam hal ini perlu diperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu sensus yang 
modern, yaitu : 
 a. suatu sensus nasional diselengggarakan oleh Pemerintah dibantu oleh Pemerintah 

setempat/otonom. 
 b.  sensus harus meliputi daerah yang tertentu. 
 c.  sensus harus mencangkupi segenap individu tanpa ada yang dilupakan atau dihitung dua 

kali. 
 d.  jumlah yang dicacah harus bertalian dengan satu waktu yang tertentu dan sedapat 

mungkin bersamaan untuk seluruh wilayah. 
 e. Keterangan-keterangan harus didapatkan dari penanyaan langsung, bukan dari daftar-

daftar (register desa dan sebagainya). 
 f. pengolahan, dan penyusunan dan penyiaran hasil pencacahan merupakan bagian-bagian 

yang tidak terpisahkan dari pekerjaan Sensus. 



 
Pasal 2. 
 
 Mengingat, bahwa statistik dan sensus berhubungan erat satu sama lain maka dianggap bijaksana 

untuk menyerahkan penyelenggaraan sensus kepada Biro Pusat Statistik. 
 
Pasal 3. 
 
 Oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dianjurkan, supaya Negara- Negara Angota Perserikatan 

Bangsa-Bangsa mengadakan sensus penduduk dan sensus pertanian dinegaranya masing-masing 
serentak pada sekitar tahun 1960 dan selanjutnya tiap-tiap 5 tahun atau 10 tahun sekali. 

 Pemerintah Republik Indonesia telah memutuskan mengadakan sensus penduduk di Indonesia 
sekitar tahun 1960. 

 Dikirakan tahun 1961 akan merupakan tahun sensus penduduk yang pertama bagi negara Republik 
Indonesia setelah 30 tahun di Indonesia tidak lagi diadakan. 

 Jangka waktu antara 2 sensus bagi pencacahan (sensus) penduduk dibedakan dengan jangka waktu 
bagi sensus lainnya, atas pertimbangan bahwa bagi sensus-sensus lainnya sangat mungkin karena 
cepatnya perkembangan dibidang-bidang itu perlu diambil jangka waktu yang lebih singkat 
daripada 10 tahun. 

 
Pasal 4. 
 
 Kepala Biro Pusat Statistik bertanggung-jawab atas segala sesuatu dari Sensus, baik dalam 
persiapan, organisasi, maupun pimpinan dalam penyelenggaraannya. 
 Penyelenggaraan sensus, berhubung dengan luasnya pekerjaan, tidak dapat dilakukan dari Pusat 

saja dan dirasa perlu dibentuk Kantor-Kantor Cabang. Pelaksanaan Sensus didaerah dipimpin oleh 
Kepala Kantor Cabang, dibantu oleh petugas-petugas sensus (pencacah, pemeriksa dan pengawas). 

 
Pasal 5. 
 
 Usaha mencari dan mengangkat petugas-petugas sensus yang terdiri dari orang-orang dari 
berbagai golongan tingkat pendidikan dan pengetahuan serta berbagai lapangan pekerjaan memerlukan 
koordinasi. Untuk mempermudah pelaksanaan pengangkatan para petugas sensus ini, Kepala Kantor 
Cabang dapat memberi kuasa kepada penjabat lain, misalnya penjabat dari kalangan 
pamongpraja/pemerintahan setempat untuk melakukan pengangkatan tersebut. 
 
Pasal 6. 
 
 Guna melaksanakan sensus, para petugas sensus perlu mendapat kebebasan masuk halaman, 

tanah-tanah pertanian, perkebunan, tanah-tanah tempat peribadatan dan lain-lainnya, pula masuk 
dalam alat-alat pengangkutan. 

 Kebebasan ini tentulah tidak tanpa batas-batas, akan tetapi harus dibatasi dengan misalnya 
mengingat kepada waktu, ketatasusilaan, adat istiadat sedaerah, agama, ketertiban umum dan lain 
sebagainya. 

 
Pasal 7. 
 
 
 Setiap sensus memberikan bahan-bahan pokok yang sangat diperlukan untuk rencana 
pembangunan dan pelaksanaannya membutuhkan beaya yang besar sekali. Sensus tidak akan berhasil jika 
tidak cukup mendapat sambutan, bantuan dan kerja sama yang baik antara setiap fihak yang bersangkutan 
dan karenanya kewajiban membantu pelaksanaan sensus perlu dijamin dengan Undang-Undang. 
 Yang dimaksudkan dengan setiap orang disini ialah bukan hanya warga negara Republik 



Indonesia saja, akan tetapi termasuk pula setiap orang asing yang ada di Indonesia sewaktu diadakan 
sensus. 
 Yang dimaksudkan disini dengan badan-badan Swasta, baik yang bersifat badan hukum maupun 

bukan. 
 
Pasal 8. 
 
 Keterangan-keterangan yang diperoleh dari seseorang kadang- kadang adalah sangat pribadi dan 

karenanya perlu dilindungi dengan undang-undang supaya tetap rahasia. Kewajiban merahasiakan 
ini perlu pula guna menjamin supaya pertanyaan-pertanyaan dalam sensus yang sangat pribadi 
terjawab dengan sebenarnya. 

 Untuk menjaga supaya tidak ada pengumuman yang bersimpang-siur tentang hasil-hasil dari 
Sensus, maka perlu diadakan pengaturan siapa yang berwenang mengadakan pengumuman tersebut. 
 
Pasal 9. 
 
 Mengingat bahwa sensus merupakan usaha yang luas yang  memerlukan biaya dan pengerahan 

tenaga yang banyak maka dipandang sangat perlu diadakan ancaman hukuman terhadap setiap 
gangguan, penghalangan dan pengacauan jalannya sensus agar terpelihara kelancarannya. 
Mengambil kartu-kartu sensus atau menghapuskan tanda-tanda/nomor-nomor pada bangunan-
bangunan yang digunakan dalam mempersiapkan pencacahan adalah tergolong tindakan yang 
dilarang dan dikenakan hukuman. Lebih terkutuk lagi perbuatan-perbuatan penghasutan untuk 
tidak memberikan bantuan seperlunya atau menghalanghalangi para petugas sensus menunaikan 
tugasnya dengan baik. 

 Karena itu terhadap perbuatan-perbuatan demikian itu  diadakan ancaman hukuman yang 
paling berat. Perbuatan terkutuk itu dapat timbul baik dari fihak umum maupun dari fihak petugas 
sendiri. 

 Setiap orang diwajibkan memberi keterangan-keterangan yang benar oleh karena dengan jalan 
inilah hasil baik dari pada sensus dapat terjamin. Setiap orang tidak usah khawatir bahwa keterangan-
keterangan yang diberikannya atas kepercayaan, akan dibocorkan kepada fihak yang tidak bertanggung 
jawab atas kegiatan Statistik, karena para petugas sensus dan juga pejabat-pejabat atasan diwajibkan 
dengan ancaman hukuman untuk merahasiakan keterangan-keterangan perseorangan seperti tertera dalam 
pasal 9 ayat 4. 
 Pengalaman selama ini baik dinegara kita maupun dibanyak negara-negara lain menunjukkan 
bahwa jawaban-jawaban dan bantuan yang sebaiknya, diperoleh bila dapat tertanam terlebih dahulu 
suasana kepercayaan dan keinsyafan akan kegunaan pengumpulan keterangan-keterangan statistik itu 
dikalangan masyarakat. 
 Ini dapat tercapai dengan penerangan yang tepat serta usaha yang teliti untuk menghindari 

dimasukkannya pertanyaan-pertanyaan yang dapat menyinggung perasaan, menimbulkan 
kecurigaan atau yang sulit-sulit dijawab. Meskipun demikian sebagai langkah terakhir perlu 
diadakan ancaman hukuman terhadap pelanggaran-pelanggaran berupa keengganan memberikan 
keterangan yang diperlukan. 

 Juga terhadap petugas-petugas yang melalaikan kewajibannya dapat dikenakan hukuman. Bila 
seorang pencacah misalnya mengabaikan ancer-ancer waktu kerja yang telah ditetapkan oleh atasannya 
atau tiba-tiba meninggalkan pekerjaannya tanpa alasan yang sah atau dengan cerobah menyelesaikan 
tugasnya maka ia dapat dianggap melalaikan kewajibannya. 
 
 Pasal 10. 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 11. 
 Cukup jelas. 
 
 -------------------------------- 



 
 CATATAN 
 
*) Disetujui D.P.R.G.R. dalam rapat pleno terbuka ke-6 pada hari Senin tanggal 5 September 1960, 

P.4/1960 
 
Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 

YANG TELAH DICETAK ULANG 
 
 UU 7/1960, STASTISTIK *)........ 
Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU) 

 
Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 
Nomor: 7 TAHUN 1960 (7/1960) 

 
Tanggal: 26 SEPTEMBER 1960 (JAKARTA) 

 
Sumber: LN 1960/109; TLN NO. 2048 

 
Tentang: STASTISTIK *) 

 
Indeks: STATISTIK 
 
 Presiden Republik Indonesia, 
 
 Menimbang: 
a. bahwa guna melaksanakan pembangunan semesta oleh Negara serta untuk lain-lain keperluan 

kebijaksanaan Pemerintah dan masyarakat pada umumnya perlu tersedia statistik-statistik yang 
memberikan gambaran berupa angka yang wajar dari segenap ciri-ciri, kegiatan dan keadaan 
masyarakat Indonesia, 

b. bahwa kegiatan statistik yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik sampai dewasa ini masih 
didasarkan pada "Statistiek Ordonantie 1934" (Staatsblad 1934 No. 508), yang dilengkapi dengan 
Keputusan-keputusan Menteri Perekonomian/Perdagangan, padahal ordonansi tersebut tidak 
sesuai lagi dengan keadaan dan kemajuan-kemajuan yang cepat yang dicapai oleh Negara kita; 

c. bahwa disegenap kegiatan statistik perlu diadakan keseragaman, koordinasi dan pembagian tugas 
diantara instansi-instansi Pemerintah; 

d. bahwa mutu statistik nasional perlu dipertinggi; 
 
 Mengingat : 
a. Musyawarah Dewan Menteri tanggal 8 Januari 1960: 
b. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945; 
c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 

1960 No. 31); 
 
 
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong; 
 
 
 Memutuskan : 
 
 Mencabut "Statistiek Ordonnantie 1934" (Staatsblad 1934 No. 508) sebagaimana dilengkapi 



dengan Keputusan-keputusan Menteri Perekonomian/Perdagangan dan 
 
Menetapkan : 
Undang-undang tentang Statistik. 
 

BAB I 
UMUM. 

 
Pasal 1. 

 
Definisi. 

 
(1)  Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan "statistik" ialah keterangan-keterangan berupa 

angka yang memberikan gambaran yang wajar dari seluruh ciri-ciri, kegiatan dan keadaan 
masyarakat Indonesia. 

(2)  Dengan "kegiatan statistik" dimaksud seluruh tindakan yang meliputi: pengumpulan, penyusunan, 
pengumuman dan analisa dari pada keterangan-keterangan berupa  angka. 

 
 Pasal 2. 
  
 Tentang Biro Pusat Statistik. 
 
(1)  Didalam lingkungan Kabinet Perdana Menteri sebagai badan penyaluran statistik bertindak Biro 

Pusat Statistik. 
(2)  Biro Pusat Statistik mempunyai tugas: 
 a. melakukan kegiatan statistik yang ditugaskan kepadanya oleh Pemerintah, antara lain 

dibidang pertanian agraria, pertambangan, perindustrian, perhubungan, perdagangan, 
perburuhan, keuangan, pendapatan nasional pendidikan dan keagamaan; 

 b. atas nama Pemerintah melaksanakan koordinasi dilapangan kegiatan statistik dari 
segenap instansi Pemerintah, dipusat maupun didaerah, dengan tujuan mencegah 
dilakukannya pekerjaan-pekerjaan yang serupa (doublures) oleh dua atau lebih instansi, 
memajukan keseragaman dalam penggunaan definisi, klasifikasi. ukuran-ukuran dan lain-
lain: 

 c. mengadakan daya-upaya agar masyarakat menyadari tujuan dan kegunaan statistik guna 
memudahkan penyelidikan statistik. 

(3)  Susunan dan organisasi Biro Pusat Statistik diatur oleh Peraturan Pemerintah. 
 

Pasal 3. 
 

Tentang Badan Penasehat Negara Urusan Statistik. 
 
(1)  Sebuah Badan Penasehat Negara Urusan Statistik 
 dibentuk, yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil Dewan Perancang Nasional, pegawai-pegawai 

tinggi beberapa Departemen serta Kepala Biro Statistik, ditambah dengan beberapa tenaga ahli. 
(2)  Badan Penasehat Negara Urusan Statistik mempunyai tugas memberi pertimbangan kepada 

Pemerintah tentang obyek- obyek apa yang perlu disusun statistiknya, cara dan organisasi dari 
pelaksanaan sesuatu kegiatan statistik dan siapa yang sebaiknya menyelenggarakan penyelidikan 
itu. 

(3)  Bila perlu Badan Penasehat Negara Urusan Statistik ini dapat meminta keterangan, pendapat dan 
saran dari fihak lain guna dapat menyusun nasehat yang seksama. 

 
BAB II. 

 



PELAKSANAAN PEKERJAAN STATISTIK. 
 

Pasal 4. 
 

Penyelenggaraan. 
 

(1)  Biro Pusat Statistik dalam mengumpulkan keterangan-keterangan berupa angka yang diperlukan 
untuk melaksanakan penyusunan statistik yang ditugaskan kepadanya oleh Pemerintah, dapat 
mengerahkan pegawai-pegawainya sendiri atau pegawai- pegawai instansi Pemerintah lainnya 
maupun orang-orang lain. 

(2)  Biro Pusat Statistik, setelah mengadakan hubungan dan perundingan dengan lain instansi 
Pemerintah, dipusat maupun didaerah, berwenang menyerahkan sebagian dari pekerjaan statistik 
kepada instansi tersebut. 

 Bagian pekerjaan yang dapat diserahkan berupa: 
 a. menyediakan bahan-bahan keterangan yang diperlukan sebagai persiapan penyelidikan 

statistik. 
 b. melancarkan masuknya daftar isian. 
 c. meneliti kebenaran dan kelengkapan keterangan-keterangan yang diberikan dalam daftar 

isian. 
(3)  Kegiatan statistik ini diatur dengan peraturan pelaksanaan tersendiri. 
 

Pasal 5. 
 

Koordinasi. 
 

(1)  Untuk kepentingan koordinasi dilapangan statistik, maka setiap pejabat yang bertanggung-jawab 
mengenai urusan statistik sesuatu instansi Pemerintah, bila intansinya bermaksud mengadakan 
kegiatan statistik, diharuskan terlebih dahulu mendengarkan pendapat Kepala Biro Pusat Statistik 
mengenai rencananya yang lengkap, disertai contoh daftar isian yang akan dipakai, penjelasan-
penjelasannya, macam statistik yang akan disusun dan pembiayaannya. 

(2)  Kegiatan statistik yang menurut pendapat Kepala Biro Pusat Statistik memerlukan biaya yang 
besar atau meliputi kalangan yang luas, penyelenggaraannya perlu mendapat persetujuan 
Pemerintah. 

(3)  Barangsiapa yang bertanggung-jawab mengenai urusan statistik sesuatu instansi Pemerintah, 
berkewajiban menyampaikan kepada Biro Pusat Statistik salinan dari statistik-statistik yang 
dihasilkan, kecuali statistik yang semata-mata diperlukan untuk menggunakan intern instansi yang 
bersangkutan. 

 
Pasal 6. 

 
Kewajiban untuk memberikan keterangan statistik. 

 
(1)  Biro Pusat Statistik atau intansi Pemerintah lainnya yang mendapat tugas atau izin khas dari 

Pemerintah untuk mengadakan suatu kegiatan statistik dapat mewajibkan setiap orang atau badan 
untuk memberikan keterangan-keterangan statistik yang diperlukan, baik secara lisan maupun 
tertulis. 

(2)  Dalam hal tertentu Pemerintah dapat memberi wewenang kepada Biro Pusat Statistik atau instansi 
Pemerintah lainnya, untuk keperluan kegiatan statistik, melihat dalam buku-buku dan/atau naskah-
naskah dari orang atau badan. 

 Barangsiapa yang bertanggung-jawab atas buku-buku dan/atau naskah-naskah tersebut, 
diwajibkan memperlihatkannya bila diminta. 
(3)  Keterangan-keterangan mengenai periode yang menurut pandangan Badan Penasehat Negara 

Urusan Statistik tergolong rahasia perusahaan tidak termasuk keterangan-keterangan yang 
diwajibkan oleh Undang-undang ini untuk diberikan. 



 
Pasal 7. 

 
Kerahasiaan keterangan-keterangan perseorangan. 

 
 
(1)  Untuk menjamin kerahasiaan keterangan perseorangan mengenai orang atau badan, maka setiap 

orang yang mendapatkan tugas untuk melakukan kegiatan statistik, dilarang meneruskan 
keterangan itu, selain yang diperlukan untuk menunaikan tugasnya dibidang statistik, atau bila 
terjadi suatu perkara sebagai termaksud pada pasal 8 dan 9. 

(2)  Pemerintah menentukan setelah mendengarkan pertimbangan Badan Penasehat Negara Urusan 
Statistik, hasil-hasil mana dari kegiatan statistik dapat diumumkan, dengan pengertian bahwa 
sesuatu yang dapat mengakibatkan kerugian bagi seseorang atau badan yang memberikan 
keterangan itu, tidak akan diumumkan. 

 
BAB III. 

 
PELANGGARAN DAN HUKUMAN. 

 
Pasal 8. 

 
Bagi petugas statistik. 

 
(1)  Barangsiapa yang mendapat tugas, melakukan kegiatan statistik dibawah Undang-undang ini, 

yang : 
 a. dengan sengaja melanggar larangan dalam pasal 7 ayat (1) diatas, atau 
 b. dengan sengaja membantu memberikan atau membuat keterangan statistik yang palsu, 

atau 
 c. dalam menjalankan tugasnya mencari atau mencoba memperoleh keterangan lain dari 

pada yang ditugaskan kepadanya, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 
enam bulan atau hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). 

 
(2)  Tindak-pidana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dianggap sebagai kejahatan. 
 

Pasal 9. 
 

Bagi yang memberikan keterangan statistik. 
 
(1)  Barang siapa menurut Undang-undang ini diwajibkan memberi keterangan untuk keperluan 

kegiatan statistik, yang : 
 a. tanpa alasan yang sah menolak memberi keterangan yang diminta oleh petugas statistik, 

atau 
 b. sesudah mendapat peringatan tertulis, tanpa alasan yang sah belum juga mengirimkan 

kembali dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat peringatan itu daftar isian 
yang dikirimkan kepadanya untuk diisi, atau 

 c. tidak memenuhi kewajiban untuk memperlihatkan buku-buku dan/atau naskah-naskah 
seperti dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-
tingginya enam bulan atau hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000, (sepuluh 
ribu rupiah). 

(2)  Bila dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub b dari pasal ini sampai perlu disusuli 
surat peringatan yang kedua dan orang yang wajib memberikan keterangan itu tanpa alasan yang 
sah masih belum juga mengisi dan mengirimkan kembali daftar isian itu dalam jangka waktu yang 
telah ditetapkan, maka hukuman pelanggaran itu dapat diperberat sampai dua kalinya. 



(3)  Barangsiapa yang menurut pasal 6 ayat (1) diatas diwajibkan memberikan keterangan statistik, 
dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar, dihukum dengan hukuman penjara 
setinggi-tingginya satu tahun atau hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 20.000,- (dua puluh 
ribu rupiah). 

(4)  Tindak-pidana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dianggap sebagai pelanggaran dan 
tindakan-tindakan dimaksud dalam ayat (3) pasal ini sebagai kejahatan. 

 
BAB IV. 

 
PENUTUP. 

 
Pasal 10. 

 
Ketentuan-ketentuan yang disebut dalam pasal-pasal 6, 7, 8  dan 9 Undang-undang ini hanya berlaku bagi 
kegiatan-kegiatan statistik yang dilakukan atas tugas atau dengan izin khas dari Pemerintah. 

Pasal 11. 
 

 Hal-hal yang perlu diatur lebih lanjut guna melaksanakan pekerjaan statistik diatur oleh Peraturan 
Pemerintah. 

 
Pasal 12. 

 
(1) Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Statistik 1960. 
(2)  Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.  Agar setiap orang dapat 

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam 
Lembaran-Negara Republik Indonesia. 

 
 
Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 26 September 1960. 
Pejabat Presiden Republik Indonesia, 
 
DJUANDA. 
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 26 September 1960. 
Ajun Sekretariat Negara, 
 
SANTOSO. 
 
 

PENJELASAN 
UNDANG-UNDANG No. 7 TAHUN 1960 

TENTANG 
STATISTIK. 

 
UMUM. 
 
 Usaha penyusunan Statistik di Indonesia selama pemerintah Hindia Belanda didasarkan kepada 
Statistik Ordonnantie 1934, yang tidak mempersoalkan penyelesaiannya bila terjadi suatu doublure dalam 
pekerjaan statistik. Hal ini dapat difahami mengingat dalam masa itu kebutuhan akan statistik pada 
umumnya terbatas kepada macam statistik yang menggambarkan perkembangan hasil usaha kapital asing 
saja, hingga sudahlah dipandang cukup memberikan ketentuan sekitar usaha penyusunan statistik oleh Biro 



Pusat Statistik. 
 Dengan beralihnya pemerintahan penjajahan ke Pemerintahan nasional, kebutuhan Pemerintah 
akan statistik bertambah luas lagi, apalagi mengingat bahwa guna penyusunan rencana pembangunan 
semesta dan penilaian pelaksanaannya diperlukan banyak keterangan kwantitatif sebagai dasar. Kenyataan 
yang nampak dewasa ini ialah hampir tiap jawatan penting menyusun statistik-statistik dibidangnya sendiri. 
 Karena itu Pemerintah menganggap perlu mengatur segenap kegiatan statistik agar merupakan 
usaha yang dikoordinasikan dengan maksud untuk mencapai daya guna setinggi-tingginya. Mengingat 
bahwa suatu obyek mempunyai banyak segi yang masing-masing menjadi perhatian bagi instansi tertentu, 
maka penyelidikan statistik yang dilakukan oleh berbagai instansi akan mudah memperlihatkan adanya 
pekerjaan rangkap (doublure), bila tidak ada suatu instansi yang bertindak sebagai badan koordinasi. Selain 
dari pada itu banyak keterangan-keterangan yang terkumpul dalam administrasi berbagai jawatan, bila 
secara sistematis disusun, dapat merupakan keterangan kwantitatif yang bermanfaat, baik sebagai bahan 
sesuatu statistik yang belum ada, maupun sebagai bahan yang memudahkan kelak suatu penyelidikan 
statistik, karena dengan tersedianya suatu "frame" dapatlah dipakai cara penyelidikan yang ringkas dan 
murah. Tambahan lagi Pemerintah menganggap penting juga bahwa dalam berbagai statistik diperhatikan 
dan digunakan pengertian-pengertian, ukuran-ukuran dan klasifikasi yang seragam hingga dipertinggi nilai 
dan kegunaan statistik itu. 
 Berhubung dengan hal-hal tersebut maka Undang-undang ini menunjuk suatu instansi sebagai 
badan koordinasi, ialah Biro Pusat Statistik. 
 Perihal kewajiban dan hak dari masyarakat terhadap usaha statistik perlu dijelaskan sebagai 
berikut : 
 Pertama-tama akan diusahakan agar terpupuk suatu pandangan dari masyarakat bahwa organisasi 
statistik dalam suatu negara adalah suatu lembaga yang pantas mendapat penghargaan dan kepercayaannya. 
Bukankah organisasi ini menjalankan tugas yang bertalian dengan usaha memajukan kesejahteraan umum 
suatu negara berupa penyediaan fakta-fakta yang dipakai sebagai dasar dari segala rencana dan 
pelaksanaannya baik bagi rakyat, perusahaan-perusahaan dan Pemerintah. Karena itu sudahlah wajar bahwa 
tiap-tiap anggota masyarakat diwajibkan membantu usaha pengumpulan keterangan-keterangan statistik, 
dan terhadap pelalaian kewajiban tersebut perlu diadakan hukuman. Sebaliknya anggota masyarakat berhak 
mendapatkan perlindungan agar keterangan-keterangan yang dalam kepercayaan (confidential) 
diberikannya guna keperluan statistik tidak diumumkan sebagai keterangan perseorangan atau digunakan 
untuk maksud lain. Dengan adanya jaminan yang demikian maka diharapkan bahwa tak ada suatu halangan 
untuk tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. 
 
 PASAL DEMI PASAL. 
 
Pasal 1. 
 
 Dengan statistik dimaksud dan disini statistik-statistik yang terutama ditujukan untuk keperluan 
yang luas, terutama guna memungkinkan perencanaan yang saksama dan dipakai juga sebagai dasar 
pengambilan keputusan-keputusan dalam menghadapi masalah-masalah dibidang ekonomi dan sosial yang 
dewasa ini bercorak ragam dan kompleks. Khususnya untuk keperluan Pemerintah dan umumnya untuk 
keperluan badan-badan, lembaga-lembaga, perusahaan-perusahaan swasta maupun perseorangan. Obyek 
yang menjadi sasarannya ialah aspek-aspek, gejala-gejala sosial, ekonomi dan kulturil dari pada masyarakat 
Indonesia serta keadaan alam sekitar masyarakat itu. 
 Meskipun statistik merupakan kesimpulan dalam bentuk angka-angka (data kwantitatif) mengenai 
gejala-gejala yang masaal, namun karena dapat disusun demikian rupa hingga dapat dinyatakan hubungan-
hubungan timbal balik antara satu dengan lain gejala, maka statistik dapat juga memberikan kesimpulan-
kesimpulan yang mengandung unsur-unsur kwalitatif. Karena dalam "kegiatan statistik" tersimpul juga 
analisa maka statistik tidak saja memberikan gambaran ringkas berupa angka tentang hal-hal yang 
terkumpul angka-angkanya, tetapi juga memungkinkan dibuatnya perkiraan-perkiraan dan/atau generalisasi 
dari pada golongan yang lebih luas lagi dari pada yang diselidiki. 
 
Pasal 2. 
 Mengenai kedudukan Biro Statistik didalam lingkungan KabinetPerdana Menteri perlu dijelaskan 

bahwa hal ini sesungguhnya berarti penetapan Biro tersebut dibawah pimpinan Menteri Pertama 



dalam rangka susunan Kabinet-Kerja sekarang ini. Penempatan disitu dianggap lebih praktis dan 
pula lebih bermanfaat ditilik dari sudut obyektivitet. 

 Biro Pusat Statistik selainnya menyelenggarakan beberapa macam statistik tertentu yang 
ditugaskan kepadanya oleh Pemrintah, juga berkewajiban mengatur agar kegiatan statistik yang dilakukan 
oleh berbagai instansi lainnya dapat disalurkan menuju maksud yang sewajarnya. 
 Umumnya tujuan dari pada organisasi statistik yang resmi ialah membuat statistik-statistik yang 
dibutuhkan oleh negara. Statistik itu berbeda-beda menurut gejala yang dipelajari, namun segenap statistik 
mempunyai satu hal yang sama. Ialah bahwa statistik merupakan pernyataan berupa angka tentang 
masyarakat yang mempunyai banyak faset, tetapi merupakan satu kesatuan yang organik, terpengaruh oleh 
bagian-bagiannya, dan mempengaruhi bagian-bagiannya. 
 Dalam masyarakat modern dan kompleks maka pengetahuan  seseorang dan pengalaman 

individual tidaklah cukup untuk mendapatkan seluruh fakta dari suatu keadaan untuk mendasarkan 
keputusan-keputusannya. 

 Statistik adalah alat yang terbaik untuk memperoleh  keterangan yang cukup, dan dapat 
dipercayai mengenai gejala-gejala yang kompleks. 

 Karena adanya pertalian yang erat dengan berbagai kegiatan Pemerintah dalam menghadapi 
berbagai aspek dari pada masyarakat, maka statistik resmi sifatnya rangkap : beraneka warga dalam isi, 
tetapi satu dalam tujuan. Untuk mencapai maksud yang sewajarnya, statistik resmi harus diorganisasikan 
sebagai satu organ, sebagai bagian-bagian yang terjalin secara teratur menjadi satu dihadapkan kepada satu 
tujuan. Hal ini hanya tercapai dengan adanya-kesatuan dan koordinasi dalam kegiatan. 
 Usaha Biro Pusat Statistik perlu diperluas agar masyarakat menyadari sepenuhnya tujuan dan 

kegunaan statistik. Ini akan memudahkan usaha mengumpulkan keterangan-keterangan statistik. 
 Selainnya mengeluarkan brosur-brosur dan mengadakan siaran- siaran radio tentang statistik 

dengan tujuan memberikan pengetahuan secara populer kepada khalayak ramai, juga perlu 
diusahakan secara berkala penerbitan-penerbitan hasil statistik yang bersifat umum dalam bentuk 
sederhana dan ringkas. 

 
Pasal 3. 
 "Statistik Ordonnantie 1934" memuat ketentuan bahwa sebuah "Commissie voor de uitvoering van 

de Statistiekordonnantie" perlu mendampingi Pemerintah dalam menentukan kebijaksanaan dalam 
urusan statistik. Anggota-anggotanya diambilkan dari orang-orang yang mengingat kedudukannya 
dipandang mempunyai pandangan luas tentang kepentingan negara dan dunia perusahaan bertalian 
dengan pelaksanaan ordonnantie tersebut. Dengan sendirinya beberapa tokoh yang mewakili dunia 
perusahaan asing duduk juga sebagai anggaota didalamnya. 

 Dalam bentuk ketata-negaraan dewasa ini Pemerintah  beranggapan bahwa sudahlah 
cukup bila anggota Badan Penasehat Negara Urusan Statistik diambilkan dari kalangan pegawai-
pegawai tinggi Departemen-departemen dan wakil-wakil dari Dewan Perancang Nasional 
ditambah dengan Kepala Biro Pusat Statistik serta tenaga-tenaga ahli baik dari kalangan 
Pemerintah maupun dari kalangan swasta dan juga dari organisasi-organisasi rakyat. Dengan 
diikutsertakan Depernas didalam Badan ini maka terjamin pula adanya penyelesaian 
kebijaksanaan dilapangan statistik dengan kebutuhan Depernas akan keterangan statistik. 
Kemungkinan selalu ada untuk mendengarkan pendapat dari kalangan perusahaan dan badan-
badan swasta. 

 
Pasal 4. 
 Pengumpulan data statistik lazimnya memerlukan pengerahan tenaga "interviewer" yang tidak 
sedikit jumlahnya hingga tidaklah cukup bila hanya dikerahkan pegawai-pegawai dari Biro Pusat Statistik 
yang berada didaerah-daerah. Karena itu perlu diberi kemungkinan menggunakan tenaga dari luar Biro 
Pusat Statistik yang bila perlu diberi uang balas-jasa sebesar yang ditetapkan oleh Kepala Biro Pusat 
Statistik. 
 Acapkali pengumpulan keterangan-keterangan statistik  dilakukan secara meliwati pos dan 

dalam hal obyek penyelidikan terletak dipedusunan maka perlu adanya bantuan dari instansi-
instansi lain yang mempunyai petugas-petugasnya sampai dikecamatan atau kelurahan untuk 
melancarkan masuknya keterangan-keterangan atau untuk mengadakan penelitian terhadap 
kebenaran pengisian daftar pertanyaan yang dikirimkan. 



 Selain dari pada itu sering pula dalam menyiapkan suatu kegiatan statistik diperlukan bahan-bahan 
keterangan untuk dijadikan rangka dalam menyusun program kerja dan bahan-bahan ini dengan tidak 
begitu banyak usaha dapat diperoleh dari administrasi suatu jawatan/instansi tertentu. 
 
 
 Ayat (2) dari pasal ini memungkinkan diperolehnya bantuan serupa itu. 
 Tentang cara mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan-bahan keterangan statistik 

menghendaki pengaturan tersendiri dengan Peraturan Pelaksanaan karena cara-caranya akan 
berlainan bagi tiap-tiap macam statistik dan akan tergantung pula pada berbagai keadaan dan 
faktor pada masing-masing waktu. 

 
Pasal 5. 
 Dalam penjelasan mengenai pasal 2 telah dikemukakan bahwa perlu diadakan koordinasi dalam 
usaha penyusunan statistik. Koordinasi ditujukan pertama agar dalam hal sesuatu instansi bermaksud 
mengadakan penyelidikan statistik dapat dipastikan terlebih dahulu bahwa keterangan-keterangan yang 
diperlukan tidak dapat diperoleh dari penyelidikan lain yang telah dilakukan oleh instansi lain atau apakah 
bila ada penyelidikan lain tidak mungkin dengan sedikit tambahan pada hal-hal yang diselidiki menampung 
kebutuhan instansi itu. Dengan demikian tercapai penghematan pengeluaran negara dan khalayak ramaipun 
tidak banyak terganggu oleh berbagai macam daftar pertanyaan yang hampir serupa Keduanya, ditujukan 
untuk mencapai keseragaman dalam pemakaian cara, definisi, klassifikasi dan ukuran-ukuran hingga nilai 
dan kegunaannya bertambah. Perlu juga dijaga agar dalam pemberian uang balasjasa pada para interviewer 
diadakan patokan- patokan yang serupa untuk menghindarkan perbedaan dalam kesediaan membantu 
berbagai penyelidikan. 
 Mengingat bahwa Biro Pusat Statistik mempunyai tugas  menyusun dan menyediakan 

pelbagai macam statistik baik yang bahan-bahan dasarnya ia kumpulkan sendiri maupun yang 
didasarkan kepada bahan-bahan dari instansi lain, maka dari sudut praktis dianggap tetap bila Biro 
tersebut diberi fungsi juga untuk membahas rencana tiap penyelidikan statistik yang hendak 
diselenggarakan oleh sesuatu instansi. 

 Dengan demikian dapatlah diharapkan tidak saja tercegahnya doublure, tetapi juga bahwa tiap-tiap 
penyelidikan dapat diberi doublure, tetapi juga bahwa tiap-tiap penyelidikan dapat diberi bentuk yang lebih 
berguna lagi karena dapat mempersatukan beberapa kebutuhan. 
 Penyelidikan statistic secara kecil-kecilan ditilik dari sudut biayanya dan jumlah individu yang 
diselidiki ataupun yang cukup dijalankan oleh tenaga-tenaga dari instansi yang berkepentingan, dapat 
dilakukan sesudah rencananya terlebih dahulu dibicarakan dengan Biro Pusat Statistik. Tetapi dalam hal 
penyelidikan yang luas dan menyangkut berbagai instansi, maka perlu dimintakan persetujuan Pemerintah 
dahulu sebelumnya diselenggarakan. 
 Tiap-tiap tahun Pemerintah memerlukan gambaran tentang segenap aspek sosial ekonomi dari 
masyarakat dan untuk maksud tersebut maka Biro Pusat Statistik berkewajiban menyediakan suatu 
kumpulan macam-macam statistic yang disusun demikian rupa hingga dengan mudah dapat dipelajari 
hubungan antara sesuatu gejala dengan yang lain. Untuk memudahkan tugas tersebut maka kepada instansi-
instansi lain yang juga menyusun statistik diwajibkan meneruskan buah hasilnya kepada Biro Pusat 
Statistik, kecuali jika statistic itu hanya mempunyai arti bagi keperluan intern instansi tersebut. 
 
Pasal 6. 
 Seperti telah dikemukakan dalam penjelasan umum maka  kewajiban untuk memberikan 

keterangan-keterangan statistik yang diletakkan kepada seseorang atau badan tidaklah merupakan 
suatu hal yang perlu dirasa sebagai beban yang berat mengingat akan : 

 a. tujuannya statistik; 
 b. terjaminnya kerahasiaan keterangan perseorangan; 
 c. digunakannya keterangan-keterangan itu semata-mata untuk dioleh menjadi angka 

gabungan hingga terselubung sifat perseorangannya; 
 d. prinsip yang dianut oleh Biro Pusat Statistik bahwa sejauh mungkin harus dicegah 

diajukannya pertanyaan-pertanyaan yang dapat menimbulkan syak wasangka atau yang 
sangat menyangkut soal kepribadian hingga bila diwajibkan untuk dijawabnya, toh akan 
diperoleh keterangan-keterangan yang kurang dapat dipercaya. 



 
 Biro Pusat Statistik hanya akan menggunakan wewenangnya untuk melihat buku-buku/naskah-
naskah seseorang atau badan-dalam usahanya mengumpulkan keterangan statistik, bila obyek yang sedang 
disusun statistiknya memerlukan keterangan-keterangan yang khusus terdapat dalam buku-buku/naskah-
naskah itu, dan orang yang bertanggung-jawab dan wajib memberikan keterangan dimaksud, sendiri tanpa 
bantuan petugas statistik tidak dapat mengutip angka yang dikehendaki dan dimaksudkan oleh Biro Pusat 
Statistik. Atau bila perlu meneliti kebenaran angka-angka yang telah diteruskan kepada Biro Pusat Statistik. 
Sekali-sekali wewenang ini tidak ada sangkut-pautnya dengan penyelidikan bertalian dengan pajak atau hal 
lainnya diluar statistik. 
 
Pasal 7. 
 Pasal ini memberi jaminan tentang dipegangnya teguh sifat kerahasiaan dari keterangan-
keterangan perseorangan baik mengenai seseorang atau badan. 
 Meskipun tugas dari Biro Pusat Statistik menyajikan  keterangan berupa angka gabungan tetapi 

dapat pula terjadi bahwa angka gabungan itu masih belum cukup menyelubungi sifat 
perseorangan, misalnya saja angka yang merupakan gabungan mengenai produksi dari hanya dua 
perusahaan. Dalam hal ini dipertimbangkan terlebih dahulu apakah pengumuman angka demikian 
tidak dapat merugikan fihak yang telah memberikan keterangan-keterangan itu. Untuk itu maka 
Biro Pusat Statistik selalu merundingkan dan meminta persetujuannya kepada badan atau 
perusahaan yang bersangkutan. 

 
 
Pasal 8 dan 9. 
 Dalam usaha memperoleh bahan-bahan keterangan berupa angka dari seseorang atau badan, Biro 
Pusat Statistik selaku berpedoman kepada suatu kenyatan bahwa hasilnya akan lebih baik bila keterangan-
keterangan itu diberikannya secara sukarela dan dengan penuh kesadaran akan perlunya pengumpulan 
keterangan-keterangan itu, dari pada bila keterangan-keterangan itu diperoleh dengan ancaman hukuman. 
Dalam hal dirasakan adanya paksaan maka jawaban-jawaban itu akan cendrung untuk sedikit banyak 
menyimpang dari kebenaran. Karena itu akan selalu diperhatikan dengan sungguh-sungguh syarat-syarat 
tehnis mengenai pengumpulan keterangan-keterangan dan terlebih dahulu diselenggarakan pemberian 
penjelasan dan penerangan terhadap umum mengenai usaha itu. 
 Meskipun titik-berat dalam usaha statistik diletakkan pada kerja-sama yang seerat-eratnya dengan 
umum, namun ancaman hukuman perlu diadakan terhadap pelanggar-pelanggar yang tanpa alasan yang sah 
mengelakkan diri dari kewajibannya membantu usaha statistik. 
 Hukuman-hukuman yang disebut dalam kedua pasal ini  didasarkan kepada pokok pikiran 

bahwa pelanggaran/kejahatan yang serupa selayaknya diberi hukuman yang serupa pula baik bagi 
petugas maupun bagi umum. 

 Tindak pidana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) diancam  hukuman yang lebih berat dari pada 
tindak pidana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a karena kesimpulan statistik yang dibuat 
dari keterangan-keterangan palsu akan jauh lebih berbahaya dari pada jika tidak terdapat 
keterangan sama sekali. 

 
Pasal 10. 
 Mengenai kegiatan statistik lain dari pada yang dilakukan atas tugas atau dengan izin khas dari 
Pemerintah, dipandang tidak perlu untuk menggunakan ancaman hukuman yang ditentukan dalam pasal 8 
dan 9 dan untuk meletakkan kewajiban-kewajiban kepada umum sebagaimana tertera dalam pasal 6 dan 7, 
karena kegiatan statistik lainnya akan merupakan usaha secundair dalam arti penyusunan statistik yang 
bahan-bahannya tinggal mengambil dari catatan-catatan yang telah ada atau dari administrasi sesuatu 
instansi. Mungkin juga statistik lain itu merupakan statistik yang intern dan tidak menyangkut umum. 
 
Pasal 11. 
 Sudah jelas. 
 
Pasal 12. 



 Sudah jelas. 
 
 -------------------------------- 
 
 CATATAN 
 
*) Disetujui D.P.R.G.R. dalam rapat pleno terbuka ke-5 pada hari Senin tanggal 5 September 1960, 

P.5/1960 
 
Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 

YANG TELAH DICETAK ULANG 
 
 UU 8/1960, PEMBUATAN PERJANJIAN........ 
Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU) 

 
Oleh:  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 
Nomor: 8 TAHUN 1960 (8/1960) 

 
Tanggal: 15 OKTOBER 1960 (JAKARTA) 

 
Sumber: LN 1960/123; TLN NO. 2060 

 
Tentang: PEMBUATAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTAR REPUBLIK INDONESIA 

DAN KERAJAAN KAMBOJA *) 
 

Indeks: REPUBLIK INDONESIA. KERAJAAN KAMBOJA. PERSA HABATAN. 
 
 

Presiden Republik Indonesia, 
 
Menimbang : 
 
 bahwa perlu dibuat Perjanjian Persahabatan antara R epublik 

Indonesia dan Kerajaan Kamboja; 
 
Mengingat : 
a. Pasal 11, pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1)  Undang-undang 

Dasar Republik Indonesia; 
b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.  10 tahun 1960; 
 
 
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-R oyong; 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : 
 
 Undang-undang tentang pembuatan perjanjian persahab atan antara 

Republik Indonesia dan Kerajaan Kamboja. 
 

Pasal 1. 
 
Antara Republik Indonesia dan Kerajaan Kamboja dibu at Perjanjian 



Persahabatan yang telah ditanda-tangani pada tangga l 13 Pebruari 1959 
yang berbunyi sebagai terlampir dan yang pengesahan nya dilakukan oleh 
Presiden. 
 
*) Disetujui D.P.R.G.R. dalam rapat pleno terbuka k e-10 pada hari 

Kamis tanggal 29 September 1960/P. 10/1960. 
 

  Pasal 2. 
 
Perjanjian tersebut diatas mulai berlaku pada tangg al pertukaran piagam 
pengesahan di Phnon-Penh. 
 

Pasal 3. 
 
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diunda ngkan. 
 
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memer intahkan pengundangan 
Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran- Negara Republik 
Indonesia.  
 
 
Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 15 Oktober 1960. 
Pejabat Presiden Republik Indonesia, 
 
DJUANDA. 
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 15 Oktober 1960. 
Pejabat Sekretaris Negara, 
 
SANTOSO. 
 
 

PENJELASAN 
ATAS 

UNDANG-UNDANG No. 8 TAHUN 1960 
TENTANG 

PEMBUATAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA 
REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN KAMBOJA. 

 
 
Sebagai kelanjutan dari usaha Pemerintah Republik I ndonesia dalam 
melaksanakan politik "tetangga baik" serta politik luar negeri yang 
bebas dan aktip, dan mengingat semangat serta azas-  azas konperensi 
Asia-Afrika di Bandung 1955, Pemerintah Republik In donesia telah 
menanda-tangani suatu Perjanjian Persahabatan denga n Kerajaan Kamboja 
pada tanggal 13 Pebruari 1959 di Jakarta. 
 
Kerajaan Kamboja adalah salah satu negara tetangga kita di Asia Tenggara 
yang telah mendapat pengakuan de yure dari Peme- ri ntah Republik 
Indonesia dalam tahun 1956. Hubungan diplomatik tel ah terselenggara 
semenjak tahun 1957. 
 
Kerajaan Kamboja adalah satu negara peserta Konpere nsi Asia-Afrika di 
Bandung 1955 yang dengan politik luar negerinya yan g dalam praktek sama 
atau setidak-tidaknya mirip dengan politik luar neg eri Indonesia, telah 
menunjukkan sikap dan langkah- langkah yang konsekw en sesuai dengan 



semangat dan azas-azas konperensi Asia-Afrika di Ba ndung 1955. 
 
Hubungan Kerajaan Kamboja dan Republik Indonesia ad alah baik. Dalam 
pembicaraan-pembicaraan dengan Y.M. Pangeran Norodo m Sihanouk serta 
pengiring-pengiringnya selama kunjungannya ke Indon esia pada awal 
Pebruari 1959, Pemerintah mendapat kesan yang kuat,  bahwa Kerajaan 
Kamboja dan Republik Indonesia saling memerlukan ba ntuan. 
 
Selain dari pada itu, antara rakyat Indonesia dan r akyat Kamboja 
terdapat persamaan kebudayaan, hubungan darah dan k ekeluargaan yang 
dekat. 
 
Mengingat akan hal-hal tersebut diatas serta sesuai  pula dengan Piagam 
Perserikatan Bangsa-bangsa maka Pemerintah Republik  Indonesia 
berpendapat, bahwa adanya suatu dasar yang kuat unt uk lebih mempererat 
hubungan Indonesia-Kamboja perlu sekali diciptakan.  Berhubung dengan itu 
Pemerintah Republik Indonesia telah menanda-tangani  Perjanjian 
Persahabatan antara Republik Indonesia dan Kerajaan  Kamboja, suatu 
Perjanjian yang memberi kemungkinan untuk selanjutn ya mengadakan lain-
lain persetujuan dan/atau perjanjian yang diperluka n untuk menjamin 
kepentingan kita bersama. 
 
Perjanjian tersebut terdiri dari empat pasal, sedan gkan semangat dan 
kata-katanya mirip dengan Perjanjian Persahabatan I ndonesia-India. Dalam 
kata pendahuluannya dengan sengaja dimasukkan kata- kata mengenai 
semangat dan azas-azas konperensi Asia-Afrika di Ba ndung 1955, sebagai 
bukti pada dunia luar bahwa kedua negara itu menjun jung tinggi hasil-
hasil yang telah dicapai dalam konperensi Asia-Afri ka. 
 
 -------------------------------- 
 

CATATAN 
 
  Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam form at gambar.   
 
  
  
 
 
*) Disetujui D.P.R.G.R. dalam rapat pleno terbuka k e-10 pada hari 

Kamis tanggal 29 September 1960, P.10/1960 
 
Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 YANG 

TELAH DICETAK ULANG 
 
 UU 9/1960, POKOK POKOK KESEHATAN *)........ 
Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU) 

 
Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 
Nomor: 9 TAHUN 1960 (9/1960) 

 
Tanggal: 15 OKTOBER 1960 (JAKARTA) 

 
Sumber: LN 1960/131; TLN NO. 2068 

 



Tentang: POKOK-POKOK KESEHATAN *) 
 

Indeks: POKOK-POKOK KESEHATAN. 
 
 
 Presiden Republik Indonesia, 
 
Menimbang : 
a. bahwa kesehatan rakyat adalah salah satu modal pokok dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan 

bangsa, dan mempunyai peranan penting dalam penyelesaian revolusi nasional dan penyusunan 
masyarakat sosialis Indonesia; 

b. bahwa kesejahteraan umum termasuk kesehatan, harus diusahakan sebagai pelaksanaan cita-cita 
bangsa Indonesia yang tercantum dalam mukadimah Undang-undang Dasar; Menimbang pula: 

a. bahwa perlu ada dasar-dasar hukum untuk usaha kesejahteraan rakyat khusus dalam bidang 
kesehatan; 

b. bahwa perlu ditetapkan Undang-undang tentang Pokok-pokok Kesehatan agar dapat 
diselenggarakan kesehatan rakyat sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia; 

c. bahwa peraturan perundang-undangan tentang kesehatan yang berlaku sekarang yang dimaksud 
dalam "Het Reglement of de Dienst der Volksgezondheid" (Staatsblad 1882 No. 97) tidak sesuai 
lagi dengan cita-cita revolusi Nasional Indonesia dan karena itu perlu dicabut. 

 
Mengingat : 
a. Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar; 
b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960; 
 
 
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong; 
 
 Memutuskan : 
 
Menetapkan : 
 
Undang-undang tentang Pokok-pokok Kesehatan. 
 
 BAB I 
 KETENTUAN-KETENTUAN UMUM. 
 
 Pasal 1. 
 
Tiap-tiap warganegara berhak memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dan perlu diikut-
sertakan dalam usaha- usaha kesehatan Pemerintah. 
 
 Pasal 2. 
 
Yang dimaksud dengan kesehatan dalam Undang-undang ini ialah yang meliputi kesehatan badan, rohani 
(mental) dan sosial, dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan. 
 
 Pasal 3. 
 
(1)  Pertumbuhan anak yang sempurna dalam lingkungan hidup yang sehat adalah penting untuk 

mencapai generasi yang sehat dan bangsa yang kuat. 
 



(2)  Pengertian dan kesadaran rakyat tentang pemeliharaan dan perlindungan kesehatan adalah sangat 
panting untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 

 
 BAB II 
 
 TUGAS PEMERINTAH. 
 
 Pasal 4. 
 
Pemerintah memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan rakyat dengan menyelenggarakan dan 
menggiatkan usaha-usaha dalam lapangan : 
a) pencegahan dan pemberantasan penyakit, 
b) pemulihan kesehatan, 
c) penerangan dan pendidikan kesehatan pada rakyat, 
d) pendidikan tenaga kesehatan, 
e) perlengkapan obat-obatan dan alat-alat kesehatan, 
f) penyelidikan-penyelidikan, 
g) pengawasan, dan 
h) lain-lain usaha yang diperlukan. 
 
 Pasal 5. 
 
Pemerintah berusaha mencukupi keperluan rakyat yang pokok untuk hidup sehat, yang terdiri dari sandang-
pangan, perumahan dan lain-lain, serta melakukan usaha-usaha untuk mempertinggi kemampuan ekonomi 
rakyat. 
 
 Pasal 6. 
 
Pemerintah melakukan pencegahan penyakit dengan menyelenggarakan: 
 
1. hygiene lingkungan termasuk kebersihan. 
2. pengebalan (immunisasi), 
3. karantina, 
4. hal-hal lain yang perlu. 
 
 Pasal 7. 
 
Pemerintah memberantas penyakit menular dan penyakit endemis (penyakit rakyat). 
 
 Pasal 8. 
 
(1)  Pemerintah mengusahakan pengobatan dan perawatan untuk masyarakat diseluruh wilayah 

Indonesia secara merata, agar tiap-tiap orang sakit dapat memperoleh pengobatan dan perawatan 
dengan biaya yang seringan-ringannya. 

 
(2)  Dalam istilah sakit termasuk cacat, kelemahan dan usia lanjut. 
 
(3)  Untuk memungkinkan hal yang termaktub dalam ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah mengadakan 

balai pengobatan, pusat kesehatan, sanatorium, rumah sakit dan lembaga-lembaga lain yang 
diperlukan. 

 
(4)  Pemerintah melakukan usaha-usaha khusus untuk menjamin kesehatan pegawai, buruh dan 

golongan-golongan karya lain beserta keluarganya sesuai dengan fungsi dan lingkungan hidupnya. 



 
(5)  Pemerintah mengatur dan menggiatkan usaha-usaha dana sakit. 
 
 Pasal 9. 
 
(1)  Pemerintah melakukan usaha-usaha agar rakyat memiliki pengertian dan kesadaran tentang 

pemeliharaan dan  perlindungan kesehatan. 
 
(2)  Pemerintah mengadakan usaha-usaha khusus untuk kesehatan keturunan dan pertumbuhan anak 

yang sempurna, baik dalam lingkungan keluarga, maupun dalam lingkungan sekolah serta 
lingkungan masyarakat remaja dan keolahragaan. 

 
 Pasal 10. 
 
(1)  Pemerintah mengadakan, mengatur, mengawasi dan membantu pendidikan tenaga kesehatan. 
(2)  Pemerintah menetapkan penggunaan dan penyebaran tenaga kesehatan Pemerintah maupun swasta 

sesuai dengan keperluan masyarakat dengan mengingat keseimbangan antara jumlah tenaga yang 
diperlukan dan tenaga yang tersedia. 

 
(3)  Pemerintah mengatur kedudukan hukum, wewenang dan kesanggupan hukum tenaga kesehatan. 
 
(4)  Pemerintah mengawasi dan membimbing tenaga kesehatan dalam menjalankan kewajibannya 

dengan memperhatikan norma-norma keagamaan. 
 
Pasal 11. 
 
(1)  Pemerintah berusaha mencukupi keperluan rakyat akan obat. 
 
(2)  Pemerintah menguasai, mengatur dan mengawasi persediaan, pembuatan, penyimpanan, peredaran 

dan pemakaian obat, obat (termasuk obat bius dan minuman keras), bahan obat, alat dan 
perbekalan kesehatan lainnya. 

 
(3)  Obat, bahan obat, alat dan perbekalan kesehatan yang dimaksud dalam ayat (2 ) harus memenuhi 

syarat-syarat yang ditetapkan dalam Farmakopee Indonesia dan peraturan-peraturan lain. 
 
(4)  Obat-obat asli Indonesia diselidiki dan dipergunakan sebaik-baiknya. 
 
 Pasal 12. 
 
(1)  Pemerintah menyelenggarakan penyelidikan-penyelidikan tentang keadaan kesehatan rakyat. 
 
(2)  Penyelidikan ini meliputi statistik, penyelidikan laboratorium, penyelidikan masyarakat, bedah 

mayat dalam keadaan darurat serta percobaan hewan dengan mengingat perkembangan ilmu 
pengetahuan termasuk ilmu tenaga atom. 

 
 BAB III. 
 
 ALAT-ALAT PERLENGKAPAN PEMERINTAH 
 
 Pasal 13. 
 
(1) Alat-alat perlengkapan Pemerintah dalam lapangan kesehatan adalah: 



a. Departemen Kesehatan 
b. Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah. 
c. Alat-alat dan badan-badan Pemerintah yang lain. 
 
(2) Tugas, susunan dan wewenang serta hubungan satu dengan lainnya ditetapkan dengan peraturan-

peraturan perundangan. 
 
 BAB IV 
 
 USAHA SWASTA 
 
 Pasal 14 
 
(1) Pemerintah mengatur, membimbing, membantu dan mengawasi usaha-usaha kesehatan badan-

badan swasta. 
 
(2) Usaha-usaha swasta dalam lapangan kesehatan harus sesuai dengan fungsi sosialnya. 
 
(3) Rumah sakit, balai pengobatan dan lembaga-lembaga kesehatan swasta lainnya harus memenuhi 

syarat-syarat minimal yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. 
 
(4) Usaha-usaha pengobatan berdasarkan ilmu dan/atau cara lain dari pada ilmu kedokteran, diawasi 

oleh Pemerintah agar tidak membahayakan masyarakat. 
 
(5) Perusahaan farmasi dan alat-alat kesehatan harus bekerja sesuai dengan rencana dan pimpinan 

Pemerintah. 
 
 BAB V 
 
 PERATURAN PERALIHAN 
 
 Pasal 15. 
 
(1) Pelaksanaan Undang-undang ini diatur dengan peraturan- peraturan perundangan yang dalam 

waktu 1 tahun berangsur-angsur membatalkan ketentuan-ketentuan menurut "Het Reglement op de 
Dienst der Voksgezondheid" dan peraturan-peraturan lain berdasarkan "Het Reglement op de 
Dienst der Volksgezondheid" tersebut. 

 
(2) Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan kesehatan lainnya yang sudah ada pada hari tanggal 

diundangkannya Undang- undang ini, tetap berlaku selama peraturan-peraturan dan ketentuan-
ketentuan kesehatan itu tidak bertentangan dicabut, diganti, ditambah dan diubah oleh peraturan-
peraturan dan ketentuan-ketentuan atas kuasa Undang-undang ini. 

 
 BAB VI 
 
 KETENTUAN PENUTUP. 
 
 Pasal 16. 
 
Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Pokok Kesehatan. 
 
 Pasal 17. 



 
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. 
 
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan 
penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.  
 
 
Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 15 Oktober 1960. 
Pejabat Presiden Republik Indonesia, 
 
DJUANDA. 
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 15 Oktober 1960. 
Pejabat Sekretaris Negara, 
 
SANTOSO. 
 
 

PENJELASAN 
ATAS 

UNDANG-UNDANG No. 9 TAHUN 1960 
TENTANG 

POKOK-POKOK KESEHATAN. 
PENJELASAN UMUM. 

 
 
Bagi suatu masyarakat sosialis Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera, soal kesehatan merupakan suatu 
unsur yang sangat penting. Berhubung dengan itu maka perlu ditetapkan suatu Undang-undang tentang 
Pokok-pokok Kesehatan yang sesuai dengan dasar-dasar Negara kita serta sesuai pula dengan kemajuan 
ilmu pengetahuan. Peraturan yang sampai sekarang berlaku, yakni "Het Reglement op de Dienst der 
Volksgezondheid" dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya, yang tidak sesuai lagi dengan alam 
kemerdekaan dan hasrat pembangunan bangsa Indonesia, perlu segera diganti dengan suatu Undang-
undang Pokok sebagai landasan bagi peraturan-peraturan kesehatan selanjutnya. 
 
Dalam Undang-undang ini dimuat ketentuan-ketentuan umum tentang pengertian mengenai kesehatan 
berdasarkan ilmu kedokteran modern, yang dipakai pula oleh Organisasi Kesehatan Sedunia dalam 
Konstitusinya tahun 1946. 
 
 PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. 
 
Pasal 1. 
 
 Dalam ketentuan umum ini ditegaskan juga bahwa derajat kesehatan yang setinggi-tingginya harus 

dicapai oleh seluruh rakyat secara merata. 
   Disamping hak untuk memperoleh pemeliharaan kesehatan yang sebaik-baiknya, tiap-

tiap warga-negara perlu pula aktif ikut-serta dalam semua usaha kesehatan yang dilakukan 
Pemerintah. 

 
Pasal 2. 
 



 Istilah kesehatan mengandung arti keadaan sejahtera (wellbeing). 
 
  Pasal 3. 
 
(1)  Yang dimaksud dengan kesehatan sosial ialah perikehidupan dalam masyarakat: 

perikehidupan ini harus sedemikian rupa sehingga setiap warga-negara mempunyai cukup 
kemampuan untuk memelihara dan memajukan kehidupannya sendiri serta kehidupan keluarganya 
dalam masyarakat yang memungkinkannya bekerja, beristirahat dan menikmati hiburan pada 
waktunya. 

   Generasi yang sehat hanya tercapai kalau pertumbuhannya dipelihara menurut syarat-
syarat kesehatan. Pemeliharaan anak dalam kandungan ibu, pada masa bayi, kanak-kanak, dan 
pada masa remaja perlu diperhatikan sepenuhnya. Dalam pada itu harus dipentingkan pula usaha 
pertumbuhan jasmani guna menyempurnakan fisik bangsa. 

 
(2) Tiap-tiap usaha kesehatan yang dijalankan oleh Peme-rintah tidak akan mencapai maksudnya 

jikalau tidak ada pengertian dan kesadaran difihak rakyat. Sebaliknya jika ada keinsyafan dan 
kesadaran, seluruh masyarakat dapat diikut-sertakan secara effisien dalam usaha-usaha kesehatan. 

 
  Pasal 4. 
 
 Dalam pasal ini diperinci dalam garis-garis besar usaha-usaha preventif, kuratif dan lain-lainnya. 
 Untuk mewujudkan hak setiap warga-negara akan kesehatan Pemerintah mengadakan usaha-usaha 
seperti terperinci garis-garis besarnya dalam pasal ini. Usaha-usaha ini dilaksanakan dengan 
memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnik dalam bidang kesehatan. 
 
 Pasal 5. 
 
Keadaan ekonomi adalah unsur yang sangat berpengaruh 
terhadap keadaan kesehatan. Berhubung dengan itu maka masalah 
sandang-pangan, perumahan dan lain-lain perlu dicantumkan. 
 
 Pasal 6. 
 
 Lingkungan hidup manusia harus sesuai dengan syarat-syarat kesehatan. 
Yang dimaksudkan dengan lingkungan hidup ialah : segala sesuatu yang terdapat disekitar seetiap manusia 
dalam kehidupan- nya sehari-hari, umpamanya: udara, tempat kediaman dan tanah sekitarnya, tempat 
bekerja, tempat berkumpul, tempat ibadah dan sebagainya. Dalam hal ini sangat perlu adanya kebersihan, 
pemberantasan serangga dan lain-lain khewan penyebar penyakit. Mencegah penyakit berarti 
mengusahakan segala sesuatu yang dapat melindungi rakyat dari sebab-musabab penyakit, umpamanya 
usaha karantina, vaksinasi, usaha-usaha dalam lapangan kesehatan jiwa dan tuntunan tehnis dalam soal 
pembuatan bangunan-bangunan, pembuatan dan penjualan makanan dan minuman dan lain-lain. 
 
  Pasal 7. 
 
 Penyakit-penyakit menular seperti cacar, typhus, cholera, pes dan lain-lainnya, jika timbul harus 
segera diberantas. Penyakit endemis (penyakit rakyat) seperti malaria, t.b.c., framboesia, trachoma dan lain-
lainnya harus dilenyapkan selekas-lekasnya. 
 
 Pasal 8. 
 
 Pemerintah berusaha agar kesempatan untuk pengobatan dan perawatan bagi rakyat diberikan 
secara merata diseluruh wilayah Indonesia, dengan biaya bagi rakyat yang seringan-ringannya sampai 
kepada cuma-cuma. 



 Untuk usaha itu diadakan rumah sakit, poliklinik, lembaga- lembaga, rombongan-rombongan 
kesehatan (umpamanya untuk jemaah haji), dan sebagainya. Pemerintah memberi kesempatan pada tenaga-
tenaga kerohanian untuk membantu dan membimbing baik tenaga kesehatan maupun penderita dalam 
menjalankan ibadatnya.   Dalam peraturan perburuhan, peraturan kepegawaian, peraturan pensiunan dan 
sebagainya, perlu soal-soal kesehatan, baik secara preventif maupun kuratif, diatur dengan seksama. Dalam 
pada itu diperhatikan juga, agar buruh dan pegawai tersebut diatas dilindungi terhadap hal-hal yang 
mengganggu atau membahayakan kesehatannya, dan diberi kesempatan untuk hiburan dan istirahat. 
 Dalam golongan-golongan karya lain (ayat 4) termasuk juga angkatan bersenjata beserta 
keluarganya. 
 
 Pasal 9. 
 
(1) Cukup jelas. 
(2) Untuk kesehatan keturunan pemeriksaan badan sebelum kawin perlu diusahakan dan jika dapat 

diatur oleh Pemerintah (misalnya dilingkungan Angkatan Perang). Untuk pertumbuhan anak 
diusahakan Balai-balai Kesehatan lbu dan Anak, pemeliharaan kesehatan anak sekolah, 
perkembangan keolahragaan, bimbingan masyarakat remaja dan sebagainya. 

 
 Pasal 10. 
 
(1)  Cukup jelas. 
(2)  Pemerintah dapat menggunakan tenaga kesehatan disamping ketentuan-ketentuan didalam 

Undang-undang tahun 1951 No. 8 dan 9, tanpa mengurangi effisiensi pekerjaan badan swasta, 
dengan mengingat jaminan-jaminan seperlunya. 

(3)  Cukup jelas. 
(4)  Dalam mengawasi dan membimbing tenaga kesehatan baik yang berwenang maupun yang tidak 

berwenang perlu diadakan peraturan-peraturan yang mempunyai ancaman hukuman yang tegas 
baik dilapangan administratif maupun dibidang pidana. 

 
 Pasal 11. 
 
 Bahan-bahan yang berbahaya, baik dipandang dari sudut keperluan kesehatan maupun keamanan 
umum (obat bius, minuman keras dan bahan-bhan berbahaya lainnya) harus dikuasai oleh Pemerintah. 
 Dalam mempergunakan obat asli sebaik-baiknya termasuk juga menggiatkan perkembangannya. 
 
 Pasal 12. 
 
 Dalam penyelidikan termasuk penyelidikan kedokteran untuk kepentingan pengusutan perkara, 
 
 Pasal 13. 
 
(1) Dengan "alat dan badan pemerintah yang lain" dimaksud instansi-instansi dan badan-badan diluar 

Departemen Kesehatan dan dinas kesehatan Pemerintah daerah, umpamanya : Jawatan Kesehatan 
Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Kepolisian, Departeme-departemen dan 
Jawatan-jawatan yang lain atau Panitia-panitia Negara. 

(2) Cukup jelas. 
 
 Pasal 14. 
 
 Didalam mengikut-sertakan masyarakat pada usaha-usaha kesehatan dan berdasarkan sikap 
Pemerintah terhadap usaha swasta pada umumnya. Pemerintah memberikan kesempatan kepada badan-
badan oknum-oknum swasta untuk menjalankan usaha-usaha pengobatan, perawatan, pendidikan, 
penyelidikan (reserach) dan usaha-usaha dalam bidang farmasi, dengan ketentuan bahwa usaha-usaha ini 



harus mementingkan fungsi sosialnya, tidak semata-mata bertujuan mencari keuntungan. 
 Dalam mengadakan pengawasan yang dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah memperhatikan 
keyakinan-keyakinan hidup dari golongan dan aliran-aliran resmi dalam masyarakat. 
 
 Pasal 15. 
 
 Pemerintah menyusun sistim pengawasan  sedemikian rupa sehingga segala sesuatu yang 
dimaksudkan dalam Undang-undang Pokok Kesehatan ini, mendapatkan pelaksanaannya. 
 
Pasal 16. 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 17. 
 Cukup jelas. 
 
 -------------------------------- 
 
 CATATAN 
 
*) Disetujui D.P.R.G.R. dalam rapat pleno terbuka ke-12 pada hari Jum'at tanggal 30 September 

1960, P.12/1960 
 
Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 

YANG TELAH DICETAK ULANG 


